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PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 3 TAHUN 1999 

TENTANG 

RETRIBUSI DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimban2 : a. bahwa dalam rangka mendukung perkemban2an otonomi 
Daerah yang nyata, dinamis, dan bertang2ung jawab 
dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan 
dengan ditetapkannya Undang Undan2 Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
yang mengatur antara lain penyederhanaan pun2uln 
serta besarnya tarif retribusi Daerah perlu 
melakukan penyesuaian kembali jenis retribusi 
Daerah yang dapat dipungut dan besarnya tari 
retribusi Daerah terhadap pelayanan yang diber-
kan oleh Pemerintah Daerah; 

b. bahwa penyederhanaan terhadap punautan retribusi 
Daerah tetap memberikan kewajiban Pemerintah 
Daerah untuk menyediakan seluruh pelayanan yang 
diperlukan dalam rangka pengawasan dan penRenda-
lian; 

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, 
perlu menetapkan kembali pengaturan tentang 
Retribusi Daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
dengan Peraturan Daerah. 

Mengingat : 1. Undang-Undang 	Nomor 	11 Tahun 	1990 tentang 
Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara 
Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun 
1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3430); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Laiu 
Lintas AnRkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 
Nomor 3480, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489); 

3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685); 

4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peme-
rintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang. 
Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam 
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada 
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran 
Ne2ara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3410); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Ne2ara Tahun 1997 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Neaara Nomor 3692); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 
tentang Penertiban Pungutan dan Jan2ka Waktu 
Terhadap Pemberian Izin Undana-undan2 Gang2uan; 

S. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 
1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di-
Daerah; 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retri-
busi Daerah; 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 
1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidana Retvi 
busi Daerah; 

11, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri 	Menteri 
Pertanian 	dan 	Menteri Koperasi dan Pembinann 
Pengusaha Kecil Nomor 	139 Tahun 199-7  
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tentang Penyeleng2araan Pelelangan Ikan; 

1 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 
1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retri-
busi Daerah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat 
II; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 
1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi; 

14. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Nomor 3 Tahun 1979 tentang Perparkiran Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta jo. Peraturan Daerah Nomor 
7 Tahun 1987; 

15. Peraturan Daerah 	Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Nomor 	3 Tahun 1986 tentang Penyidik Peaawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta; 

16. Peraturan Daerah 	- Daerah Khusus Ibukota JakactiA 
Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan 
di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

17. Peraturan Daerah 	Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengawasan Pemotonaan 
Ternak, Perdagangan Ternak dan Daging di wilayah 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 



m. Wajib Retribusi adalah orana pribadi atau badan yana menurat 
peraturan perundang-undanaan retribusi diwajibkan nntuk mela- 
kukan pembayaran retribusi, 	termasuk pemungut atau pemottan 
retribusi tertentu; 

n. Pemunautan adalah suatu ranakaian keaiatan mulai da.JH penhim-
punan data obyek dan subyek retribusi, penentunn besarnya 
retribusi yang terutana sampai kegiatan 1i.ena2ihan 	Tt 
kepada Wajib Retribusi serta penaawasan penyetoranuya: 

o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yana selanjuriya 	iir 
SKRD, adalah surat keputusan yang menentuknn besarnya retrbu-
si yang terutang; 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya 
disingkat-  SKRD Tambahan adalah surat keputusan yang menentm-
kan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; 

q. Surat 	Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnyn 
disingkat SKRD Jabatan adalah surat ketetapan retribusi 
Daerah yang 	ditetapkan karena jabatan 	sebaaai 
tidak menyampaikan permohonan. 	

akiba: 

r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yana selanjutnya 
disinakat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran retribusi 	karena jumlah kredit 
retribusi lebih besar dari pada ret yrinv teruarl72.  lty 
tidak seharusnya terutan2; 

s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang 	selanjutnya 	tiishlaka 
STRD adalah surat untuk melakukan taaihan retribusi dfin 
sanksi administrasi berupa bunaa dan atam denda; 

t. Pemeriksaan adalah seranakaian keaiatan untuk mencari, mengum-
pulkan, dan mengolah data dan atau keteranaan lainnya dalam 
rangka penaawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi 
berdasarkan peraturan perundana-undanaan retfibusi Daerah; 

u. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah seranakaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Neaeri Sipil, 
yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan 
tersanakanya. 

BAB IT 

GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI 

Pasal 

(1) Golongan dan jenis retribusi dalam Peraturan 	inj adalah: 

a. Retribusi Jasa Umum terdiri dari : 
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan: 



18. Peraturan Daerah 	Daerah Khusus Tbukota 
Nomor 3 Tahun 1990 tentang Usaha Per~i.; 
wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

19. Peraturan Daerah 	Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Nomor 1 Tahun 1991 tentan2 Rumah Susun di Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta; 

20. Peraturan Daerah 	Daerah Khusus Ibukota 

Nomor 7 Tahun 1991 tentang 1an,2.unan daH, i 

wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakart,:i; 

21. Pera turan "Daera h 	Da e i ah Khu 	T 
Nomor 2 Tahun 1g92 tentang 11!;A10;HI 

wilayah Daerab Khusus Thukta 

22. Peraturan Daerab 	Daerah Khusuc Ibukota Jaka!:: 
Nomor 3 Tahun 1992 tentan2 Penan2gulangan liinr 

Kebakaran dalam wilayah Daerah Khusus IbukGa 

Jakarta; 

23. Peraturan Daerah 	Daerah Khusus Ibukota Jakara 

Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penampun2an dan Pem()-
tongan Unggas serta Peredaran Da2in2 Ung2as 
wilayah Daerah Khusus Tbukota Jakarta; 

24. Peraturan Daerah 	Daerah Khusus Tbukota Jakai 

Nomor 9 Tahun 1992 tentan2 Lalu Lintas dan An- 

kutan Jalan di Wilayah Daerah Khusus 	Tbl!k,)La 

Jakarta; 

Peraturan Daerah 	Daerah Khuss Ibukota 

Nomor 9 Tahun 1995 tentanc2 
Kerja Dinas Pendapatan Daerah Daerh 1<hu 
kota Jakarta; 	. 

26. Peraturan Daerah 	Daerah Khusu 

Nomor 	1 	Tahun 	1996 	tentang 	e nye i 	;;1 , 

Pedaftaran Penduduk Dalam Kerangka 
masi Manajemen Kependudukan dalam wilayah Daerh 

Khusus Ibukota Jakarta; 

27. Peraturan Daerah 	Daerah Khusus Ibukota jakara 
Nomor 12 Tahun 1997 tentang Usaha PnriviRL 

di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

DenQan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat nat?i.Th 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH 	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKFE 

TENTANfl RETRIBUST DAERAH 



BAB 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta; 

b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta; 

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta; 

e. Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta; 

f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha 
milik negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, perse-
kutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau 
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha 
tetap serta bentuk badan usaha lainnya; 

g. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan 
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan 
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; 

h. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah 
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 
izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; 

i. Go1ongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang me-
liputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retibusi 
perizinan tertentu; 

J. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan 
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentinaan 
dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi 
atau badan; 

k. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha :„ang 
disediakan oleh Pemerintah .Daerah dengan menganut prinsip 
komersial karepa 	pada dasarnya dapat pula disediakan oleh 
sektor swasta; 

1 Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan 
tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada 
orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan peman-
faatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 
sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentin2an 
umum- dan.menjaga kelestarian lingkungan; 



3. Retribusi Pengzantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 
dan Akte Catatan Sipil; 

4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 
Pengujian Kendaraan Bermotor; 

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 
Pen2gantian Biaya Cetak Peta; 
Pengujian Kapal Perikanan; 
Perparkira-401- tepi Jalan Umum. 

Jasa Usaha terdiri dari : 

1. 
_ • 

3.  

4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

Retribusi 
Retribusi 
Retribusi 
Retribusi 
Retribusi 
Retribusi 
Retribusi 
Retribusi 
Retribusi 
Retribusi 

Pemakaian Kekayaan Daerah; 
Pasar Grosir 	dan 	atau 	Pertokoan; 
Terminal; 
Tempat 	Pen2inapan/pesan22rahan/Villa; 
Penyedotan Kakus; 
Rumah Potong Hewan; 
Tempat 	Pendaratan Kapal; 
Tempat 	Rekreasi 	dan Olah Raga; 
Penjualan Produksi 	Usaha Daerah; 
Tempat Khusus Parkir. 

Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari : 

1. Retribusi 
2. Retribusi 
3. Retribusi 
4. Retribusi 

Izin 
Izin 
Izin 
Izin 

Peruntukan Penggunaan Tanah; 
Mendirikan Ban2unan; 
Gangguan; 
Trayek. 

(2) Golongan dan jenis retribusi seba2aimana dimaksud pada 
(1) pasal ini dikelompokan dalam 4 (empat) 	Bidang 
terdiri dari : 

aya'i 
yaw! 

a. Bidang Pemerintahan; 
b. Bidang Ekonomi; 
c. Bidang Kesejahteraan 
d. Bidang Pembangunan. 

Rakyat; 

5. Retribusi 
6. Retribusi 
7. Retribusi 
S. Retribusi 
9. Retribusi 

b. Retribusi 

(3) Golongan dan Jenis Retribusi Bidang Pemerintahan 
dari : 

a. Retribusi Jasa Umum 

I 	: : 

1. Pelayanan Catatan Sipil : 
- Retribusi penggantian biaya cetak Akte Catatan Sipli; 

2. Pelayanan Kependudukan: 
- Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda 
Penduduk;. 

3. Pelayanan Penang2ulangan Bahaya Kebakaran: 
- Retribusi pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. 

b. Retribusi Jasa Usaha 

1. Pelayanan Catatan Sipil : 
- Retribusi pemakaian kekayaan Daerah. 

9. Pelayanan Fasilitas Ban2unan Milik Pemerintah Daeulh 
- Retribusi pemakaian kekayaan Daerah. 



3. Pelayanan Penanggulangan Bahaya KehaarH 
- Retribusi pemakaian kekayaan Daerah. 

c. Retribusi Perizinan Tertentu 

Pelayanan Izin Undang-undang GanQsIman: 

- Retribusi Izin Gan9P-Uall; 

(4) Golongan dan Jenis Retribusi Bidang Ekonomi terdiri dari : 

a. Retribusi Jasa Umum 

Pelayanan Bidang Perikanan : 

- Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. 

b. Retribusi Jasa Usaha 

1. Pelayanan Perindustrian : 
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

2. Pelayanan Peternakan : 

a) Retribusi Rumah Potong Hewan; 

b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

3. Pelayanan Kehutanan : 
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, 

4. Pelayanan Perikanan : 

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

b) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan; 

c) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; 

d) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa. 

5. Pelayanan Kepariwisataan : 

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

b) Retribusi-Tempat Penginapan/Pesang2rahan/Villn. 

6. Pelayanan Usaha Sektor Informal : 
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

(5) Golongan dan Jenis Retribusi Bidan(
.1. Kesejahteraan Rakyat 

diri dari : 

a. Retribusi Jasa Umum 

1. Pelayanan Kesehatan : 
- Retribusi Pelayanan Kesehalan. 

2. Pelayanan Kebersihan Lin2kun£ran : 

- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 

3. Pelayanan Pemakaman Umum : 
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 

b. Retribusi Jasa Usaha 

1. Pelayanan Kesehatan : 
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 



m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk mela-
kukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 

retribusi tertentu; 

n. Pemungutan adalah suatu ran2kaian keglatan mulai dari pen2him-
punan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya 
retribusi yang terutang sampai kegintan penagihan retribusi 
kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya; 

o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribu-

si yang terutang; 

p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya 
disingkat SKRD Tambahan adalah surat keputusan yang menentu-
kan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; 

q. Surat 	Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya 

disingkat SKRD Jabatan adalah surat ketetapan retribusi 

Daerah yang 	ditetapkan karena jabatan 	sebagai 	akibat 

tidak menyampaikan permohonan. 

r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit 
retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau 

tidak seharusnya terutang; 

s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang 	selanjutnya 
	

disingkat 

STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan ataA: 
sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; 

t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengum-
pulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam 
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi 
berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah; 

u. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah seranakaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, 
yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan 

tersangkanya. 

BAB II 

GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI 

Pasal 2 

(1) Golongan dan jenis retribusi dalam Peraturan Daerah in 

adalah: 

a. Retribusi Jasa Umum terdiri dari : 
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 



2. Pelayanan Museum dan Sejarah / Monas : 

a) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Ra2a: 

b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

3. Pelayanan Planetarium : 
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Ra2a 

4. Pelayanan Keolahragaan : 
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Ra2a 

5. Pelayanan Kebun Binatan2 Ragunan : 
a) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Ra2a 
b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

6. Pelayanan Kebersihan Lin2kun2an : 
a) Retribusi Penye(Iotan kakus; 
b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

/. Pelayanan Pemakaman Umum : 
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

8. Pelayanan Perumahan : 
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

(6) Golongan dan Jenis Retribusi Bidang Pemban2unan terdiri darj: 

a. Retribusi Jasa Umum 

1. Pelayanan Ketatakotaan : 
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. 

Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan : 
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 

3. Pelayanan Pemetaan : 
- Retribusi Peng2antian Biaya Cetak Peta. 

4. Pelayanan Perparkiran : 
- Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum. 

b. Retribusi Jasa Usaha 

1. Pelayanan Lalu Liptas dan AnQkutan Jalan : 
a) Retribusi Terminal; 
b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

2. Pelayanan Pekerjaan Umum : 
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

3. Pelayanan Pen2endalian Dampak Lin2kun2an : 
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

4. Pelayanan Peneran2an Jalan Umum : 
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 



5. Pelayanan Pertamanan 
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

6. Pelayanan Khusus Tempat Perparkiran : 
- Retribusi Tempat Khusus Parkir. 

7. Pelayanan Jaringan Utilitas 
- Retribusi Pemakafian Kekayaan Daerah 

c. Retribusi Perizinan Tertentu 

1. Pelayanan Ketatakotaan : 
- Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 

2. Pelayanan Pengawasan Pembangunan Kota : 
- Retribusi Izin Mendirikan Ban2unan. 

3. Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : 
- Retribusi Izin Trayek. 

BAB III 

BIDANG PEMERINTAHAN 

Bagian Pertama 

Catatan Sipil 

Paraeraf 1 

Jenis Pelayanan dan Kewajiban 

Pasal 3 

(1) Pelayanan cacatan sipil terdiri dari : 

a. akte kelahiran atau salinannya; 
b. akte kematian atau salinannya; 
c. akte perkawinan atau salinannya; 
d. akte perceraian atau salinannya; 
e. akte pengesahan dan pengakuan anak.a+au salinannya; 
f. akte Qanti nama bagi warga negara sing.atau alinannya  
g. pemakaian ruang nikah catatan sipil. 

(2) Setiap orang pribadi yang memerlukan pelayanan catatan sipil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus mementill 
persayaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Daerah ini. 

(3) Untuk mendapatkan pelayanan catatan sipil sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi harus mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau 
pejabat yang ditunjuk. 
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Paragraf 2 

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek 

Pasal 4 

(1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah 

obyek yang dikenakan retribusi. 

(2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
huruf a sampai dengan f dipungut Retribusi Jasa Umum dengan 
nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil. 

(3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (I) 
huruf g, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi 

Pemakaian Kekayaan Daerah. 

Pasal 5 

(1) Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil 

dan pemakaian kekayaan Daerah adalah orang pribadi yang 
menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1). 

(2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 

adalah Wajib Retribusi. 

Paragraf 

Cara Mengukur Tingkat 
Penggunaan Jasa 

Pasal 6 

(1) Tingkat penggunaan 	jasa penggantian 	biaya 	cetak akte 

catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 
diukur berdasarkan jumlah akte/salinan akte yang diterbitkan/ 

diberikan. 

(2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian ruang nikah catatan sipil 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diukur berdasar 
kan luas ruangan, fasilitas dan waktu pemakaian. 

Paragraf 4 

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif 

Pasal 7 

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi peng.qantian 
biaya cetak akte catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya cetak, 
biaya pengadaan blanko akte catatan sipil, dan kemampuan 

masyarakat serta aspek keadilan. 



(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian 
ruan2an catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat 	(3) adalah den2an memperhatikan biaya investasi, biaya 
perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya rutin yan 
berkaitan dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi 
umum yang , mendukung penyediaan jasa. 

Pasal S 

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan 
mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah seba£, ni berikui : 

1. Aktc Kelabiran scbcsar Rp. 5.000,00 (lima ribt.1 2. Aktc Kcmatian scbcsar Rp. 5.000,00 (lima ribt, rtipilb); 3. Akte Perkawinan scbesar Rp. 50.000,00 (lima ptiltili rihii rupiab)
4. 	

; 

Akte Perceraian sebesar Rp. 50.000,00 (lima pultib ribti rupiab); 
5. Akte Pcngcsahan clan Pengakuan Anak scbesar Rp. 50.000,00 (lima pulub ribti rupiab); 
6. Akte Ganti Nama sebesar Rp. 20,000,00 (dua 	ribu rupiall); 



a) warga negara Indonesia 
	

Rp. 10.000,00 	inan Akte 
b) warga negara asing 

	
Rp. 20.1,',00/Salinan Akte 

	

5) akte pengesahan dan penga 	anak : 

a) warga negar. 	donesia 	Rp. 10.000,00/Salinan Akte 
b) warga • ara asing 	Rp. 20.000,00/Salinan Akte 

 

ganti naFria warga nceara-a,SiR-2 : Rp. 1Gt.-000,00/Sa1inan A1,-Ae 

 

pemakaian ruangan nikah catatan sipil : 

I. warga negara Indonesia 
	

Rp. 	25.000,00 
2. warga negara asing 
	

Rp. 	50.000,00 

Ba2ian Kedua 

Izin Undang-Undang Gangguan 

Paragraf 1 

Jenis Pelayanan dan Kewajiban 

Pasal 9 

(1) Pelayanan Izin Undang-Undang Gangguan terdiri dari : 

a. Izin Undang-Undang Gangguan; 
b. daftar ulang Izin Undang-Undang Gangguan; 
c. balik nama, ganti nama, ganti merk Izin Undana-Undana 

Gangguan. 

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayan 
Izin Undang-Undang Gangguan sebagaimana dimaksud pada ;Lynt 
(1) pasal ini harus memenuhi 	persyarata-, sesuai 	denaan 
peraturan perundana undan2an yang berlaku dan memenuhi 
kewajiban sebagaimana diatur ,Tlalam Peraturan Daerah ini. 

(3) Untuk mendapatkan pelayanan Izin Undang-Undang Gangguan scb- 
gaimana dimakud pada ayat (2) pasal ini, 	oran2 pribadi 
badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepad;:i 
Gubernur Kepala Daerah atau pejahat yang ditunjuk. 

Paragraf 2 

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek 

Pasal 10 

(1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah 
obyek yang dikenakan retribusi. 

(2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, 
dipungut Retribusi Aerizinan Tertentu den2an nama Retribusi 
Izin Gangguan. 



Pasal 11 

(1) Subyek Retribusi Izin Ganaguan adalah orana pribadi atau 
badan yang mengeunakan/menikmati pelayanan sebaaaimana 
maksud dalam Pasal 9 ayat (1). 

(2) Subyek Retribusi sebaaaimana dimaksud pada ayat (I) pasal 
adalah Wajib Retribusi. 

Paragraf 

Cara Mengukur Tingkat 
Penggunaan Jasa 

Pasal 12 

Tingkat penggunaan jasa izin Undang-Undang Ganaguan sebagaimana 
dimaksud 	dalam 	Pasal 10 ayat (2) diukur berdasarkan per- 
kalian luas areal usaha, indek lokasi, indek gangeuan, dan jenis 
usaha. 

Paragraf 4 

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif 

Pasal 13 

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi 	izin Ganaauan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dengan memperhatikan 
biaya pengecekan, biaya penaukuran, biaya pemeriksaan, biaya 
transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya 
pembinaan. 

Pasal 14 

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebaaai-

mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. Besarnya 	retribusi 	izin Undang-undang Gangguan dihituna 
berdasarkan perkalian dari klasifikasi jenis usaha, luas 
ruangan, klasifikasi indek lokasi dan klasifikasi indek 
gangguan sesuai tabel sebagai berikut : 

1) klasifikasi jenis usaha dan tarif. 

No. Jenis 	usaha Tarif 
, 

1.  industri Rp 750,00/m2 

2.  non industri Rp 500,00/ffl2 

2) klasifikasi indeks lokasi : 

No. Jenis Usaha Lokasi Indeks 

1 2 3 4 

industri a)  jl. protokol 1/2 
b)  jl. ekonomi 3/4 
c)  jl. linakunaan 1 



1 2 3 4 

non industri a) jl. protokol 1 
b)  
c)  

jl. 
jl. 

ekonomi 
linwkunaan  

3/4 

40) klasiffkasi indeks gangguan : 

No. Jenis 	Usaha. Tingkat Gangguan Indeks 

1.  

2.  

industri 

non 	industri 

a) berdampak penting 
b) berdampak kurang penting 
c) tidak berdampak 

a) berdampak penting 
b) berdampak kurang penting 
c) tidak . berdampak 

' 
1 

3 
2 
1 

ffl 
an izin 

sebaaaimana dimaksud 
ngutan tambahan sebesar 50 

rsen) dari jumlah retribusi yang harus 

memiliki Izin Undang-undang Gangguan untuk 
tersebut, disamping dikenakan pu 
pada 	huruf a diken 
(lima pu 

Penentuan lokasi jalan protokol, jalan ekonomi dan jalan 
linakungan serta Indeks gangguan berdampak penting, ber-
dampak kurang penting dan tidak berdampak serta klasi-
fikasi perusahaan besar, menenwah dan kecil ditetapkan olch 
Gubernur Kepala Daerah. 

b. Daftar ulang Izin Undang-Undang Gangguan : 

1) Daftar ulang Izin Undanw-Undang Gangguan untuk 5 (1iffin) 
tahun : 

a) perusahaan besar 	Rp. 225.000,00 

b) perusahaan menengah 	Rp. 125.000,00 

c) perusahaan kecil 	Rp. 	75.000,00 

2) Keterlambatan mendaftar ulang Izin Undang-Undana Gan-

guan dan dimungkinkan untuk perpanjanaan izin dikenaknn 
retribusi dan sanksi administrasi 	sebesar 10% setiap bulan 
keterlambatan dari jumlah retribusi yang terutanw dimakswi 
pada huruf b angka 1). 

c. Balik nama, ganti naffia, ganti merek Izin Undanw-Undanw Ganggu-
an dikenakan retribusi : 

1) perusahaan besar 	Rp. 100.000,00 



2) perusahaan menen2ah 	Rp. 100.000,00 

3) perusahaan kecil 	Rp. 100.000,00 

BaQian Ketiga 

Pe .9 (fanAn Pemakaian-Fasilitas Bangunan 
Milik Pemerintah Daerah 

Paragaraf 1 

Jenis Pelayanan dan Kewajiban 

Pasal 15 

(1) Pelayanan pemakaian fasilitas bangunan milik 	PemerintTh 
Daerah terdiri dari : 

a. pemakaian ruang pola; 
b. pemakaian ruangan serba guna; 
c. pemakaian plaza ruangan; 
d. pemakaian plaza taman; 
e. pemakaian gedung wanita; 
f. pemakaian gedung Menza. 

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan 
pemakaian fasilitas bangunan milik Pemerintah Daerah sebagai-
mana  dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persya-

ratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Daerah ini. 

(3) Untuk mendapatkan pelayanan pemakaian fasilitas bangunan 
milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
pasal ini, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohon 
an secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau peja-
bat yang ditunjuk. 

Paragraf 2 

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek 

Pasal 16 

(1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (I) 
adalah obyek yang dikenakan retribusi. 

(2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, 
dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah. 

Pasal 17 

(1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah oran2-
pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1). 



(2) Subyek retribusi sebaqaimana dimaksud pada ayat (I) pasa] 
adalah Wajib Retribusi. 

Paragraf 3 

Cara Mengukur Tin2kat 
Penggunaan Jasa 

Pasal 18 

Tingkat penggunaan jasa terhadap 	pemakaian 	fasilitas bangunan 
milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan luas ruangan, fasili-
tas dan waktu pemakaian. 

ParaQraf 4 

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif 

Pasal 19 

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian fasiiit 
bangunan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
16 ayat (2) adalah den2an memperhatikan biaya investasi, 	biay 
perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, 	biaya 
rutin/periodik yang berkaitan lan2sun2 den2an penyediaan 
biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan hina 
pinjaman untuk memperoleh keuntun2an yang layak seba2aimana 
untungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta 
serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada hara 
pasar. 

Pasal 20 

Struktur dan besarnya tarif 	retribusi 	terhadap pelayanan seba2ai- 
mana dimaksud dalam Pasal 	15 	ayat 	(1) 	adalah 	sebagai 	berikut 	: 

a.  pemakaian ruang pola Rp 1.500.000,00/5 j;.uri 

b.  pemakaian ruangan serba guna Rp. 2.250.000,00/5 jam 

c.  pemakaian plaza ruangan Rp. 150.000,00/har 

d. 

e. 

pemakaian plaza taman 

pemakaian 	2edung wanita 	: 

Rp. 50,000,00/jam 

1. standar 	lama Rp. 500.000,00/5 

2. standar 	baru Rp. 1.000.000,00/5 jain 

f. pemakaian gedung Menza 	: Rp. 1.500.000,00/5 j--111 



Bagian Keempat 

Kependudukan 

Paragraf 1 

Jenis Pelayanan dan Kewajiban 

Pasal 21 

(1) Pelayanan Kependudukan adalah pelayanan pemberian Kartu Tanda 
Penduduk. 

(2) Setiap orang pribadi yang memerlukan pelayanan kependudukan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi 
persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan 	memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Daerah ini. 

(3) Untuk mendapatkan pelayanan kependudukan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi harus mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau 
pejabat yang ditunjuk. 

Paragraf 2 

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek 

Pasal 22 

(1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) adalah 
obyek yang dikenakan retribusi. 

(2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, 
dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Pengganti-
an Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk. 

Pasal 23 

(1) Subyek Retribusi Peng2antian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 
adalah orang pribadi yang menggunakan atau menikmati pelayan-
an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1). 

(2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 
adalah Wajib Retribusi. 

Paragraf 3 

Cara Meflgukur Tingkat 
Penagunaan Jasa 

Pasal 24 

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak 	kartu tanda 
penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diukur berdasarkan 
jumlah Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan/diberikan. 
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Para2raf 4 

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif 

Pasal 	25 

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi penggantian biaya 
cetak Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya cetak, biaya pengadaan 
blanko Kartu Tanda Penduduk dan kemampuan masyarakat serta aspek 
keadilan. 

Pasal 26 

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan seba.zai-
mana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk : 	. 	0 0/ k(tidu 

 

; 

 

1.1 

  

2. 	penduduk Warga Ncgara Asing 	 

b. Keterlambatan kewajiban memiliki Kartu Tanda Penduduk atau 
perpanjangan Kartu Tanda Penduduk yang telah habis masa ber-
lakunya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dikena-
kan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a 	dan 	sanksi 
admini s tras i berupa denda 	 . 000 001 fr...kriV  

1. penduduk Warga Negara Indonc3ia 	Rp. 10.000,00/karte 
u413u 	 Rp. 20.000,00/kartu 

Bagian Kelima 

Penanggulangan Bahaya Kebakaran 

Paragraf 1 

Jenis Pelayanan dan Kewajiban 

Pasal 27 

(1) Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran terdiri dari : 

a. penelitian gambar rencana dan atau pengujian akhir pema-
sangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan per-
syaratan pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan 
gedung dalam rangka penggunaan gedung; 

b. pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana 	proteksi 
kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan ancaman bahaya 
kebakaran yang ada pada bangunan gedung termasuk B3 minim-
um luas 200 (dua ratus) m2 ; 

c. pengujian alat pemadam api ringan; 

d. pengujian peralatan pencegah dan pemadam kebakaran di lunr 
apar ; 



e. pen2ujian alat bantu evakuasi; 

f. pemakaian mobil pompa dan mobil tan2ki; 

g. pemakaian mobil tang2a dan motor pompa; 

h. pemakaian gedung dan peralatan pada 	Pusat Pelatihan 
Ketrampilan Tenacia Kebakaran; 

i. pemakaian korps musik. 

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan 
penang2ulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai denan 
peraturan perundan2-undangan yang berlakm dan memenuhi 
kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. 

(3) Untuk mendapatkan pelayanan penang2mlangan bahaya kebakaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribad 
atau badan harus men2ajukan permohonan secara tertulis kep(Th 
Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 

Para£,.raf 2 

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek 

Pasal 28 

(1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam 	Pasal 27 ayat 
adalah obyek yang dikenakan retribusi. 

(2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 
(1) huruf a sampai dengan huruf e, dipungut Retribusi Jasa 
Umum dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

(3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (I) 

huruf f sampai dengan huruf i, dipungut Retribusi Jasa Usaha 
dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

Pasal ?9 

(I) Subyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

	

orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati 	_ 
layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf 
sampai dengan huruf e. 

(2) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Lr 
pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f sampai 
dengan huruf i. 

(3) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 
pasal ini adalah Wajib Retribusi. 



-)0 

Paragraf 3 

Cara Menzukur Tingkat 
Penggunaan Jasa 

Pasal 30 

(1) Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diukur berdasar-
kan gambar rencana yang diteliti, luas lantai peneuji-
an akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemerik-
saan persyaratan pencegahan kebakaran, jenis dan tipe perala-
tan pencegahan pemadam kebakaran. 

(2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah fasilitas 
pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 
(3) diukur berdasarkan volume, frekuensi dan waktu pemakaian. 

Paragraf 4 

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif 

Pasal 31 

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemeriksaan 
alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya penyediaan peralat 
an, biaya 	pemeriksaan / pengecekan, biaya segel, 	biaya 
operasional / pemeliharaan 	dan 	memperhatikan 	kemampuan 
masyarakat serta aspek keadilan. 

(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif 	retribusi pemakaian 
kekayaan Daerah fasilitas Pencegahan Kebakaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) adalah dengan memperhatikan 
biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusut 
an, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan 
langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang 
mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh 
keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas 
diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi 
secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. 

Pasal 32 

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. penelitian gambar rencana dan atau penaujian akhir pemasan2n 
instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan 
pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembanaunan gedun£r dalaffi 
rangka penggunaan gedung : 

1. hidran kebakaran 	Rp. 	10.000,00/tit1k, 
minimal 	(dua) titik 

2. pemercik 
	

Rp. 	50,00/ M2 



3. alarm kebakaran 
a) otomatis 
b) manual 

4. fire dampaer : 
a) dengan motor 
b) sambungan lebur 

5. kipas angin bertekanan : 
a) s.d 7.000 cfm 
b) 7.000 cfm - 10.000 cfm 

6. instalasi pemadam khusus 

Rp. 	40,00/ M2 
Rp. 	5.000,00/ titik 
minimal 2 (dua) titik 

Rp. 10.000,00/ buah 
Rp. 	2.000,00/ buah 

Rp. 15.000,00/ buah 
Rp. 50.000,00/ buah 

Rp. 	500,00/ M3 

7. instalasi lain yang belum termasuk dalam butir 1-6 : 
a) berdasarkan luas lantai 	Rp. 	50,00/ M2 
b) berdasarkan jumlah per- 

alatan yang dipasang. 	Rp. 	2.500,00/ buah 

8. alat pemadam api rinzan : 
a) jenis air bertekanan : 

1) s.d 9 liter 	Rp. 500,00/ tabung 
2) lebih besar dari 9 liter Rp.1.500,00/ tabung 

b) jenis busa kimia (chemical) 
1) s.d 9 liter 
2) lebih besar dari 9 liter 

c) jenis busa mekanik : 
1) s.d 9 liter 
2) lebih besar dari 9 liter 

Rp. 	750,00/tabung 
Rp. 1.500,00/tabung 

Rp. 	500,00/tabun2 
Rp. 	750,00/tabun2- 

d) jenis kimia kering serba 
guna (dry chemical) : 
1) s.d 6 kg. 	Rp. 	750,00/tabunQ 
2) lebih besar dari 6 kg 	Rp. 	1.500,00/tabung 

e) jenis non halon (tidak - 
mengandung CFC) 
1) s.d 6 kg. 	Rp. 
2) lebih besar dari 6 kg 	Rp. 

f) jenis CO2 (carbon dioxida) 
1) s.d 6 Kg 	Rp. 	750,00/tabun2 
2) lebih besar dari 6 kg 	Rp. 1.500,00/tabung 

9. pemeriksaan (visual) : 

750,00/tabung 
1.500,00/tabun2 

a) s.d 2.000 M2 
b) lebih dari 2.000 - 5.000 M2 
c) lebih dari 5.000 - 10.000 M2 
d) lebih dari 10.000 - 20.000 M2 
e) lebih dari 20.000 - 40.000 M2 
f) lebih dari 40.000 M2 

g) bangunan yang menangani (meng-
handle) bahan-bahan berbahaya 
1) ancaman bahaya ringan 

	
Rp. 

2) ancaman bahaya sedan2 
	

Rp. 
3) ancaman bahaya tinggi 

	
Rp.  

45,00/M2 
35,00/M2 
30,00/M2 
20,00/M2 
15,00/M2 
10,00/M2 

500,00/M2 
600,00/M2 
700,00/M2 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 



h) pemasangan tanda bahaya : 
1) pemasangan labeling pada 

kemasan 
2) pemasangan tanda bahaya 

pada bangunan/gudang 

Rp. I.000,00/kemasan 

Rp. 50.000,00/bh 

b. pemeriksaan berkala atas kelenQkapan sarana proteksi kebakaran 
sarana penyelamatan jiwa dan ancaman bahaya kebakaran yang ada 
pada bangunan gedung termasuk B3 minimum luas 200 (dua ratus) 
m2 : 

1. hidran kebakaran 	 Rp. 	1.500,00/titik 
minimal 2 (dua) titik. 

2. alarm kebakaran : 
a) alarm otomatis (minimum 200 M2) 

1. s.d. 2.000 M2 	Rp. 	15,00/M2 
2. lebih dari 	2.000 - 5.000 M2 Rp. 	12,00/M2 
3. lebih dari 	5.000 -10.000 M2 Rp. 	10,00/M2 
4. lebih dari 10.000 -20.000 Mg Rp. 	8,00/M2 
5. lebih dari 20.000 -40.000 M2 Rp. 	6,00/M2 
6. lebih dari 40.000 M2 	Rp. 	4,00/M2 

	

b) alarm manual 	 Rp. 	500,00/titik 
minimal 2 (dua) titik 

3. pemercik (minimum 100 M2). 
a) s.d 2.000 M2 Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

b) lebih dari 
c) lebih dari 
d) lebih dari 
e) lebih dari 
f) lebih dari 

2.000-5.000 M2 
5.000-10.000 M2 
10.000-20.000 M2 
20.000-40.000 M2 
40.000 M2 

22,00/ M2 
13,00/ M2 
15,00/ M2 
12,00/ M2 
10,00/ M2 
8,00/ M2 

4. sistem pemadam khusus. 
a) s.d 18.000,00 
b) lebih dari 180 M3 

5. alat penahan api. 
a) dengan motor 
b) sambungan lebur 

6. kipas angin bertekanan. 
a) s.d 7.000 cfm 
b) 7.000 s.d 10.000 cfm 
c) lebih dari 	10.000 cfm 

Rp. 18.000,00/M3 
Rp. 	100,00/M3 

Rp. 2.500,00/buah 
Rp. 	500,00/buah 

Rp.3.750,00/buah 
Rp.6.250,00/buah 
Rp12.000,00/buah 

7. bangunan yang menyimpan bahan berbahaya. 
a) ancaman bahaya ringan 	Rp. 100,00/M2 
b) ancaman bahaya sedang 	Rp. 200,00/M2 
c) ancaman bahaya tinggi 	Rp. 300,00/M2 

S. alat pemadam api rin2an. 
(berlaku juga untuk pemeriksaan berkala dan persetujnan 
pada pelaksanaan pembangunan). 

a) jenis bertekanan : 
1) s.d 9 liter 
	

Rp. 500,00/buah 
2) lebih dari 9 liter 

	
Rp.1.500,00/buah 
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b) jenis dry chemical : 
1) s.d 6 kg 
	

Rp. 	750,00/buah 
2) lebih besar dari 6 kg 

	
Rp.1.500,00/buah 

c) jenis halon/alternatif pengganti halon : 
1) s.d 14 lbs 	Rp. 750,00/buah 
2) lebih besar dari 14 lbs 	Rp.1.500,00/buah 

d) jenis CO2 (karbon dioxida): 
1) s.d 7 kg 
	

Rp. 	750,00/buah 
2) lebih besar dari 7 kg 

	
Rp.1.500,00/buah 

c. pengujian alat pemadam api ringan : 

1) jenis CO2, kimia kering (Dry Chemical) dan pengganti halon 
a) ukuran < 7 Kg 
	

Rp. 	225.000,00 
b) ukuran > 7 Kg 
	

Rp. 450.000,00 

2) jenis air bertekanan dan jenis foam/busa. 
a) ukuran < 9 liter 	Rp. 	125.000,00 
b) ukuran > 9 liter 	Rp. 	250.000,00 

d. pengujian peralatan pencegah dan pemadam kebakaran diluar APAR 

1. pompa kebakaran dengan penggerak 
motor diesel. 

2. pompa kebakaran dengan penggerak 
listrik. 

3. pintu tahan api berikut perleng-
kapannya. 

4. alat penahan api : 
a) sambunaan lebur 
b) motorized 

5. alat pengindera (detektor) : 
a) pengindera panas 
b) pengindera asap 
c) pengindera nyala 

6. kepala pemercik 

e. pengujian alat bantu evakuasi. 

Rp.50.000,00/tipe 

Rp.45.000,00/tipe 

Rp.30.500,00/tipe 

Rp. 5.000,nC;tipe 
Rp.25.000,00/tipe 

Rp.20.000,00/tipe 
Rp.25.000.00/tipe 
Rp.30.000,00/tipe 
Rp.20.000,00/tipe 

1. tali luncur 
	

Rp.1.250,00/tipe 
2. sliding roll 
	

Rp.5.000,00/tipe 

f. pemakaian mobil pompa dan mobil tangki: 

1. bantuan khusus penjagaan yang 
bersifat komersial oleh swasta 
selama 24 (dua puluh empat) jam 
atau kurang. 

bantuan khusus penjagaan untuk 
swasta non komersial dan atau 
yang diselenggarakan oleh ins-
tansi Pemerintah Daerah yang 
komersial selama 24 (dua puluh 
empat) jam atau kurang. 

Rp.150.000,00/unit 

Rp.75.000,00/unit 



3. bantuan memompa pada waktu ber- 
langsungnya bantuan 	penjazaan 
sebagaimana dimaksud pada angka 
1. dan 2. 

4. bantuan khusus memompa. 
(kurang 1 (satu) jam, dihitung 
1 (satu) jam). 

Rp.35.000 00/jam 

Rp.75.000,00/jam 

5. bantuan khusus memberikan air, 
dengan mobil tan2ki. 	Rp. 3.000,00/M3 

g. pemakaian mobil tangga dan motor pompa 

1. mobil tangga, resque, breaksquirt, 
snorkel : 

b. bersifat tidak komersial 
a. bersifat komersial 
	

Rp. 75.000,00/jam 
Rp. 15.000,00/jam 

2. motor pompa 	 Rp. 	25.000,00/jam 

3. biaya pemompaan seperti pada angka 1., 2. dan 3. kuran2 
dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam. 

h. pemakaian gedung dan peralatan pada pusat pelatihan ketrampil 
an tenaga kebakaran. 

1. untuk pendidikan ketrampilan tenaga kebakaran minimum 
orang : 
a) swasta 	 Rp.5.000,00/oran2/hari 
b) instansi Pemerintah 	Rp.2.500,00/oran2/hari 

2. pendidikan di luar ketrampilan tenaga kebakaran. 
a) ruang kelas 	Rp. 	25.000,00/ke1as/hari 
b) barak 	 Rp.100.000,00/barak/hari 
c) 2edun2 olahra2a 	Rp. 25.000,00/3 jam 
d) gedung pelatihan 	Rp. 	3.000,00/oran2/hari 

i. pemakaian korps musik. 

1. untuk keperluan swasta yan2 bersifat 
komersial. 
a) satu kali pemakaian s.d 2 (dua) 

jam. 

b) penambahan waktu tiap jam berikutnya 
untuk keperluan sebagaimana dimaksud 
pada angka 1 huruf a. 

Rp.100.000,00 

Rp. 30.000,00/jam 

2. untuk keperluan swasta non komersial 
atau instansi Pemerintah. 
a) satu kali penggunaan s.d 2 (dua) jam. Rp. 40.000,00 

b) penambahan waktu tiap jam berikutnya 
untuk keperluan sebagaimana dimaksud 
pada angka 2 huruf a. 	Rp. 1.000,00/ja 



BAB IV 

BIDANG EKONOMI 

Bagian Pertama 

Perindustrian 

Paragraf 1 

Jenis Pelayanan dan Kewajiban 

Pasal 33 

(1) Pelayanan perindustrian terdiri dari : 

a. pengujian tekstil dan produk tekstil; 
b. pengujian bahan bangunan; 

c. pengujian barang-barang kerajinan. 
d. pemakaian sarana praktek balai penelitian tekstil; 
e. pemakaian sarana praktek dan akomodasi balai bahan 

bangunan; 
f. pemakaian sarana praktek dan workshop balai kerajinan; 

g. pemakaian ruangan dan fasilitas perindustrian. 

Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan 
perindustrian harus memenuhi persyaratan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi ke-
wajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. 

(3) Untuk mendapatkan pelayanan perindustrian sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan 

harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur 

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 

Paragraf 2 

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek 

Pasal 34 

(1) Pelayanan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi. 

(2) Atas pelayanan pemakaian peralatan laboratorium sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, b dan c dipunzut 
Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah. 

(3) Atas pelayanan pemakaian ruangan dan fasilitas perindustrian 
sebagaimana,  dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d s.d. 
dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah. 

Pasal 35 

(1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang 
pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1). 
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(2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 
ini adalah Wajib Retribusi. 

Paragraf 3 

Cara Men2ukur Tingkat 
Penggunaan Jasa 

Pasal 36 

(1) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan 	Daerah sebagai- 
mana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diukur berdasarkan 
jenis bahan yang diuji, volume dan klasifikasi jenis 
pengujian. 

(2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diukur berdasarkan luas, 
fasilitas, waktu pemakaian. 

Paragraf 4 

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif 

Pasal 37 

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah dengan memper- 
hatikan biaya investasi, biaya 	perawatan/pemeliharaan, biaya 
penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkait-
an lan2sung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum 
yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk 
memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang 
pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperai 
secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. 

Pasal 38 

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) adalah seba2ai 
berikut : 

a. pengujian tekstil dan produk tekstil. 

No Jenis 	Pelayanan Tarif 

1 , 

1. benang. 
a) nomor SNI 	08-0268-1989 Rp 	18.000,00 

b) antihan/zitiran. 	SNI 	08-0270-1989 Rp 	13.000, 	7  

c) 2intiran & antihan 	SNI 	08-0270-1989 Rp 	17.000,00 

d) kekuatan per 	helai,SNI 	08-0269-1989: Rp 	27.500,00 
1) metode CRE 
2) metode CRT 	(kecepatan) 
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e) kekuatan per lea. SNI 08-0269-1989: 
1) metode CRE 

2) metode (2RT 

Rp 25.000,00 1 

f) ketidakrataan (uster). 
SNI 08-0460-89 	 Rp 31.000,00 

a) kenampakan benang (arade) 
SNI 08-0271-1989 	 Rp 12.000,00 

h) panjang benan,,.Y sampai 2.500 meter 
SNI 08-0318-1989 Rp 13.000,00 

keseimbanaan antihan 
SNI 08-0318-1989 

j) percobaan jahlt SNI 08-0318-198q 

Rp 10.000,00 

Rp 29.000,00 

Rp 1$.000,00 k) jumlah filamen 

1) kadar lembab (cara penaerinaan) 
SNI 08-0263-1989 

m) pence1upan benana (skala 1ab) 

n) kadar kanji SNI 08-0459-1989 

Rp 25.000,00 

Rp 45.000,00 

Rp 31.000,00 

o) identifikasi serat pada benanQ se-
cara kualitatif SNI-08-0264-1989 
penambahan bahan per jenis 

Rp 25.000,00 
Rp 16.500,00 

p) identifikasi serat pada benana se-
cara kuantitatif SNI-08-0265-199 : 

1) dua jenis : 
a. cara pelarutan 
b. cara mekanika 
c. microscopi 

2) penambahan per jeni s : 
a. cara pelarutan 
b. cara mekanika 
c. microscopis 

2. 

Rp 52.500,00 
Rp 40.000,0C 
Rp 75.000,00 

Rp 31.000,00 
Rp 25.000.00 
Rp 40.000:00 

Rp 	8.000,00 

Rp 13.000,00 

Rp 12.000,00 

Rp 13.000,00 

Rp 13.000,00 

Rp 13.000,00 

kain. 

a) lebar kain, SNI 08-0274-1989 

b) tebal kain, SNI 08-0274-1989 

c) berat kain per M' SNI 08-0275-1989 

d) berat kain per M 	SNI 0$-0275-1989 

e) tetal lusi & pakan SNI 08-0275-1989 

f) jumlah wale dan course 
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18.000,00 
32.500,00 

g) nomor benan2 dan kain (benan2 lusi 
dan benan2 pakan) SNI-08-0275-1989: 
1) tanpa penghilana resin/kanji 	Rp 
2) dengan penahilang resin/kanji 	Rp 

antihan benang lusi dan pakan 
SNI 08-0270-1989 Rp 13.000.00 

anyaman dasar : 

- dua jenis : 
1) polos 
2) keper 
3) satin/lainnya 

Rp 
Rp 
Rp 

gintiran dan antihan, lusi & pakan 
SNI 08-0270-1989 Rp 

10.000.00 
13.000,00. 
15.000,00i 

15.00fl 

kekuatan tarik arah lusi 	pakan 
SNI 08-0276-1989 nr) Rp 

tahan jebol, SNI 08-0617-1989 Rp 14.000, 

tahan kusut (crease recovery) 
SNI 08-0292-1989 : 
1) sebelum pencucian 
2) sesudah pencucian 

16.000.nn 
22.000.00 

Rp 
Rp 

n) kekuatan sobek kain : 
1) elemendorf SNI 08-0338-1989 
2) cara lidah SNI 08-0521-1989 
3) cara tranpesium SNI-08-1269-1989 

Rp 14.000,00 
Rp 21.000,00 

Rp 21.000,00 

kelangsingan (drape quality) 
SNI 08-1511-1989 Rp 32.00. 

mengkeret lusi dan pakan 
SNI 08-0274-1989 

cacat kain tenun. SNI-03-027-1939 

pillin2 ASTM 

tahan gelincir, SNI-OS-1271-1939 

Rp 19.000,00 

Rp 25,000.09. 

zs- n 

Rp 2.1000. 

perubahan dimensi dalam pencucian 
SNI 08-0293-1989 : 
1)  suhu 40-50 d. celcius : 1 kali 
2)  suhu 40-50 d. celcius : 3 kali 
3)  suhu 60-70 d. celcius : 1 kali 

Rp 26.000,00 
Rp 58.000,00 
Rp 30.000,00 

u) daya serap terhadap air : 
1) metode tetes, SNI-08-0278-1989 
2) cara keranjanQ SNI-08-0404-1989: 

a. tanpa pencucian awal 
b. denaan pencucian awal 

Rp 14.000,00 

Rp 19.000,00 
Rp 32.500.00 
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v) daya tolak air (bendesmen) 
SNI 08-0278-1989 : 

w) tahan air : 
1) uji siram, SNI-08-0294-1989 
2) uji tekan hidrostatik 

SNI 08-0205-1989 

x) merserisasi, SNI-08-0300-1989 : 
1) kualitatif (microscopis) 
2) kualitatif (ban) 

y) kadar lembab (cara pen.geringan) 

z) indentifikasi serat pada benang : 

1)secarakualitatif SNI-08-0264-19S9 
2)penambahan bahan per jenis 

3)kuantitatif (%) SNI-08-0264-199: 
a. dua.jenic 

1. cara pelarutan 
2. cara mekanika 

4) gosokan kerinz dan basah 
SNI 08-0288-1989 

5) sinar matahari SN1-08-0286-1989 
6) sinar lampu xenon 08-0403-199 
7) pencucian kerinz (dry cleaning) 

SNI 08-0297-1989 
8) panas penyetrikaan : 

a. kering 
b. basah/lembab 

9) air laut 
10) air 

Rp 2.000, 

Rp 17.000,00 

Rp 19.000,00 

Rp 16.000,00 
Rp 62.000,00 

Rp 22.000,00 

Rp 25.000,00 
Rp 16.000,00 

im 50.00mo 
Pp 40.non,0o 

Rp 32.000,00 

Rp 13.000,00 
Rp 13.000,00 
Rp 21.000,00 
Rp 15.000,00 

Rp 16.000,00 , 
Rp 30.000.00 
les'p 

Rp 30.000,00 
Rp 35.000,00 
Rp 22.000.00 
Rp 22.000,00 
Rp 44.000,00 

aj) analisa obat pembantu : 
1) daya basah 
2) tahan alkali 
3) tahan asam 

ak) ukuran pakain jad.i : 
1) .dewasa (S, M, L, XL) 
2) anak-anak 

al) mutu jahitan : 
- kekuatan jahitan 

Rp 3o.nno, 
Rp ?o.noo,m-; 

Rp 22.000,00 i 

Rp 24.000,00 
Rp 19.000,30 
Rp 19.000,00 

ai) identifikasi 
1) selulosa 
2) protein 
3) polamida 
4) poliester 
5) campuran 

zat warna pada bahan. 
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am) uji kenampakan jahitan 08-1270-89 Rp 20.000,00 
1) pencucian 1 	kali Rp 26.000,00 
2) pencucian 3 	kali Rp 58.000,00 
3) pencucian 5 	kali Rp 90.000,00 

an) cacat 	jahit Rp 15.000,00 
ao) setik 	per 	inci Rp 12.500,00 

b. pen2ujian bahan ban2unan 

No. Jenis Pelayanan Juffilah 
1 

, 

1 2 ' J 4 

1. .on 	Logal 
a) 	batu 	alam 50 	K,2. Rp 	265.0t- C,G0 

b) batu kapur dan marmer 

c) batu 	merah pejal,berlubang 
pelapis dan karawang. 

50 K2 

50 bh 

Rp 	265.000.00 

Rp 	120.000,00 
d) genteng keramik 50 bh Rp 	34,000,00 

e) genteng keramik berglasir 50 bh Rp 	34.000,00 

f) ubin dinding keramik 60 bh Rp 	92.000,00 

2) 	ubin 	lantai 	keramik 60 bh Rp 	02.000,00 

h) 	ubin 	semen 	/ 	ubin 	teraso 

i) 	kuat 	tekan 	beton 	: 

20 bh Rp 	r.onc, 

1) kubus 	beton 1 	bh Rp 	.000,0e 
2) silinder 

j) 	bata beton untuk pasan2an 
dinding 

	

1 	bh 

	

10 	bh 

Rp 	7.500,0fl 

Rp 	60.000,00 
k) 	agregat 	Halus 20 Kg Rp 	144.000,0( 

1) 	agregat Kasar 50 Kg Rp 	153.000,00 

m) 	bata 	tras kapur 10 bh Rp 	70.000,00 

n) 	asbes semen gelombang 3 	lbr Rp 	60.500,00 

o) 	asbes 	semen datar 4 	lbr Rp 	60.500,00 

p) 	serat 	semen 3 	lbr Rp 	75.000,00 

q) 	genteng beton 15 	bh Rp 	54.000.,00 

r) genteng baja berlapis 	bu- 
tiran 	batu. 

s) bata 	beton 	untuk 	lantai 

5 	lbr 

20 bh 

Rp 	-5.000.On 

Rp  
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t) 	pipa 	beton 4 bh Rp 65.000,00 

u) 	kanstein 5 bh Rp 65.000,00 

2. lab.logam 	(pen2ujian 	mekanis) 
a) 	baja 	lembaran 	lapis 	seng 1 	lbr Rp 144.000,00 
b) 	kawat 	baja 	lapis 	seng 2 X 3 m Rp 178.000,00 
c) 	kawat 	baja biasa, 	kawat 

baja paku, 	kawat 	baja 
lunak. 

2 X 3 m Rp 50.000,00 

d) 	baja 	tulan2an beton 2 	X 	1,5 	m Rp 68.000,00 

e) 	parang, 	kampak, 	pacul, 
arit, 	ling2is, 	2er2aji, 
pahat 	kayu, 	paku. 

2 bh Rp 75.500,00 

f) 	jaringan kawat 	baja Las 4 X 	1 	m Rp 10(i.500,00 

g) 	kawat 	bronjon2 2x1x1 	m Rp 355.000,00 

h) 	pipa PVC untuk 	saluran 
air minum. 

2 X 4 m Rp 392.500,00 

i) 	pipa PVC 	untuk saluran 
air buangan didalam dan 
diluar 	ban2unan. 

2 X 4 m Rp 360.000,00  

j) 	baja 	lembaran 	lapis 	seng 
yang diberi 	cat 	bewarna. 

1 	lbr Rp 500.000,00 

k) 	garpu tanah 2 bh Rp 45.500,00 

3. lab.kimia 	: 
- 	cat 	tembok emulsi 3 	kl2 Rp 143.000,00 

c. pengujian barang-barang kerajinan. 

No Jenis Pelayanan Tarif 

1 n _ 3. 

1.  kayu untuk mebel; 
syarat 	sifat 	fisik mekanik 

Rp 20.000,00 

SII 	0702 	- 	82 

2.  kursi belajar dari 	kayu untuk 
ukuran, 	SII 	2069 	- 	87 

SLTA Rp 20.000,00 

3.  kursi 	belajar dari 	kayu untuk 
ukuran, 	SII 	2068 	- 	87 

SLTP Rp 20.000,00 
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5. 

S. 

9.  

10.  

11.  

1.2. 

kursi belajar dari kayu untuk Si) 
ukuran, SII 1268 - S5 

meja belajar dari kayu untuk SLTA 
ukuran, STI 2071 - 87 

meja belajar dari 	SLUP 
ukuran, SIT 2070 - S7 

meja belajar dari kayu untuk 
ukuran, SII 

tempat tidur dari kayu 
ukuran, SII 1632 - 35 

barang perhiasan dari emas; kadar, 

bola basket 

ukuran. SII 2330 - SS 

bola bulu tan2.kis mutu 

bola sepak 

ukuran, SII 2330 - SS 

bola tenis meja 
ukuran. SII 1036 - 85 

sepatu wanita dari kulit model pantopl 
sistem lem, SII 1867-86 

Rp 	,fl.0n0, 

Rp 20 

Rp  

Rp 10.000,00 

Rp 

sepatu harian umum pria dari kulit 

model pantopel sistem lem, STI 0311-80 

sepatu harian UMUM pria dari 
model derhi sistem jahit, RT 	3I2-S2 	Rp 40.000, 

sepatu pria dar1 kulit model mokasin 
SII 2077-87 

18.  

19.  

20.  

sepatu dinas lapan£,,an sol dan hak karet 
cetak sistem sekrup. SII 0142-76 

sepatu dinas harian ABRI sol kulit dan 
hak karet sistem jahit, SII 0143-83 

sepatu dinas lapan2an ABRI sol dnn hn„ 
karet sistem vulkanisir, SIT 0144-~6 

Rp 40.000, 

Rp 66.000.00 

Rp 	6fi.00r`, 

11. kulit hox 	SII 0012-'79 

iD 	
kulit sol sapi. STI 0019-- c' 

23. kulit 1apis domba/k,imbinw, STI 

24 	kulit beludru/vIvet, SII 0062-74 	,,•, 	
.00fl 



No. Tarif Peralatan Untuk 
Jenis Uji 

3 1 

1. identifikasi serat 

2. perubahan ukuran 

3. ketahanan kusut (DP) 

mutu jahitan 

ketahanan luntur warna 
terhadap gosokan 

Rp 5.000,00/contoh 

Rp 10.000,00/contoh 

Rp 10.000,00/contoh 

Rp 10.000,00/contoh 

Rp 5.000,00/contoh 

4.  

5.  

I i - 3 

25.  kulit 	clese 	kambing 	, 	SII 	0065-74 Rp 	67.000,00 

26.  karton 	kulit 	(leather 	board), 	SII 	0474 
- 	81 Rp 	67.000,00 

27.  kulit 	sol 	kerbau, 	SII 	0766-83 Rp 	67.000,00 

28.  kulit 	sol 	imitasi. 	SII 	0947-84 Rp 	67.000,00 

29.  kulit 	lapis domba/kambing samak kombi- 
nasi 	(Krom) 	SII 	0474-81 Rp 	67.000,00 

d. pemakaian sarana praktek dan Balai Penclitinn Teks 

1. pemakaian sarana praktek : 

a) Mahasiswa/usaha skala industri kecil 

30. ketahanan luntur warna 
terhadap pencucian 	Rp S.500,00/contoh 

31. ketahanan luntur warna 
terhadap kerin.q.at 	Rp 5.000,00/contoh 

S. ketahanan luntur warna 
terhadap sinar 	Rp 5.000,00/contoh 

9. ketahanan luntur warna 
terhadap chlor 	Rp 3.000,00/contoh 

10. ketahanan luntur warna 
terhadap air 	Rp 3.000,00/contoh 

11. daya serap air 	Rp 5.000,00/contoh 

12. daya tolak air 	Rp 5.000,00/c3ntoh 



I -) _ , 
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13.  konstruksi 	kain Rp 	3.000,00/contoh 
14.  dimensi 	kain Rp 	3.000,00/contoh 
15.  kekuatan 	tarik 	kain Rp 	10.000,00/contoh 
16.  kekuatan pecah kain Rp 	5.000,00/contoh 
17.  kekuatan 	sobek kain Rp 	5.000,00/contoh 
18.  kemampuan kembali dari 

kekusutan Rp 	4.000,00/contoh 
19.  kekuatan 	jahitan 	kain Rp 	10.000,00/contoh 
20.  tahan selip benang pada 

jahitan Rp 	10.000,00/contoh 
21.  ketidak rataan benang Rp 	7.500,00/contoh 
22.  gintiran benang Rp 	5.000,00/contoh 
23.  kekuatan 	tarik benang Rp 	7.500,00/contoh 
24.  cacat 	kain Rp 	4.000,00/contoh 
25.  kekuatan kain Rp 	4.000,00/contoh 
26.  derajat 	putih kain Rp 	7.500,00/contoh 
27.  pilling 	test Rp 	10.000,00/contoh 
28.  identifikasi 	zat 	warna Rp 	5.000,00/contoh 
29.  panjang 	serat Rp 	4.000,00/conto1-i 
30.  kehalusan 	serat Rp 	7.500,00/contoh 
31.  kekuatan serat Rp 	4.000,00/contoh 
32.  pencelupan Rp 	10.000,00/contoh 
33.  pencapan Rp 	5.000,00/contoh 
34.  pertenunan 	• Rp 	10.000,00/contoh 
36. konveksi Rp 	5.000,00/contoh 

b) khusus STM tekstil Rp. 5. 000,00/orang/tahun. 

c) industri skala besar dan instansi 	lain dikenakan 150 
dari tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a. 

2. pemakaian sarana balai penelitian tekstil. 
a) peserta pelatihan/usaha industri 

skala kecil 	 Rp. 75.000,00/hari/S jam 

b) pengusaha skala industri besar Rp. 150.000,00/harin jam 

e. pemakaian sarana praktek dan akomodasi balai bahan bangunan. 

I. sarana praktek : 
a) mahasiswa/usaha industri 

kecil 
b) swasta dan konsultan 

2. akomodasi : 
a) ruan2 penginapan : 

a) peserta pelatihan/seminar Rp. 	5.000,00/orang/hari 
b) industri skala besar 	Rp. 	15.000,00/oran2/hari 

b) ruang seminar : 
a) peserta pelatihan/seminar Rp. 100.000,00/hari/S jam 
b) industri skala besar 	Rp. 200.000,00/hari/S jam 

Rp. 5.000,00/orang/pak2t 
Rp.200.000,00/oran2/paket 
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f. pemakaian sarana praktek dan workshop Balai Kerajinnn. 

1. RombonRan 

T a r 
No. Jenis Pelayanan 

pemakaian gedung dan 
ruangan : 
a. rumah adat bali 
b. rumah adat jepara 
c. ruangan studio 

d. ruang workshop teks 
til. 

e ruang workshop 
mik 

pemakaian mesin dan 
ralatan logam : 
a. mesin bubut 

b. mein skrap 
e. mesin pond 
d. mesin bor 
e: mesin bubmt vakum 
f. mesin gurnda 
c›. mesin poles 
h. penReeoran timah/ 

pewter. 	. 
i. pengecoran kuni-

ngan tembaRa 

J. eetrifugal castinR 
timah/pewter Pe-
ngecoran berputar. 

k. mesin Rergaji besi 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

Rp 
Rp 

Rp 

Rp 

500.000,00/bulan 
500.000,00/bulan 
100.000,00/hari 

1.000.000,00/bulan 

2.50.000,00/bulan 
2.000.000,00/tahun 

-70.000 
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pemakaian mesin dan 
raatnn bambm : 
a. mesin potong bambu 

	
Pn 

h. mesin pembelah bam 	Rp 

bu. 

1 0,000 1 00/hr/ 
	 " 

20.000,00/hr/ 
	,n  n,, 



1 

c. mesin pembuat lidi 
d. mesin penyayat 
e. mesin penghilang 

bulu. 

pemakaian mesin dan pe-
ralatan kayu. 

a. mesin pengering 

kayu. 
b. mesin serut 
c. mesin gergaji 
d. mesin bubut 
e. mesin profil 
f. mesin jig saw 
g. mesin pengasah pisau 
h. kompresor 
1. mesin potong/skoneng 
j• mesin gergaji belah 

batu. 
k. mesin bor batu 
1. mesin poles batu 
m. mesin potong batu 
n. bak beton perendam 

Rp 30.000,00/hr/S jam 
Rp 30.000,00/hr/S jam 
Rp 20.000,00/hr/8 jam 

50 000,00/ 24 jam 

.000,00/hr/S jam 

.000,00/hr/S jam 

.000,00/hr/8 jam 

.000,00/hr/S jam 

.000,00/hr/S jam 

.000,00/hr/S jam 

.000,00/hr/S jam 

.000,00/hr/S jam 

.000,00/hr/S jam 

.000 ,00/hr/S jam 

.000 ,00/hr/S jam 

.000 ,00/hr/S jam 

.000 ,00/ 24 jam 

Rp 
Rp 
Rp 

15.000,00/hr/S jamf 
15.000,00/hr/8 jaill 
10.000,00/hr/8 jam' 

RP 30.000,00/ 24 jam 

Rp 10.000,00/hr/ 
Rp 10.000,00/hr/ 
Rp 10.000,00/hr/S • , 

Rp 10.000,00/hr/S 
Rp 6.000,00/hr 
Rp 15.000,00/h 
Rp 	2.000,00/h, 
Rp 10.000,00/hr/ 
Rp 30.000,00/hr/2 

Rp 10.000,00/hr/S jam 
Rp 6.000,00/hr/S jam 
Rp 20.000,00/hr/S jam 
Rp 5.000,00/ 24 jam 

Rp 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

20 

20 
20 
20 
10 
30 

20 
60 

20 
10 
40 
10 

pemakaian mesin dan pe-

ralatan rotan. 
a. mesin amplas 
b. alat pembengkok 

c. mesin serut 
d. mesin tri rol 
e. mesin pelurus rotan 
f. mesin alur rotan 

g. stem rotan 
h. kompox tekan 

mesin gergaji potong 

Rp 20.000,00/hr/8 jam 	Rp 10.000,0C/hr/S jad, 
Rp 20.000,00/hr/8 jam 	Rp 10.000,00/hr/S jam 
Rp 30.000,00/hr/S jam 	Rp 15.000.00/hr/8 jam 
Rp 20.000,00/hr/8 jam 	Rp 10.000.00/hr/S jam 
Rp 20.000,00/hr/8 jam 	Rp 10.000,00/hr/S jdm 
Rp 30.000,00/hr/S jam 	Rp 15.000,00/hr/S jra 

Rp 40.000,00/hr/8 jam 	Rp 20.000.00/hr/S jam 
Rp 2.000,00/hr/S jam 	Rp 1.000.00/hr/s j,m 
Rp 20.000,00/hr/S jam 	Rp lo.nno.nr:LI/c  

2. perorangan : 
a) mahasiswa 
	

Rp 	5.000,00/orana/paket 

b) industri skala kecil 
	

Rp 	5.000,00/orang/paket 

c) industri skala besar 
	Rp 10.000,00/oranz/paket 

g• pemakaian ruangan fasilitas perindustrian 

1. balai tekstil (ruang rapat/kelas) 

2. balai bangunan : 
a) ruang penginapan 
b) ruang seminar 

J• . balai kerajinan 
a) rumah adat Bali 

b) rumah adat Jepara  

Rp 200.000,00/8 jam 

Rp 20.000,00/orang/tempat tidur/hai. 1 

Rp 250.000,00/8 jam 

Rp 600.000,00/bulan 

Rp 600.000,00/bulan 



Ba.gian Kedua 

Peternakan 

Paragraf 1 

Jenis•Pelayanan dan Kewajiban 

Pasal 39 

(1) Pelayanan peternakan terdiri dari 

a. pemeriksaan kesehatan ternak potong 	di Rumah Potonq 
Hewan; 

b. pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan; 

c. pemeriksaan laboratorium kesmavet; 

d. pemakaian fasilitas/peralatan peternakan; 

e. pemeriksaan pos kesehatan hewan. 

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan 
peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 
harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundan 
undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Daerah ini. 

(3) Untuk mendapatkan pelayanan peternakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan harus 
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala 
Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 

Para2-raf 2 

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek 

Pasal 40 

(1) Pelayanan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 
ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi. 

(2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam 	Pasal 39 ayat 
(1) huruf a dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama 
Retribusi Rumah Potong Hewan. 

(3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasnl 39 ayat (I) 
huruf b, c, d, 	dan 	e 	dipungut Retribusi Jasa• Usaha 
dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

Pasal 41 

(1) Subyek Retribusi Rumah PotonQ Hewan adalah orang pribadi 
atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagai 
mana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a. 



( ) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah oran2 
pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, c, d, 
dan e. 

(3) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
pasal ini adalah Wajib Retribusi. 

Paragraf 3 

Cara Men2ukur Tin2kat 
Peng2unaan Jasa 

Pasal 42 

(1) Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) diukur berdasarkan jenis 
pemeriksaan, volume/sample dan unsur bahan pemeriksaan. 

(2) Tin2kat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah fasilitas 

peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) 
diukur berdasarkan volume, k1asifikasi fasilitas/peralatan 
dan waktu pemakaian. 

Paragraf 4 

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya 

Pasal 43 

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi ruman poton2 hewa 

dan pemakaian kekayaan Daerah fasilitas/peralatan peternakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 	(2) dan (3) adalah 
dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemelihara 
an, biaya penyusutan, biaya asuransi, an2suran bunga pinjaman, 
biaya rutin/periodik yang berkaitan lan2sung den2an penyediaan 
jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa 
untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntunzan 
yang 	pantas diterima oleh pen2usaha swasta sejenis, serta 
beroperasi secara efisien den2an orientasi pada harga pasar. 

Pasal 44 

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) adalah.sebagai berikut 

a 	pemeriksaan 	kesehatan 	ternak potong di Rumah Poton2 Hewan 

1. sapi, 	kerbau dan kuda 

babi 

Rp. 

Rp. 

4.00(),00/ 

3.  babi 	adat Rp. 2.500,00/ekor 

4.  kambing domba dan hewan kecil 	lainnya Rp. 1.000,00/ekor 



b. pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan 

1. unggas 

a) pemeriksaan patologi anatomi 	Rp. 3.000,00/sample 

b) pemeriksaan parasitologi 	Rp. 3.000,00/sample 

c) pemeriksaan mikologi/bakterologi Rp. 5.000,00/sample 

d) pemeriksaan serologi 	Rp. 3.000,00/sample 

e) pemeriksaan histopatologi 	Rp.10.000,00/sample 

2. hewan kecil/besar 

a) pemeriksaan serologi 	Rp. 10.000,00/unsur 

b) pemeriksaan darah/hematologi 	Rp. 10.000,00/unsur 

c) pemeriksaan kimia darah 	Rp. 15.000,00/unsur 

d) pemeriksaan parasitologi 	Rp. 	5.000,00/unsur 

e) pemeriksaan virologi/bakterologi/ 
mikrologi 
	

Rp. 15.000,00/unsur 

f) pemeriksaan bangkai 
	

Rp. 10.000,00/sample 

g) pemeriksaan histopatologi 
	

Rp. 15.000,00/specmen 

c. pemeriksaan laboratorimm kesmavet . 

1. phisischemis 	 Rp. 15.000,00/sample 

2. mikrobiologis 	 Rp. 20.000,00/sample 

3. residu 	 Rp.100.000,00/sample 

d. pemakaian fasilitas/peralatan peternakan : 

1. pemakaian aula taman ternak 	Rp.100.000,00/hari 

2. pemakaian asrama taman ternak : 
a) non AC 	 Rp.10.000,00/tem.tidur/hari 
b) AC 	 Rp.20.000,00/tem.tidur/hari 

3. pemakaian kandang/lahan Dinas Peternakan: 

a) pemakaian kandang sapi 	Rp. 	200,00/ekor/hari 

b) pemakaian kandang ayam 	Rp. 	250,00/m2/bulan 

c) pemakaian kandang burung 	Rp.10.000,00/kandang/bulan 

d) pemakaian lahan Dinas 
Peternakan. 	Rp. 1.000,00/m2/tahun 



4. pemakaian rumah observasi rabies 

a) observasi hewan rentan rabies 
b) pemeliharaan hewan retan 

rabies selama dalam penahanan 
c) biaya eleminasi dan penguburan 

d) pemeliharaan 	hewan setelah 
observasi 

e. pemeriksaan pos kesehatan hewan 

1. pemeriksaan kesehatan 

2. pemeriksaan dan pengobatan 
J. operasi kecil 
4. operasi besar 

Rp. 3.000,00/e1or/hari 

Rp. 5.000,00/ekor/hari 
Rp.20.00.0,00/ekor 

Rp. 3.000,00/ekor/hari 

Rp. 5.000,00/ekor 

Rp. 15.000,00/ekor 
Rp. 20.000,00/ekor 
Rp. 40.000,00/ekor 

Bagian Keti2a 

kehutanan 

Paragraf 1 

Jenis Pelayanan dan kew. ljiban 

Pasal 45 

(1) Pelayanan kehutanan terdiri dari : 

a. pemakaian 
b. pemakaian 
c. pemakaian 

an kayu; 
d. pemakaian 

ngeringan 

e. pemakaian 

tempat penimbunan hasil hutan; 
sarana/fasilitas kehutanan; 
peralatan pengeringan, pengawetan dan pengolah- 

peralatan untuk pengujian pengawetan dan pe-

kayu; 
fasilLtas kehutanan di hutan kota/hutan wisata. 

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayana 
kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal in4 har.;J-. 

memenuhi persyaratan sesual den2an peraturan perundan2 
undangan yang berlaku dan memenubi kewajban 
diatur dalam Peraturan Daerah ini. 

(3) Untuk mendapatkan pelayanau sebagaimana dimaud pada ay 
(2) pasal ini, oran2 pribadi atau badan baru 	men2a. 
permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kpala Dar 
atau pejabat yang ditunjuk. 

Paragraf 2 

Obyek, Oolongan, Nama dan Subyek 

Pasal 46 

(1) Pelayanan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi, 



(2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pa -sal 
dipungut Retribusi Jasa Usaha den2an nama Patribual Pamka 
an Kekayaan Daerah. 

(1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan ll'aaarah 	aa 
pribadi atau badan yang men2gunakan atau menikLati 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (I). 

(2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paa] 
ini adalah Wajib Retribusi. 

Paragraf 3 

Cara Men2ukur Tingkat 

Pen2gunaan Jasa 

Pasal 4S 

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah fasilitas/per-
alatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pnsal 46 diukaa 
berdasarkan penggunaan, volume, jenis dan waktu pemakaian. 

Paragraf 

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tari 

Pasal 4c) 

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaa 
Daerah fasilitas/peralatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 46 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, 
biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, 

biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan 
jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan 

bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai-
mana keuntungan yang pantas diterima oleh pen2usaha swasta 
sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada 

harga pasar. 

Pasal 50 

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. pemakaian tempat penimbunan hasil hutan 

I. kayu gelondon2an/dolken 
	

Rp. 	150,00/M3/hari 

2. kayu ger2ajian 
	

Rp. 	100,00/M3/haui 

3.• rotan 
	

Rp. 	200,00/ton/hari 

b. pen22unaan sarana/fasilitas kehutanan berupa 

1. bangunan 
	

Rp. 	500.00/M2/hari 

9. gedung pertemuan 
	

Rp. 	150.00,00/hari 

3. forklift 
	

Rp. 	150.000,00/hari 

4. tempat ruang terbuka 
	

Rp. 	250,00/M2/hari 



c. pemakaian peralatan untuk peneringan, 

pengawetan dan pengolahan kayu : 

1. pengeringan kayu 

2. pengawetan kayu : 
a) sistem vacum pressure 

b) sistem injeksi 

3. pengolahan kayu : 

a) penyerutan 

b) pembuatan palet 

c) pembuatan kusen 

d. pemakaian peralatan untuk pen£!ujian 
1. pengawetan 
2. pengerin2an 
3. jenis/kualitas kayu  

Rp. 65.000,00/M3 

Rp. 100.000,00/M3 
Rp. 175.000,00/M3 

Rp. 50.000,00/M3 

Rp, 30.000,00/M3 
Rp.110.000,00/M3 

Rp. 	3.000,00/M3 
Rp. 	2.000,00/M3 
Rp. 	3.000,00/M3 

e. pemakaian fasilitas kehutanan di hutan kota / hutan wisata 

1. masuk hutan kota/hutan wisata : 

a) mobil 
	

Rp. 2.500,00/mobil/sekali masuk 

b) motor 
	

Rp. 1.000,00/motor/sekali masuk 

c) orang 
	

Rp. 	500,00/oran2/sekali masuk 

9. memancing di hutan kota/ 
hutan wisata : 	Rp. 	5.000,00/orang/sekal1 masuk 

Bagian Keempat 

Perikanan 

Paraqraf 1 

Jenis Pelayanan dan Kewajiban 

Pasal 51 

(1) Pelayanan perikanan terdiri dari : 

a. pengujian 
b. pemakaian 
c. pemakaian 
d. pemakaian 

e. penjualan 
f. pemakaian 

g. pemakaian  

kapal perikanan; 
pasilitas/sarana dan prasarana perikanan; 
fasilitas pengujian mutu hasil perikanan; 

tempat pelelangan ikan; 

benih ikan; 
tempat pen.qinapan nelayan; 
tempat pendaratan kapal. 

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan 
perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus 

memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundan-
undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Daerah ini. 

(3) Untuk mendapatkan pelayanan perikanan sebagaimana dimaksue 
pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi 	atau 	badan hnru 
mengajukan permohonan secara tertulis kcpada Gubernur IsZepal 
Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 



Paragraf 2 

Obyek, Golongan, Nafia dan Subyek 

Pasal 52 

(1) Pelayanan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 
(1) adalah obyek yang dil5enakan Retribusi. 

(2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) 
huruf a dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi 
Pengujian Kapal Perikanan. 

(3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 
(1) huruf b dan c dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

(4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) 
huruf d, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribus 
Pasar Grosir dan atau Pertokoan. 

(5) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) 
huruf e dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi 
Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

(6) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) 
huruf f, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi 
Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa. 

(7) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) 
huruf g, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi 
Tempat Pendaratan Kapal. 

Pasal 53 

(1) Subyek Retribusi Pengujian Kapal Perikanan adalah orang 
pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (I) huruf a. 

(2) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang 
pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b dan c. 

(3) Subyek Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah 
orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayan-
an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d. 

(4) Subyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah 
orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayan-
an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e. 

(5) Subyek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah 
orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayan-
an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f. 

(6) Subyek 	Retribusi Tempat Pendaratan Kapal adalah orang 
pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g. 



(7) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 	(2), 
(3), (4), (5) dan (6) pasal ini adalah Wajib Retribusi. 

Paragraf 3 

Cara Mengukur Tingkat 
Penggunaan Jasa 

'Pasal 54 

(1) Tingkat penggunaan jasa pengujian kapal perikanan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) diukur berdasarkan 
berat kapal (GT), jumlah 	kapal yang diuji dan waktu. 

(2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaima- 

na dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) diukur berdasarkan 
volume dan waktu pemakaian. 

(3) Tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan atau pertokoan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) diukur berdasar 
kan persentase, volume dan harga transaksi. 

(4) Tingkat penggunaan jasa produksi usaha Daerah penjualan be- 
nih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) diukur 
berdasarkan jenis, volume dan harga pedoman. 

(5) Tingkat penggunaan jasa tempat penginapan/pesanggrahan/villa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) diukur ber-
dasarkan jumlah orang dan waktu pemakaian. 

(6) Tingkat penggunaan jasa tempat pendaratan kapal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) diukur berdasarkan 
tonase dan waktu pemakaian. 

Paragraf 4 

Prinsip penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 

Pasal 55 

(1) 
Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pen2ujian 
kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) 
adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeriksa 
an kelaikan layar, biaya pemeriksaan lampu-lampu, perlengkap 
an dan peralatan lainnya, 	biaya tanda uji dan segel, 	biaya 
operasional dan pemeliharaan dan kemampuan masyarakat serta 
aspek keadilan. 

(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif. retribusi pemakaian 
kekayaan Daerah fasilitas/sarana dan prasarana perikanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) adalah dengan 
memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, 
biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang 
berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administra-
si umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman 
untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntung-
an yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, 
serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga 
pasar. 



(3) Prinsip dan sasaran penetapan 
dan atau pertokoan sebagaimana 
(4) adalah dengan memperhat 

perawatan/pemeliharaan, biaya 
angsuran bunga pinjaman, biaya 

langsung dengan penyediaan ja 
yang mendukung penyediaan jasa 
yang layak sebagaimana keuntun 

pengusaha swasta sejenis, 	ser 

dengan orientasi pada harga pa 

tarif retribusi pa,  

dimaksad dalam Pa,,a1 52 ayat 
ikan biaya itasi,. biay, 
penyuautan, biaya asaraaa, : 

n 	p c i 1od 
sa, binya adminiatraai amam 
untuk memperolah keuntungaa 

gan yang pantas dita:ima 

ta beroperasi aaeat- a, a 

sar. 

(4) Prinsip dan sasaran penetapan tar 
duksi usaha Daerah sebagaimana di 
(5) adalah dengan memperhatikan 
rawatan/pemeliharaan, biaya ruti 
langsung dengan penyediaan jasa, 

yang mendukung penyediaan jasa un 
yang layak sebagaimana keuntunga 

en usaha swasta sejenis, serta P g 
dengan orientasi pada harga pasar. 

(5) Prinsip 	dan sasaran penetapan tarif retribusi 	nm12, a 

penginapan/Pesanggrahan/villa sebagaimana 	dimaLsud 	d a I a 

Pasal 52 ayat (6) adalah dengan memperbatikan bi 
investasi, biaya perawatan pemeliharaan, biaya penyusu 

biaya asuransi, angsuran bunga pinjaan, binya 1 	 a/p, 
 ' yang berkaitan langsung dengan penyediann jrn. 

administras1 umum yang mendukung 	penye 

memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana 

pantas diterima oleh pengusaha swasta 
operasi secara efisien dengan orientasi pr1fi 

(6) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi t..rpnt 

ratan kapal sehagairnafln dimaksud dalam Pnsn 	52 aya 	(-' 

adalah dengan memperhatikan biaya penyediaan failita 	enn ,  

ratan dan transit, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya pn- 

binaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan 1an2sune dengan 
penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukun2 pe-
nyediaan jasa untUk memperoleh keuntungan yang layak seba2.ai 
mana keuntun2an yang pantas diterima oleh pen!ttaha awasta 

sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientas 

pada harga pasar. 

Pasal 56 

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayannn riebaya. 

dimaksud dalam Pasal 51 adalah sebag.ai  beriut 

a. pengujian kapal perikanan : 

1, sampai dengan 

2. lebih dari 	5 

3: lebih dari 10 
4. lebih dari 30 

5 GT 
GT s.d. in GT 
GT s.d. 30 GT 

GT 

Rp. 
Rp.1C.Dfl(T'—On/ 

P.p.30.000,00/L? 

if retribusi penjualan prc-

rnak.sucl dalam Pasal 52 aya 
biaya investasi, biaya pe-
n/periodik yang berkallan 
biaya administrasi umum 

tuk memperoleh keuntungan 

n yang pantas diterima oleh 
beroperasi secara efisien 

b. pemakaian fasilitas/sarana dan prasarana Perikanan 

1. pemakaian kios pen2ecer di kawasan 
Pan2kalan Pendaratan Tkan 

(PPI). 
Rp. 5.000,00/12/bulan 



15. pemakaian alur docking untuk 
kapal perikanan di kawasan 

Pan2kalan Pendaratan Ikan 
(PPI) Muara Angke : 

a) sampai dengan 10 GT 	Rp. 15.000,00/kapal/satu 

kali dockin2 b) lebih dari 10 GT s.d. 20 GT Rp. 20.000,00/kapa1/satu 

kali dockin c) lebih dari 20 GT s.d. 30 GT Rp. 25.000,00/kapal/satU 

kali dockin2 d) lebih dari 30 GT 	Rp 	0.000,00/kapal/satu 

kall docki 

16. pemakaian alur dockin2 untuk 

kapal bukan perikanan di ka-

wasan Pan2kalan Pendaratan 

Ikan (PPI) Muara Angke : 

a) sampai dengan 10 GT 	Rp. 30.000,00/kapal/sat 

kali dockim:: b) lebih dari 10 GT s.d. 20 GT Rp. 40.000,00/kapa1/satu 

kali doc1.:in2. c) lebih dari 20 GT s.d. 30 GT Rp. 50.000,00/kapal/satu 

kali dockin2 d) lebih dari 30 GT 	Rp. 30.000,00/kapal/satu 

kali docking 

17. pemakaian fasilitas dockinz kapal 

untuk kapal perikanan di kawasan 

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 

Muara Angke dan Pulau Seribu 
berukuran : 

a) sampai dengan 10 GT 	Rp. 20.000,00/kapal/satu 

kali dockin2 b) lebih dari 10 GT s.d. 30 GT Rp. '5.000,0Ykapal[sat 

kali cloJin c) lebih dari 20 GT 	30 GT Rp. 35.000, C/1:apal/4 

kali locki; d) lebih dari 30 GT 	Rp. 55.000,00/kapal/satu 

kali 

18, pemakaian fasilitas dockin2 kapal 
untuk kapal bukan perikanan di - 
kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan 
(PPI) Muara Angke berukuran : 
a) sampai dengan 20 GT 	Rp. 50.000,00/kapal/satu 

kali docking 

b) lebih dari 20 GT s.d. 30 GT Rp. -5.000,00/kapal/satu 

kali dockin 

c) lebih dari 30 GT 	Rp.100.000,00/kapal/stu 

kali dockin 
19. pemakaian kios pen2ecer ikan di- 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 
Pasar Ikan dan Kamal Muara. 	Rp. 1.500,00/M2/bu1an 



1 

3 

4 
; 

10 

Jenis Produ Yilai Tkcnc1ni 	t 	(Y"7-  - - - 

Udang, Lobster 

Paha Kodok 

Ikan 

Ubur-ubur 

Tepung ikan 
Ikan Kaleng 
Kepiting, ujung-

an, kerang-kerang 
an. 
Kerupuk 

Tkan Kering/Asin 
Rumput Laut 

• 

da.: 

20, pemakaian tat di m=n 

Hasil Pernan (TPHP) 
nnn, 

1-akor'“OrIUM 
c. pewkainn 	 i)!LY:Ar 

1. Besar retribusi pemakann 
perikanan dihitung berd.a,:arl-- an 
1-!area nedia pen2ujian d;.- n niTrH 	- 
berikut : 

Harga media pen2lijian 
kan cleh Gubernur 

d. pemakaian tempat peIelangan :!.kan 

1. ikan segar/beku/hidup pre,duks 

lokal diker)akan kepada nelayan 
dan pedagang. 

"". ikan segar/beku/hidup/kering 

produksi lokal yang dijual 
tanpa melalui lelang. 

3. ikan olahan asin,keringdan lain-
nya yan2 sejenis ,ThrT Iuar 

4. ikan (se2ar/beku/hidup) 
daerah yan2 mauk / 
melalui 121anc›, 

e. penjuaTan T=1.1 

tempat pen,yT 

2. pemakaian tempat pendaratan kapa! 
di kawasan Pangkalan Pendaratan Tkan 
(PPI) Muara Angke. 

I. sampai dengan 5 GT 	, 
	

300,00/kapal/24 jam 

2. Tebih dari 5 GT s,d. 	r)GT 	Rp. 10OC,00/.p;/iijar  
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3. Lebih dari 10 GT s.d. 20 GT Rp. 2.000,00/kapa1/24 jam 

4. lebih dari 20 GT 	Rp. 4.000,00/kapa1/24 jam 

Bagian Kelima 

Pertanian 

Paragraf 1 

Jenis Pelayanan dan Kewajiban 

Pasal 57 

(1) Pelayanan pertanian terdiri dari : 

a. pemakaian klos promosi bunga; 
b. pemakaian los promosi bunga; 
e. pemakaian lahan usaha promosi penangkar bibit; 
d. pemakaian lahan kebun; 
e. pemakaian lahan Taman Anggrek Ragunan; 
f. pemakaian pusat latihan pertanian TC klender dan fasilitas 

nya ; 
g. penjualan bibit/hasil kebun. 

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan 
pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus 
memenuhi persyaratan s.esuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Daerah ini. 

(3) Untuk mendapatkan pelayanan pertanian sebagai mana .dimaksu 
pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan harw, 
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepa1 
Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 

Paragraf 2 

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek 

Pasal .58 

(1) Pelayanan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ay 
(1) adalah obyek yang dikenakan retribusi. 

61-wl 
(2) Atas pelayanan sebaga mana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) 

huruf 	a, b, c, d, e,' f 	dan 	e dipungut 	Retribusi 	Jas 
Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

(3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) 
huruf g dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi 
Penjualan Produksi Usaha Daerah. 



Pasal 59 

(1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah oran2 

pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57  ayat (1) huruf a, b, c, 
d, e. f 

• L 
(2) Subyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah 

orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmaL 
pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5" ayat (1) hurur 

(3) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 
pasal ini adalah Wajib Retribusi. 

Paragraf 

Cara Men2ukur Tingkat 
Pen2gunaan Jasa 

Pasal 60 

(1) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) diukur berdasarkan peng-
gunaan, luas, jumlah dan waktu pemakaian. 

(2) Tingkat penggunaan jasa pejualan produksi usaha Daerah seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) diukur berdasarkan 
jenis, umur, dan tinggi tanaman. 

Paragraf 4 

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya :a if 

Pasal 61 

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retriha 	pcmaka. 
kekayaan Daerah fasilitas/peralatan pertanian 
maksud dalam Pasal 5S ayat (2) adalah den2an 

biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharnan, 
nyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang 
an langsung dengan penyediaan jasa, 	biaya administrai umurr, 
yang mendukung penyediaan jasa dan bunQa pinjaman untuk rnern- pero 	keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yan 
pantas diterima oleh pen2usaha swasta sejenis, 	serta ber- 
operasi secara efisien den2an orientasi pada harga pasar. 

(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi penjualan pro-
duksi usaha Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 5S aynt' 
(3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pera-
watan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaltan lane 
sung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi UffrkAM yang 
mendukun2 penyediaan jasa untuk memperoleh keuntunean 

layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterimn oleh pen-
usaha swasta sejenis, serta heroperasi secaTa efisien denQan 
orientasi pada harga pasar. 



asal 	13' 

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhd?Hp 
sebagaimana dimaksud dalam Pasnl 57 adalah sebaAl beyHkut 

a. pemakaian kios promosi bun2a 	Rp. 7.500,00/12/bu1an 

b. pemakaian los promosi bun2a; 
	

Rp. 	300,00/M2/hari. 

c. pemakaian lahan usaha promosi 
penangkaran bibit; 	Rp. 1.000,00/M2/bulan 

d. pemakaian lahan kebun 	Rp.600.000,00/Ha/tahun 

e. pemakaian lahan Taman An22rek 
Ragunan 	 Rp. 30.000,00/1000/M2aibuan 

f. pemakaian pusat latihan pertanian Te Klender : 

1. pemakaian aula dan ruan2 makan 

2. pemakaian kursi tambahan 	"r 
	

CM 

3. pemakaian tempat tidur 	Rp, 	-)r) 	/:• 

2. penjualan bibit hasil kebun 100 	r 	;01 

Ba2ian Keenam 

Kepariwisataan 

Paragraf 1 

Jenis Pelayanan dan Kewajiban 

Pasal 63 

(1) Pelayanan kepariwisataan terdiri dari : 

a. pemakaian penginapan : 

1 . graha wisata KuninRan; 
_ graha wisata Taman Mini Indonesia Indah; 
3. graha wisata Ragunan. 

pefflak,Aian tempat ruan2 pertemuan 

• graha wisata Kunin2an; 
2. graha wisata Taman Mini Indonesia 
3. graha wisata Ra2unan. 

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang 	memeriukan pelayanan 
kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 
harus memenuhi persyaratan sesuai den2an peraturan perundang 
undan2an yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Daerah ini. 



(3) Untuk mendapatkan pelayanan kepariwisataan sebA2aimana iTh- 
maksud pada ayat 	(2) pasal ini, orang pribacU 
harus mengajukan permohonan seeara terrulis kepa  
Kepala Daerah atau pejabat yang djtunjuk. 

Hlra2rY 

nbyek, Golong[in, 

a 	(5 

(1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam 

adalah obyek yang dikenakan retribusi. 

(2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud cai 	Pasai 3Aya: 
(1) huruf a dan b, 	dipungut Retribusi 	Jasa 1.:saha (1en,JaL 
nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesangarahan/Vill: 

Pasal 65 

(1) Subyek Retribusi Tempat Penainapan/pesanagrahan»: 

orana pribadi arau badan yana•menaaunakan/menkma 

an sebagaimana dimaksud dalam PAsal C3 ayat (1 
dan b. 

(2) Subyek Petribusi sabagaimana dimaksud pada 
ini adalah Wajib Retribusi. 

la 

hurnf 

(r) 

Paraaraf 

Cara Men2ukur Tin2kAt 
Pengunaan .Tasa 

Pasal 66 

Tingkat penggunaan jasa rempat penginapan/pesangarahan/vijia 

sebaaaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) diukur berdAsara 

jumlah orang, klasifikasi fasilitas tempat dan waktm pemakaian 

Paragraf 4 

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Trif 

Pasal 

Prinsip dan sasaran penetapan t a ,:i r ret ribusi temu!: penp 
pesan2grahan/vi 1 1 a 	seba 2a imana 	..! imksud dal 	M,1,.: ' (7",..i. :...y:.1 
adalah 	dengan 	memperhat T ,Ta; 	I; ; ,-;,- H 	i-rlyet a 	:.-..-, 
peme I iharaan, 	biaya penyusutan, bi ay;H n- ?.H- :;.;' ; ; 	, 
pinjaman , 	biaya 	rut in/per iodik yan‹2 ':.,:_.:1.: 	t a  
penyediAan jasa, biaya admintrvi umum yn2 !!R, 
diaan jasa untuk memperoleh kuntuncian yang 	y.YT  
keuntun2an yang pantas diterima oleh pen2uAbA 	.:- . 
serta 	beroperasi secara erisien den2an c,fienta 	12,1 	:. pasa:-. 



Pasal 	6S 

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebaaaimana 

dimaksud dalam Pasal 63 adalah sebaaai berikut: 

a. pemakaian penginapan Graha Wisata Kuningan, Taman Mini 
Indonesia Indah dan Ragunan : 

1. kamar biasa (standar) 

a) remaja/mahasiswa 	Rp. 5.000,00/orang/tempat tidur/ 
hari. 

b) umum 

2. kamar ber-AC 

a) remaja/mahasiswa 

b) umum 

Rp. 15.000,00/orantempat tidurf 
hari, 

Rp, 10.000,00/orang/tempat tidur; 
hari. 

Rp. 30.000,00/orano/tempat tidu 
har.i. 

b. pemakaian tempat/ruang pertemuan Graha Wisata Kuninaan, Taman 
Mini Indonesia Indah dan Ragunan 

1 golongan kelas A 

a) remaja/mahasiswa 	Rp. 150.000,00/8 Jam. 
b) umum 

2, golongan kelas B 

a) remaja/mahasiswa 

b) umum  

Rp. 300.000,00/8 Jam. 

Rp. 100.000,00/8 Jam. 

Rp. 200.000,00/3 Jam. 

3 kelebihan pemakaian tiap jam berikutnya 
sebesar 10% dari tarif. 

Baoian Ketujuh 

Usaha Sektor informal (US 

Paragraf 1 

Jenis Pelayanan dan Kewajiban 

Pasal 69 

.(1) Pelayanan usaha sektor informal terdiri dari 

pemakaian tempat 
pemakaian tempat 
pemakaian tempat 

dan sejenisnya; 
pemakaian tempat 
pemakaian tempat 
pemakaian tempat 
pemakaian tempat 

berdagang sayuran dan sejenisnya; 
berdagan2 kelontong dan sejenisnya; 
berdagana buah-buahan, makanan, minuman 

berdagang/usaha jasa; 
berdagano ikan hias/makanan ikan; 
berdagano hiasan bunga dan sejenisnya; 
berdagano burun2/makanan uno2aS; 

a.  
b.  
c.  

ci. 
e.  

f.  

g.  



h. pemakaian tempat berda2an2 baran2 loakan/bek 
pemakaian tempat berdagang tanaman hias/bau 

j. pemakaian 	tempar 	hean 	i 	-ila 
keramaian ummm yang diselew-y2arkaa 
yan2 bersifat sementara 

k. pemakaian tempat berda2an2 sayuran dan (;ajanH 
tempat dan pada jam-jam tertentu. 

(2) Seriap orang pribadi atau badan yang memerlukan pela 

usaha sektor informal seba2aimana dimaksud pada ayat 
pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai den2an perata ,:aa 
perundan2-undan2an yan2 berIaku dan memenuhi kjibaa 
seba2aimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. 

(3) Untuk mendapatkan pelayanan usaha sektor informaI 	seba2ai- 
mana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, oran2 pribadi ataa 
badan harus anengajukan permohonan kepadn Gubernur Kepala 
Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 

Para2raf 2 

Obyek, Golon2an,.Nama dan Suby,-k 

Pasal 7C 

Pasal 69 ayat (I) adalah obyek vijndk!~ 

(2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada .riyar (1) 1. :t.H dipun2ut 	Retribusi Jaa Usaha 	den2an . nam::J 
Pemakaian Kekayaan Daerah. 

Pasal 71 

(1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah oran .  
pribadi atau badan yang meng2unakan atau menikmati peayanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayar (I). 

(2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pathi 
ini adalah Wajib Retribusi. 

Para2raf ; 

Cara Men2.ukur 
Penztii~ 

Tingkat peng2unaan jasa pemakaian 1.-A,kayaan 7-Thefl 
informa I diukur berdasarknn luas lahan, 	k 	• jeni 

() PeIayanan usaha sektor informal seb,,H! 



Para2raf 4 

Prinsip Penetapan, Struktur dan 
Besarnya Tarif 

Pasal 	73 

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaa 
Daerah usaha sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 
ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya 
perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransI, 1-2;h1YA 
rutin/periodik yang berkaitan langsun2 den2an penyediaan jasa, 
biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bun, 
pinjaman untuk memperoleh keuntun2an yang layak sebaf 
keuntungan yang pantas diterima oleh pen2usaha swasta sjr 
serta beroperasi secara efisien den2an orientasi 	pada harc2a 
pasar. 

Pasal 74 

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan seba2aiman 
dimaksud dalam Pasal 69 adalah sebagai berikut : 

a. pemakaian tempat usaha 1 (satu) kavelin2 ( s.d 4m2 ) untu 
pedagang : 

no. Jenis 	Usaha 

Klasifikasi 	Lokasi 
Tempat 	Usaha 

A 

(RP/hari) 

E, 

(Rp/hari) 

c 

(Rp/hari) 

. sayuran & sejenisnya 300,00 1.000,00 1.200,00 

2.  kelontong & sejenisnya 1.000,00 1.200,00 1.500,00 

3.  buah-buahan, 	makanan, 
minuman dan sejenisnya 1.000,00 1.200,00 1.500,00 

4.  usaha jasa 1.000,00 1.200,00 1.500,00 

5.  ikan hias/makanan ikan 1.000,00 1.200,00 1.500,00 

6.  hiasan bunga & sejenis- 
nya 1.000,00 1.200,00 1.500,00 

. burung / makanan unggas 1.000,00 1.200,00 1,500,00, 

S. barang 	loakan/barang 1.000,00 1.200,00 1.500,00 
bekas ' 

b. Pemakaian tempat usaha untuk peda2an2 tanaman hias/batu 
dikenakan retribusi sebesar Rp. I.000,-/hari dengan makslin 
luas tempat dagang 25 m2 dan dikenakan tambahan Rp. 50mn: 
m2/hari untuk luas yang melebihi 25 m2. 



e. Pemakaian tempat usaha untuk pea2am! 
acara keramaian umum yan2 diselen22arakan seeara 
bersifat sementara, dan mendapat izin dari 	Gubern,:r 
Daerah dikenakan Retribusi sebesar Rp.1.000,0r/pedn. 

d. Pemakaian tempat usaha untuk peda2an2 sayuran dan sejeniny 

pada tempat-tempat dan pada jam-jam tertentu yang dilzinkan 
oleh Gubernur Kepala Daerah dikenakan retribusi sebes:Jr 
besar Rp. 500,00/hari/peda2an2. 

e. Klasifikasi tempat usaha seba2aimana dimaksud pada hur: 
pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. 

BAB 

BIDANG KESEJAHTEPAAN RAK):7,T 

Ba2ian Pertama 

Kesehatan 

Parraf 

Jenis Pelayanan dan Kewajiban 

Pasal 

(1) Pelayanan kesehatan terdiri dari : 

a. pelayanan kesehatan di puskesmas dan penyediaan 

peralatan kesehatan dasar lainnya milik 
b. pelayanan kesehatan di Rumah Saki Umum 
c. pemakaian mobil ambulance; 
d. pemakaian alat laboratorium Dopin2. 

(2) Setiap oran2 pribadi atnu badan yang niemriuLan 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat. 
memenuhi persyaratan sesuai den2an 
undangan yan2 berlaku dan memenuhi 
diatur dalam Peraturan raerah ini, 

(3) Untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan 
pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi ha.! 
permohonan secara tertulis kepada Cubernur.  Kula 
atau pejabat yan2 ditunjuk. 

Paragraf 2 

Obyek, Golongan, Nama, dan Subjek 

Pasal 76 

(1) Pelayanan kesehatan seba2aimana dimaksud dalam Pasnl 
(1) adalah obyek yang dikenakan retribusi. 

(2) Atas pelayanan seba2aimana dimaksud dalam 
	1 

huruf a dan b, dipun2ut Retribui 	Jasa Umum 
Retribusi Pelayanan Kesehatan. 



(3) Atas pelayanan sebagaji,:lana djmak.sud daJa!L 
huruf c dan d, dipunvut Rctribusi Jasa Ysaa 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

Pasal -- 

1) Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan a(jalah ar 
atau badan yang mengzunakan/menikmati palayanan 
dimaksud dalam Pasal 75 ayat (I) huruf n dan b. 

(2) Subyek Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah adalah ea 

pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sc-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c dan d. 

(3) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2 
pasal ini adalah Wajib Retribusi. 

Paraeraf 

Cara Menvukur Tingkat 
Pengeunaan Jasa 

Pasal 78 

(1) Tinekat penzzunaan jasa kesehatan 

Pasal 76 ayat (2) diukur berdasarkan jenjs 
hatan di Puskesmas, jenis pelayana 
jenis pelayanan kesehatan dj Rmmah Sak 

(2) Tinzkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sbctgn 
 dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) diukur berdasarkan 

jenis pemeriksaan, jarak tempuh dan jumlah pemakaian. 

Paragraf 4 

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarjf 

pQl‘kapAlma 
(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusir. • • 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) adA)ah 
memperhatikan biaya investasi, biaya pemeriksaan dan 

an medis, biaya pengobatan, biaya peneinapan dan 
biaya pengadaan kartu pasien, 'nnya npera nnn dan 
haraan, kemapuan maayarakat 'erta 	keadlin. 

(2) Prinsip dan sasarn 
kel:ayaan Daerah fasilias/peralatan kesehaL:in 
dimaksud dalam Pasal 76 ayat ($) adalah dengan aampeiau 
biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, 
nyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/pariodik yart 1.);=.2rka 
an langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasj 
yang mendukung penyediaan jasa dan bunea pjnjaman unuuk 
memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntunzan yana 
pantas diterima oleh peneusaha swasta sejenis, 	serta her- 
operasi secara efisien dengan orientasi pada harza pas 

Pasal 79 



5S 

Pasal SO 

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 adalah sebagai berikut : 

a. pelayanan kesehatan di Puskesmas, dan penyediaan fasilitas/ 
peralatan Kesehatan Dasar lainnya milik Pemerintah Daerah. 

Nomor 
	

Jenis Pelayanan 
	

Tarif 

1 

rawat jalan kesehatan dasar (pemeriksa-
an pengobatan dan obat-obatan) : 
a. balai pengobatan umum pagi 

	
Rp 2.000,00 

b. balai pengobatan umum sore 
	

Rp 5.000,00 
c. balai pengobatan gigi sore 

	
Rp 7.500,00 

d. balai pengobatan gigi (pemeriksaan + 
salah satu tindakan dari) : 

1. cabut gigi 
	

Rp 3.000,00 
2. tambal s/t 
	

Rp 3.000,00 
3. pembersihan karang gigi/regio 

	
Rp 3.000.00 

4. perawatan syaraf gigi/kunjungan 
	

Rp 3.000,00 

e. balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) 
	

Rp 2.000.00 
f. puskesmas Keliling 
	

Rp 2.000.00 
g. K.B (kondom ,pil, suntik) 

	
Rp 2.000 PO 

rawat jalan semi spesialis 
(spesialis terbatas) 
a. THT 
	

Rp i'L000,00 
b. anak 
	

Rp 5.000,0 
c. penyakit dalam 
	

Rp 
d. kulit/kelamin 
	

Rp 5.000,0 
e. kebidanan 
	

Rp 5.000,00 
f. klinik gizi 
	

Rp 5.000,00 
g. klinik Jiwa 
	

Rp 5.000,00 
h. konsultasi usia lanjut 
	

Rp 1.000,00 
i. konsultasi remaja 
	

Rp 5.000,00 
j. akupuntur 
	

Rp 5.000,00 
k. mata 
	

Rp 5.000,00 

3. 	perawatan rawat jalan tindakan khusus : 

a. gigi kelompok 1 

1. cabut gigi dengan penyakit 
	

Rp 7.500,00 
2. alveolectomi 
	

Rp -.500.00 
3. incisi abses 
	

Rp -.500,00 

b. gigi kelompok 

1. tambalan adaptik 
	

Pp 25.000,00, 
?. tambalan sinar 
	

Rp 25.000,00 
3. operasi kista/gigi 
	

Rp 50.000,00 
4. cabut M3 mirinQ 
	

Rp 50.000,00 
5. odentektomi 
	

Rp 50.000,00 



1 

c. 	gigi 	kelompok 	3 

1. 

-›— 
protesa 	1 	gigi 
tambahan 	tiap gigi 

Rp 	50.000,00 
Rp 	10,000,00 3. protesa 	1 	rahang Rp100 	000.00 

4.  

5.  
protesa 	2 	rahang 

Rp200.000,00 
rebasin2.- 	atas 	dan 	bawah Rp 	30,000,00 6.  reparasi 	protesa Rp 	20.000,00 7.  alat 	ordodosi 	removeable 1 rahang Rp 	60.000,00 S. alat 	ordodosi 	removeable ") rahang Rp120.000,00 

d. tindakan medis khusus 

sederhana 
a) bedah kecil 
b) incici abses 
c) hectin2 luka 
d) cabut Kuku 
e) bedah hordeolum 
f) pen.czambilan kotoran telinga 
g) pengsambilan corpus alienum 
h) KB : - I.U.D 

- norplan 
sedancz 
a) forcep 
b) vacuum extraksi 
c) curetaga 
d) khitan 
e) M 0 P 

3. besar 

- operasi katarak 

e. pemeriksaan mayat 
f. keur 

rawat jalan penunjancz kesehatnn 
sederhana : 

a. laboratorium klinik. 

1. laboratorium dasar : 

a) pemeriksaan darah rutin 
meliputi : 
1) hemoglobin 
2) eritrosit 
3) leukosit 
4) hitun2-. jenis 
5) LED 
6) trombosit 
7) pemeriksaan Darah 

Lengkap 

- r\l,  

Rp 	T.5on,no 
Rp 7.500.00 
Rp 	7.500:00 
Rp 	7.500,00 
Rp 7,500,00 

Rp 30.000,00 
Rp 30.000,00 
Rp 30.000,fl0 
Rp 30.000,00 
Rp 30,000,00 

Rp25o.nomn 

Rp 2.000, 
Rp 5,noo,nn 

Rp 	1.000,00 
Rp 1.000,00 
Rp 1.000,00 
Rp 	1.000,00 
Rp 	1.000,00 
Rp 	1.000,00 

Rp 3.000,00 



6 C, 

1 

b) pemeriksaan urin rutin me-
liputi : 
1) berat jeni 
2) reduksi 
3) protein 
4) reaksi urine 
5) bilirubin 
6) sedimen 
7) pemeriksaan urine 

lengkap 

c) pemeriksaan Faeces 

d) pemeriksaan tes kehamilan 
e) pap smear 

f) pemerikasaan spuntum (1 X ) 
g) pemerik. hapusan kusta 
h) pemeriksaan golon2an darah 

pemeriksaan den2an QBC (1 Pakat me- 
lj.puti) 	: 
q/ thrombosit 

leukosit 

i. 
 ) hemoglobin 
hematokrit 

J. pemerisaan kimia darah den2an Re- 
flotron perjenis sbb: 

alkali prosfatase 
) bilirubin 
&] cholesterol 
A SGOT 
. SGPT 
ureum 

albumin 

globulin 

protein total 
asam urat 

pemeriksaan den2an multi media - 
systim. 

pemeriksaan den2an radio dia2nostik: 

	

Rp 
	

1.n00.nn 

	

Rp 
	

1.000,00 

	

Rp 
	

1.000,00 

	

Rp 
	

1.000,00 

	

Rp 
	

1.000,00 

	

Rp 
	

1.000,00 

Rp 3.000.00 

	

Rp 	2.000,00 
Rp 5.000.00 
Rp 5.000,00 

	

Rp 	1.000,00 

	

Rp 	1.000,00 
Rp 1.000.00 

Rp 5.000,00 

	

Rp 
	

5.000,00 
Rp 5.000,00 
Rp 5,000,00 
RP 5.000,00 
Rp 5.000,00 

Rp 5.000,00 
Rp 5.000,00 

Rp 5.000,00 
Rp 5.000.no 

Rp 5.000,00 

Rp 5.000,00 

ront2en 
ront2en 
rontgen 

paru 
extermatis 
gi2i 

Rp 1:5.000. 
Rp 10 000 00 
Rp 5 000 nn 

pemeriksaan dengan elektromedik : 
ql FKG 

USG 

.laboratorium kesling pemeriksaan 
air : 

air bersih bakteriologi 
air bersih kimia 
air kolam renang 4 parameter 
air limbah 

Rp 10.000,00 
Rp 25.000,00 

Rp 25.000,00 
Rp 25.00mo 

Rp 15.000,00 
Rp100.000,00 



Nomor 

1 

1 

4.  

5.  

6.  

S. 

• 
, , 

5 rawat 	inap 
a. 	perawatan 	1 	hari 	: 
I. 	kelas 	3 	( 	1 	kamar 	>5 	tempat 	tidur) Rp 	lo.onn 
2. kelas 	2 	( 	1 	kamar 	3 	tempat 	tidur) . 	. 	.:- 
3. kelas 	1 	B 	( 	1 	kamar 	2 	tempt 	tidur) Rp 	2f:'..n30 . 	fl 
4. kelas 	I 	A 	(1 	kamar 	2 	tempat 	tidur 	+ 

AC) 

b. 	pertolon2an 	partus 	: 

Pp 

1. bidan Rp 	7.0 
2. dokter umum Rp 	lo.000,v) 
3. dokter 	spesialis 

c. 	perawatan bayi 

Rp 

1. perawatan bayi 	tanpa 	kelainan Rp 	2.500,00 
2. perawatan bayi 	khusus Rp 	5.000,t)0 

b. Pelayanan Kesehatan di Rmmah Sakit Umum Daerah khusus 1u.1J 

Jenis Pelayanan 

poliklinik spesialis pa21 

kamar gawat darurat 
a. kelompok 1 
b. kelompok 2 
c. kelompok 3 
d. kelompok 4 
e. kelompok 5 

perawatan : 
a. kelas III a per hari 
b. kelas III b per hari 

perawatan Isolasi per hari 

perawatn Neorutus per hari 

perawatan Neorutms den2an 
blue Ilght per 

administrasi perawatan : 

per hari / setiap perawatan 

pemeriksaan patolo2i klinik 
a. kelompok 1 
b. kelompok 2 
c. kelompok 3 
d. kelompok 4 
e. kelompok 5 
f. kelompok 6 

Rp 

Rp 

'.on(-) 
Rp 
Rp 	35.000,30 
Rp 	50.000,00 
Rp 	75.000,00 

Rp 	15.000,00 
Rp 	20.000:00 

Rp 	35.000,00 

30.000,00 

Rp 

Rp 

9c, T. 

lt 000  
30.000 



1. 

7 Rp • i 
S Rp 4C.m)n fl, 

9 Rp 

10 p, . 	, 

11 v‘p 
12 Pp 
13 fl 
14 
15 

g. kelompok 
h. kelompok 
I. kelompok 

j. kelompok 

k. kelompok 
1. kelompok 
m. kelompok 
n. kelompok 
o. kelompok 
p. kelompok 
q, kelompok 
✓. kelompok 

s. kelompok 
kelompok 

u. kelompok 
✓. kelompok 
w. kelompok 
x. kelompok 
y. kelompok 

pato1o9:i 
a. kelompok 
b. kelompok 
c. kelompok 

d. kelompok 
e. kelompok 

1S 

1 9  
2 0  

" 

24 

1 
7 
3 

4 
5 

: 

I
rj 
Pp 

„ 

r•-• 
,7* 

, 

nry-; 
nnr, 

10. 
f 	• 

pemeriksaan radio 	gioti.fl : 
R - a. kelompok I 

b. kelompok _ 
c. kelompok 

I,t 
d. kelompok 4 

kelompok 
f. kelompok fl 

! 

h. k;.-.1.ompok S 
kelompok 	 - 

j. kelompok 
: 

! 	..- 

I1. , 
1-„t- 
! 	- 

! 

I, ,,- 

-=, 

- ::!, 

1 - 
c. kelompok 3 11?:1--: 	

..:n -,::--, fl 

d. kelompok l-,  

	

4 	 ''P 

e. kelompok ---'

f. kelompok 6 r..z.p 	'_''' ',fl' 

„,. 	ke!ompok 7 • 

  

- ::: 
h. kelo 	

:- 

i. kelompok 9 	

30,-  ",c,-  

	

mpok S 	
il?'''' 

j. kelompok 10 

I I 

I. kelompok 
m. kelompok 13 
n, kelompok 14 
o. ke1ompok. -',', 

pemeriksaan elektro medik 
a. kelompok 1  

b. kelompok 1 
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e) anak-anak/pelajar 
	

Rp. 	600,00/oran 

f) rombongan anak-anak/pelajar 
minimal 20 oran2 
	

Rp. 	50(3,00/01 

2. pemakaian plaza ruangan dan taman 
untuk shooting film 	Rp. 400,000,0C/hari 

3. pemakaian plaza ruangan dan taman untuk : 

a) bazar 

1) taman 	 Rp. 150.000,00/hari 
2) plaza ruangan 	Rp. 250.000,00/hari 

b) pameran, perlombaan dan sarasehan Rp. 250.000,00/hari 

c) pemotretan untuk iklan, promosi 
dan pameran 	 Rp. 300.000,00/hari 

b. Monumen Nasional : 

1 pelayanan tempat untuk rekreasi : 

a) kunjungan ke Pelataran Cawan. 

1) dewasa/umum 	Rp. 1.500,00/oran2 
7) mahasiswa 	Rp. 1.000,00/oranQ 
3) anak-anak/pelajar 	Rp. 	500,00/crianQ 

b). kunjungan ke pelataran puncak: 

1) dewasa/umum 
	

Rp. 5.000,00/orang 
2) mahasiswa 
	

Rp. 3.500,00/oran2 
3) anak-anak/pelajar 

	
Rp. 2.500,00/oran2 

c). rombongan berjumlah 20 orang ke atas diberikan ke-
ringanan 25 % dari tarif yang berlaku. 

2 pemakaian peralatan 	teropong di pelataran 	puncak 
Rp 1.000,00 /unit/1,5 (satu lima persepuluh) menit. 

3. pemakaian taman/jalur hijau untuk : 

a) bedeng proyek (Direksi Keet) Rp. 	1.000,00/m2/hari 
b) penempatan barang/material pekerjaan proyek dan 

sejenisnya : 

1) luas s.d 1.000 m2 
2) luas 1.001 s.d 2.000 m2 
3) luas 2.001 s.d 3.000 m2 
4) luas di atas 3.001 m2 

Rp.150.000,00/hari/loka 
Rp:700.000,00/?lar/lo: 
Rp.250.000,00/hari/1c;kal 

c) kegiatan bazaar, pameran dan kegiatan komersiai lainny : 

1) tanpa struktur 	Rp.1.000,00/m2/hari 
2) memakai struktur 	Rp.2.500,00/m2/hari 

ik• 



Paragraf 2 

Objek, Golongan, Nama, dan Subjek 

Pasal 88 

(1) Pelayanan planetarium dan observatorium sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 87 ayat (1) adalah obyek yang dikenakan 

retribusi: 

(2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, 
dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Tempat 

Rekreasi dan Olahraga. 

Pasal 89 

(1) Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraaa adalah orana 
pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1). 

(2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 
ini adalah Wajib Retribusi. 

Paragraf 3 

Cara mengukur Tingkat 
Penggunaan Jasa 

Pasal 90 

Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olah raga fasilitas 
Planetarium dan Observatorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal SS 
diukur berdasarkan frekwensi masuk, jenis pertunjukan dan jumjah 

orang. 

Paragraf 4 

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif 

Pasal 91 

Prinsip 	dan 	sasaran 	penetapan 	tarif 	retribusi 	jasa tem- 

pat rekreasi dan olahraga fasilitas Planetarium dan Observatorium 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) adalah dengan memper-
hatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyu-
sutan, biaya asurans,i, anasuran bunga pinjaman, biaya rutin/perio-
dik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa untuk memperoleh 
keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima 
oleh peng usaha .swasta sejenis serta beroperasi secara efisien 

dengan orientasi pada harga pasar. 



Pasal 

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelaya 
mana dimaksud dalam Pasal 3 adalah seba2ai berikut : 

a. pertunjukan planetarium dan observatori um : 

1. peroranean : 

a) dewasa 
	

Rp. 3.500,00/oran2 
b) anak-anak/pelajar 
	

Rp. 1.750,00/orane 

2. rombongan (minimum 100 orang) 

a) pelajar dan mahasiswa 	Rp. 1.500,00/oran 
b) bukan pelajar dan mahasiswa 	Rp, 2.50,00/orana 

b. pertunjukan multi media : 

1. perorangan : 

a) dewasa bukan pelajar/mahasiswa 
b) anak-anak dan pelajar/mahasiswa 	Rp, 

2, rombongan (minimum 100 oran2) 

a) pelajar dan mahasiswa 
	

Rp. 	1.000,00/orana 
b) bukan pelajar dan mahasiswa 

	
Rp 
	

1.500,00/oran: 

Bazian Keempat 

Keolahragaan 

Para2raf 1 

Jenis Pelayanan dan Kewajiban 

Pasal 93 

(1) Pelayanan keolahra2aan terdiri dari 

a. pemakaian kolam renan2; 
b. pemakaian gedung olah raga; 
c. pemakaian stadion olah raga; 
d. pemakaian lapangan olah raga terbuka; 
e. pemakaian lokasi tempat usaha pada fas11itas olah raga; 
f. pemeriksaan kesehatan olahra2a dan pemeriksaan kondisi 

tubuh; 
g. pemakaian gedung olah raga dan gelanggang remaja dii• 

kegiatan olah raga; 
h. pemakaian peralatan gedung olah raga dan 2elanggang remaja. 

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan 
keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 	ini 
harus memenuhi persyaratan sesuai denean peraturan perundana-
undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaiman 
diatur dalam Peraturan Daerah ini. 



(3) Untuk mencta-patkan pelayanan keolahrag:aan s 1  e,mg.aimann 
maksud pada ayat (I) pasal ini, 0ran‹.2 pribndi 
badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur 
Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 

Para2raf 

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek 

Pasal 94 

(1) Pelayanan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa n; 
ayat (I) adalah obyek y ng dikenakan retribusi. 

— 4,6,e,, d, 4L.% 
(2) Atas 	pe ayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 

1
Tyat 

(1) huruf a c.d. f  dipung.ut Retribusi 	Jasa Usaha den2an rAmn 
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. 

(3) Atas pelayanan seba2aimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat 
hurufe g dan h dipungut Retribusi Jasa Usaha denFI.an  
Retribilsi Pemakaian Kekayaan Daerah, 

Pasal 95 

Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan nlabraea ad nn 
pribadi atau badan yang 	menggunakan / menkmni 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 aynt (n). 

(2) Subyek Retribusi Pemakaian Kekaynan Daerah adanq 
atau badan yang menggunakan/menikmati pelayananseba2 
dimaksud Pasal 94 ayat (3) 

(3) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

ini adalah Wajib Retribusi. 

Parag-raf 3 

Cara menQukur Tinzkat 
Pen2,2unaan Jasa 

Pasal 96 

(1) Tingkat penggunaan jnsa tempat rekreasi dan Hab raea 
mana dimaksud dalam Pasal 94 ayat ("') dukur 
frekwensi masuk, jumlah orang, jenis olah 
sasi, 

(2) Tin2'kat pen£,gunaan 
dimaksud dalam Pasal 	i  ayat 	,...ukur 5c- 
luas ruangan, jenis, dan waktu pernakalan. 



Para2raf 4 

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif 

Pasal 97 

(1) Arinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa taat 
rekreasi 	dan olah ra2a seba2aimana dimaksud dalam Paa: 
ayat (2). adalah den2an memperhatikan biaya investas:, 
perawatan/pemeliharaan, biaya penyusatan biaya aaara 
angsuran 	bunga 	pinjaman, 	biaya 	Jautin/p,aa.- i0Jik 	:..nz  
berkaitan 	langsun2 dengan 	penyediaan jasa dalam 	ranl. 
pembinaan dan prestasi olah raga serta berusaha un. 1:: 
memperoleh 	keuntungan yang layak 	seba2aimana 	keuntun2an 
yang pantas diterima oleh pen2usaha swasta sejeni 
serta beroperasi secara efisien den2an orientasi pada har2a 
pasar. 

(2) Prinsip dan sasaran tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) adalah den2an 
memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, 
biaya penyusutan, 	biaya asuransi, biaya rutin/periodik 	yar, 
berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administras: 
umum yang mendukun2 penyediaan jasa dan bun2a pinjaman untuk 
memperoleh keuntungan layak sebagaimana keuntungan yang pan 
diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi sea -r 
efisien dengan orientaai pada harga pasar. 

Pasal 98 

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap 

bagaimana dimaksud dalam Pasal 93 adalah sebagai bi2rikut: 

a. pemakaian kolam renang 

1. perorangan : 
a) hari biasa 
b) hari libur 
c) malam hari 

Rp.1.500,00/oran2 
Rp.2.000,00/orang 
Rp.5.000,00/orang 

2. rombongan sekolah dan perguruan 
tinggi empat kali sebulan (setiap- 
rombongan minimal 20 orang) 	Rp 7.000,00/oran/1 1/-2 

3. rombongan instansi/kantor/umum 

empat kali sebulan minimal - 
20 orang 
	

Rp 4.000,00/e,ran/1 

4. Rombongan PRSI (induk organisasi OR). 
untuk latihan empat kali sebulan Rp 70.000,00/rem 

5. untuk pertandingan 	Rp 200009Ofl/ljnni  

6. langganan perorangan 
(delapan kali sebulan) 	Rp 1n r,nn (-,nf 

jam 

7. ke2iatan pagi/malam men2-
gunakan lampu dikenakan 
biaya tambahan 
	

Rp 30.000,00/2 jam 



, '!fl.-,JuJul/00'000 . TId.d uuSuTpuulJod 	(z 
JU 	 --1111un (i 

wnwn/Tsuul.suT/lu:p3Ju.Csuw (3 

wu 	 J00000 . ,. 	 (z 
E/ulluudI/00'0001- 1;'.1 	uuqT1. -ei fl Ufl (T 

TSSUTI. uun.111.5'.1ad/quio.s (q 

Iwur :/tiruuc113 1/00'000'6 	 -4114un (z 
WU!7  (-_./11 S'uudl:1/00'000'; d'd 	uuqTuT :11-11.un (T 

: uSur quTo susTuuS.To jnpu (1? 

: TioA uToq • C 

wur :/urw/00'000'01 cI 	 uuquqwu uKeTq 
uu:lut.u3NTp ndwei uuurt5Suaw 
u1r3'up 	uuTu.wd 	duTs (p 

uu?)11Tpuu4Jd :11-“un 
uugTT -,11-14urt 

: wrl.wn/iu1suI/iu-_113Jew (3 

wu .(:/u!Thw/00 : 000'C dU 
11112  :PT'r'7'w/00'000': tT 

uuuTpuul..1.ad jnun (z 
uuqIuT 	(T 

: IiuT; uun.inZid/quIwias 

W2r Zjur,)w/00'0001. cJj uuuTpuul_Tad .41-11un (z 
Lnr ,-_- /vw/00‘000 . 0 dU 	uuq“ui )1111.un (1 

:ir quio TsusTupS.To ..v1puT (u 

: ufatu sTua; 

	

uuSuudu1/00'000 . 0Id-d 	 uuquqwil. uKuTq uu.)1 
-uuaNTp ndwul uuNuun5Suaw 
uuST1,;p 	uuTu:luwod duTos 	(p 

uuSulpuuJad .11:13,11n (z 

	

'‹-_- /u][-J 1 ud 13[/00 : 000 ...:Tj 	 uullI1uT 3011un (I 

:wnilul/Tsue4suT/IvJuKuw (3 

•1 M. 
	 1/00000 

	 uuL'uTpuuigd 	(z 
uuqTaul .11.111n (r 

uunJ115.1,9d/quios (q 

Lliur ../ueS'Ll 1 du1/00‘000'S 
	 uuSuTpuuaJad 311-i4un (z 

	

uur .Z../ue'3uvdw[/00‘000't d-d 	 Utt?I5inlun (t 

: 952.1 quio TsusTuuS.To jnpuT (u 

: M2.1212; ..5ludas/spiSuul. ninq 

(U00) USUJI1UTO SUripp IIUTP.Wd •ci 



u:ur (T/OC) : 000'cT>i 	uuSuTpuuJad 	(z 

wur 	 uuq .puT jnun (T 

: uSuJ qu I '3  IsusTuuSuo .NnpuT (v 

Ul“ 

:vuuTeT .uTT) uTaq 
uup 	s :luouad 'opnr ‘:112-TU:4 '9 

uuquqwel u1;21(1 uuuu 
ndwuT uu3TeunSSuaw 

ueSuap uuTuuwad dep.as (.1 

weuas JuSSuus qaTo uuTuewad (a 

UIUUS UIU 

uup ouvid uevunSSuad (p 

wur :/000000I 

fflr :/oo'000*_ 

E/0000001: cT>j uuSuTpusiad :111n (z 
uuLTTI.uT 	(1 

: (SuuJo oz TuwTsw) 
: wnwn/Tsuul.suTRuuJu.,Zsuw (o 

wur 	 uuSuTpuuJad .1un (z 
wur :/00'000*Cd>j 	 uui.iu jnun (T 

: (SuuJo oz TuwTs)Tuw) 
uun_inSJad/quioas (q 

111“ (:-/ 00'000'S d>j 	uu2uTpuuJad nun (z 

wur :/00000 	c•T 	 uutliuT jnun (T 

: (SuuJo oz TualTs)Tuw) 
uSuJ quio IsusTuuSJo 	(e 

wur :/uuSuedu1/00'00°'0E 
	uuquqwu; uuTcl uu:51uu 

ndwuT uuunSSuaw 
weuap uuTe)Tewad duTas (p 

:/uuZuud11/00'000—C,I 	uuZuTpuu;Jad :111 -4un (z 

(=;uuSuuJul/00'000' 	uuLIT1-2 I -1 11-1. 1in (I 

: wnwn/Tsuv;suT/lu:IvJusuw (o 

wur :/uuSuudu1/00 '000'S (1 1- 	ueSuTpuu),Jad 	flUfl (z 
wer z/uvSueduT/00'000' ,„:d>j 	uuLITI.PT 3inlun (T 

1SSuTa uun.inSJad/uuToas (q 

wur -(jueSuuduI/00'000'0I 
	uuSuTpuul.Jad jnun (z 

wur _- /u1 uudu1/00'000'9 (121 
	uullTuT jnun (I 

: uSuJ quio TsusTuuSJo .11.1puT (u 

wur ://lluuudul/00‘000'0: (11 	 uuquqwu 
vuTq uu-luu0 -4Tp ndwuT uvuunS 
-Suaw uuSuap uuTeuwad duTlas (p 



b) sekolah/per2uruan tin22i 

1) untuk latihan 
2) untuk pertandingan 

c) masyarakat/instansi/umum 

1) untuk latihan 
2) untuk pertandingan 

Rp 3.000.00/2 ja,11 
Rp 6.000,00/2 jam 

Rp 6.000,00/2 jam 
Rp 10.000,00/2 jam 

d) setiap pemakaian dengan men2-

gunakan lampu dikenakan biaya 
tambahan 
	

Rp s"..000,00/2 jam 

pemakaian prasarana olahraga 

a) tempat berlabuh : 

1) speed boat tujuh 

2) speed beal tujuh meter 
3) sewa ("ock/galangan 

alr : 

kearas Rp 

kebawah Rp 

Rp 

40.000,00/hari 
30.000,00/hari 

10.000.00/hari 

b) gedung induk 
c) plaza gedung induk 
d) pembuatan film 
e) peluncuran speed boat 
f) setiap pemakaian dengan ineg-

gunakan lampu dikenakan biaya 
tambahan 

S. lapangan menembak : 

a) smallbore/free pistol 
b) centre fire pistol 
c) rapid fire pistol 
d) big bore 
e) clay pigeon : 

1) 1 orang 
2) 2 orang 
3) 3 orang 
4) 4 orang 
5) 5 orang 
6) 6 orang  

Rp 150.000,00/6 jam 
Rp 100.000,00/6 jam 
Rp 200.ono.00/1 
Rp 40.000,00/1 kall 

Rp 10.000,00/2 jam 

Rp 5.000,00/2 jam/orang 
Rp 5.000,00/2 jam/orang 

Rp 5.000,00/2 jam/orang 
Rp 5.000,00/2 jam/orang 

5.000,00/2 jam 
7.000,00/2 jam 
9 000,00/2 jam 
12.000,00/2 jam 
15.000,00/' 
1".000,00/2 ja.m. 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

la-

kali 

f) langganan dengan fasilitas 
panaan dan sasaran tertentu 
diinginkan maksimal delapan 
sebulan tiaP-tiap jenis (event). 

g) rombongan tiap jenis (maksimum 
20 orang) 

OnC , nryl 

Rp 60.000,00/6 jam 

h) senapan angin perorangan 	Rp. 5.000,00/2 jam 



2) latihan sore hari 
	

10 meja 
empat kali latihan 1 bulan Rp 50.000,00/4 jnm 

9. catur : 

a) untuk 10 meja maksimal 4 jam : 

1) untuk latihan pa£ri. hari 
2) untuk latihan sore hari 

b) untuk 10 meja maksimal 10 jam 
pertandingan 

c) pertandingan dua reQu 
( persahabatan ). 

d) langQanan : 

1) latihan pagi hari 10 meja 

empat kali latihan 1 bulan 

Rp T'.500,00/4 jam 
Rp 10.000,00/4 jam 

Rp. 30.000.00/10 ja 

Rp. 20.000,00/10 jam 

Rp 40.000,00/4 jam 

e) setiap pemakaian AC 

f) setiap latihan denzan mengQuna- 
kan lampu dikenakan biaya tam-
bahan 

10. bridge : 

a) untuk 10 meja maksimal 4 jam : 

1) latihan pagi hari 
2) latihan sore hari 

b) untuk 10 meja maksimal 10 jam 
pertandingan 

c) pertandingan persahabatan 
dua regu 

d) langganan : 

1) latihan pagi hari 	10 meja 
empat kali latihan 1 bulan 

2) latihan sore hari 10 meja 
empat kali latihan 1 bulan 

e) setiap pemakaian AC 

f) setiap pemakaian den2an men2- 2u- 
nakan lampu dikenakan biaya 
tambahan 

Rp 50.000,00/4 jam 

Rp 20.000,00/2 jam 

Rp 15.000,00/4 jam 
Rp 25.000,00/4 jam 

Rp 50.000,00/10 jam 

Rp 30.000,00/6 jam 

Rp 30.000,00/4 jam 

Rp 40.000,00/4 jam 

1?.p 

Rp 15.00fl.0fl/2 jam 



11. tennis indoor (raibond ice) : 

a) induk oraanisasi olah raga 

1) latihan paai/siana 
2) latihan sore/malam 

3) pertandin2an 

Rp 22.500,00/1apanana/2 
Rp 45.000,00/1apanaan/1  jam 

Rp 60.000,00/apanaan/' j9.m 

b) sekolah/perguruan t inggi: 

1) latihan paai/siana 	Rp 20.000,00/1apnao 
	, 

2) latihan sore/malam 	Rp 40.000.00/.. 

3) pertandinaan 	Rp 

c) masyarakat/instansi/umum 

1) latihan pagi/siang 

2) latihan sore/malam 

3) untuk pertandingan 

d) setiap pemakaian lampu 
dikenakan biaya 

12. wisma atlit  

Rp 32.500,00/1apangan/2 jam 
Rp 65.000,00/Inpanaan/2 jam 
Rp100.000,00/1apangan/2 jam 

Rp 20.000,00/1apanaan/2 jam 

a) pelajar/mahasiswa 	Rp 5.000,00/hari/oran 

b) umum 	 Rp 10.000,00/hari/orang 

e. pemakaian stadion olahraga. 

1. stadion sepak bola : 

a) penaaunaan oleh induk 

1) 

11 

3) 

latihan pa21 dan SOYC 
pertandin2aL 
atihan s i ntag bAni 

Pp 

20,(M000'./Y 

b) sekolah/perguruan tinagi untuk 

1) latihan pa2i dan sore Rp 25.000,00/11 jam 

2) pertandinaan 	Rp 40.000,00/2 jam 

3) latihan siana hari 	Rp 15.000,00/1 	jam 

masyarakat/instansi/umum untuk : 

1) latihan paai dan sore Rp 	jam 

2) pertandingan 	Rp100.000,00/2jam 

3) latihan sian2 hari 	Rp 	jam 

d) setiap pemakaian stadion den2an 

meng2unakan 	lampu 	dikenakan 
biaya tambah:)n. 



2. 	stadion 	soft 	ball/base 	ball 	untuk 	: 

a) 	induk organisasi 	olah raga 	: 

1) latihan pagi 	dan 	sore Rp 10.000,00/2 jam 
2) pertandingan Rp 20.000,00/2 jam 
3) latihan 	siang hari Rp 5.000,00/2 jam 

b). sekolah/perguruan 	tinggi untuk 	: 

1) latihan pagi 	dan 	sore Rp 7.500,00/2 jam 
2) pertandingan Rp 15.000,00/2 jam 
3) latihan 	siang 	hari Rp 5.000,00/2 jam 

c) 	masyarakat/instansi/umum untuk 	: 

1) latihan 	pagi 	dan 	sore Rp 15.000,00/2 jr 
2) pertandingan Rp 25.000,00/2 
3) latihan 	siang 	hari Rp 5.000,00/2 jam 

d) setlap pemakaian dengan menggu-
nakan lampu dikenakan biaya tam- 
bahan 	 Rp 50.000,00/2 jam 

d. pemakaian lapangan olahraga terbuka. 

1. lapangan sepak bola : 

a) induk organisasi olah raga untuk : 

1) latihan pagi dan sore Rp 5.000,00/2 jam 
2) pertandingan 	Rp 10.000,00/2 jam 
3) latihan siang hari 	Rp 3.000,00/2 jam 

b) sekolah/perguruan tins*.ei untuk : 

1) latihan pagi dan sore 
	

Rp 4.000,00/'' 
2) pertandingan 
	

Rp 6.000,00/2 jam 
3) latihan siang hari 

	
Rp 2.000,00/2 jni 

c) masyarakat/instansi/umum untuk : 

1) latihan pagi dan sore 	Rp 10.000,00/2 jam 
2) pertandingan 	Rp 20.000,00/2 jam 
3) latihan siang hari 	Rp 5.000,00/2 jam 

lapangan Tenis. 

a) lapangan keras (hard court) : 

1) induk organisasi olah raga untuk : 

- latihan pagi/sore Rp 7.500,00/1apangan/2 jam 
- pertandingan 	Rp 10.000,00/1apangan/2 jnm 
- latihan siang hari Rp 4.000,00/1apangan/2 j;Im 



2) sekolah/perguruan tinggi untu 

- latihan pagi/sore Rp 5.000,00/1apangan/2 
- pertandingan 	Rp ".500,00/1apangan/2 jam 
- latihan siang hari Rp 3.000,00/1apangan/2 jti 

3) masyarakat/instansi/umum untuk : 

- untuk latihan pagi/sore Rp 10.000,00/1apangan/ 
2 jam 

- untuk pertandingan 	Rp 15.000,00/1apangan/ 
2 jam 

- untuk latihan siang hari Rp 5,000,00/1apngan/ 
jam 

b) lapangan tenis gravel : 

1) induk organisasi olah raga : 

- untuk laribin pagi/sore Rp IC n 

- untuk pertandingan 
	

n(y ; flo/ 

- untuk 

2) sekolab/pergurun tIngg! 

- untuk latihan pagi/sore Rp 7.500,00/1apangan/ 
2 jam 

- untuk pertandin2an 	Rp 10.000,00/1apangan/ 
2 jam 

- untuk latihan siang hari Rp 5.000,00/1apangan/ 
2 jam 

3) masyarakat/Instansi/umum : 

- untuk latihan pagi/sore Rp 15.000,00/1apangan/ 
2 jam 

- untuk pertandIngan 	Rp 25.000,00/1apangnj 
2 jam 

- untuk latihan siang hari Rp 5.n00,00/1apngan; 
2 jm 

c) setiap pemakaian dengan meng-
gunakan lampu dikenakan biaya 
tambahan 	 Rp 20.000,00/1pan: 

3. lapan2an hoki 

a) induk organisasi olah raga : 

1).latihan pagi/sore 

2) pertandingan 
3) latihan siang hari 

b) sekolah/perguruan tinggi 

1) Latihan pagi/sore 

2) Pertandingan 

3) Latihan siang hari  

Rp 5.000,00/2 jam 
Rp 10.000,00/2 jtfn 
Rp 2.000,00/2 jam 

Rp 4.000,00/2 jaul 

Rp 8.000,00/2 jam 
Rp 2.000,00/2 jam 



c) masyarakat/istansi/umum : 

1) latihan pagi/sore 	 .7flfl 

2) pertandingan 	Rp 
3) latihan siang hari 	Rp 

lapangan bola vo 

a) induk organisa: 01ah raga : 

1) latihan pagi/sore Rp 4.000,00/1apangani2 jam 
2) pertandingan 	Rp 6.000,00/1apangan/7 jam 
3) latihan siang hari Rp 2.000,00/1apangan/2 jam 

b) sekolah/perguruan tinggi : 

1) 1atihan pagi/sore Rp 2.000,00/1apangan/2 jam 
2) pertandingan 	Rp 4.000,00/1apangan/2 jam 
3) latihan siang hari Rp 2.000,00/1apn2an/2 jam 

c) masyarakat/instansi/umum : 

1) latihan pagi/sore Rp 	5,00n,nn/ itj n2n/2 
2) pertandingan 	Rp 	.00,n1/1pnn::an/' jn 
3) latihan siang hari Rp 3.000;nP/1.,-Iimgr.w/2 

5. lapangan bola basket 

a) induk organisas1 olnh raga : 

I) latihan pagi/sore Rp 3.000,00/1apangan/2 jam 
2) pertandingan 	Rp 5.000,00/1apangan/2 jam 
3) latihan siang hari Rp 2.000,00/1apngan/2 jam 

b) sekolah/perguruan tinggi : 

I) latihan pagi/sore Rp 2.000,00/1apangan/2 jam 
2) pertandingan 	Rp 4.000,00/1apangan/2 jam 
3) latihan siang hari Rp 1.000,00/1apangan/2 jam 

masyarakat/instansi/umum untuk : 

1) latihan pagi/sore Rp 4.000,00/1apangan/ 

jam 
2) pertandingan 	Rp 7.500,00/1apangan/ 

3) latihan siang hari Rp 2,000,00/1apangan/  

6. gelanggang balap sepeda : 

a) induk organisasi olah raga untuk 

1) latihan pa2i/sore Rp 3.000,no/2 jrn/oran2 
2) pertandingan 	Rp 15.000,00/2 jam 
3) latihan siang hari Rp 1.000,00/2 jam/orang 



b) sekolah/per2uruan tin22i untuk 

1) latihan pagi/sore Rp 2.000,00/2 jam/can2 
2) pertandin2an 	Rp 10.000,00/2 jam 
3) latihan siang hari Rp 1.000,00/2 jam/c=2 

c) masyarakat/instansi/umum untuk : 

1) latihan pagi/sore Pp 4,000,00/2 jam,./.. 

2) pertandin2an 	Rp 25.000,00/2 j2.n 

3) latihan sirAn2 hn r 	R.p  2.000,00/2 jam/orany 

track atletik 

a) induk organlsai olah ra2a untuk  

I) latihan pagi/sore Rp 15.000,00/2 jam 

2) pertandin2an 	Rp 20.000,00/2 jam 

3) latihan siang hari Rp 5.000,00/2 jam 

b) sekolah/perguruan tinggi untuk : 

1) latihan pagi/sore Rp 15.000,00/2 jam 

2) pertandingan 	Rp 20.000,00/2 jam 

3) latihan siang hari Rp 3.000,00r! jam 

c) masyarakat/instansi/umum untuk : 

1) latihan paRi/sore 	p 20.00000/2 

2) pertanding:an 	Rp 30.000.00/2 jnn 

3) latihan sian2 hari Rp rs.00no0/7 jain 

d) setiap 	ke9h-ttan 	dc.nnn 

men2gunakan lampu dikenakin 

biaya tambahan 

e) setiap pemakaian 
	

den2an 
menggunakan TARTANT dikena- 
kan biaya tambahan 
	

Rp 

S. lapangan panahan 

a) induk organisasi olah raga untuk : 

1) latihan pagi/sore 	Pp 4.000,00/2jam/oran 

2) pertandingan 	Pp S.000,00/2jam/oran2 

3) latihan ninng hari Rp 	2.000,00/1 jam/oran2 

b) skcIab,pergu.rnn ti112,2: untuk 

1) latihan pa2i/sore 	Pp 3.000,00/2jam/oran2 

2) pertandin2an 	Rp 5.000,(?0/2jam/n 

3) latihan siang hari Pp 	:.000,0fl/ljam/oran-,-. 

c) masyarakat/:ntansi/umum untuk : 

I) latihan 	Rp 5,on0,00,.—Y=/- 

2) pertandin2an 	Rp 

3) latihan sing hari Rp 2.000,00/01 



1 r r", 

e. pemakaian lokasi tempa usaha pa.Th rasI 

I. dalam gedung olahraga 	Rp IS2.00,00/M2/tahn 
2. di luar gedung olahraga 	Rp -3,(1 00,00/M2/tahun 

f. pelayanan pemeriksaan kesehatan olahraga 11311 pemerIk 
k(ndisi tubuh. 

I. atlit/olahragawan 
umum 

3. khusus pijat 
R -2 

R.p 
on(),02/onan,,: 

g. pemakaian 	gedung 1-y1~,1 

kegiatan olahraga 

I) pemakaian gedung 

a. gedung catur 

b. gedung bridge 
c. gedung tenis meja 
d. gedung bulu tangkjs 	Rp 
e. gedung basket 
f. gedung bela diri 	Rp, 
g. gedung olahraga 	Rp. 
h. stadion olahraga 	Rp. 
I. kolam renang 	 Rp, 
j. gedung Auditorium 	Rp, 
k. gedung serba guna 

r 	lannk,r19  rervicu.C4 1(-01-AANI6l 
2) pemakaian!Balai raI,:yat 

remaja th.Kecamatany 

a. standar lama 
b. standar baru 

5cc. 

fl 

fi 
(`,fifl 

Setlap 	pemakajan 
sekolah/pergurun 
sebesar 

h. pemakaian 
	

peralatan 
remaja 

I) p-:makaian 

satu unit sound system 
‘,11) satu buah meja panjang 

37) satu buah panel/sketsel 
,d/A') panggung auditorium 

satu set tape recorder 

) satu set perangkat samoln 

satu buah meja/Javel 
satu set sofa 

3,.?) satu set karpet 

satu buah kursj perneke 

Pemakajan peral 	gehrtngg,mg 
Kecamatan untuk 	nlAr. 
beriku 

olahraganya se:y 	-o 



a 

Taman Marga Satwa Ragunan 

Para2raf I 

Jenis Pelayanan dan Kewajiban 

Pasal 99 

(I) Pelayanan Taman Margasatwa Ragunan terdiri dari : 

a. tempat rekreasi Taman Marga Satwa Ragunan; 
b. pemakaian fasilitas/sarana Taman Marga Satwa Ragunan. 

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang memer1ukan pelayanan 
Taman Marga. Satwa ragunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan 
perundang-undan2an yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagai 
mana diatur dalam Peraturan Daerah ini. 

(3) Untuk mendapatkan pelayanan pemanfaatan Taman Marga Satwa 
Ragunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, oran2 
pribadi atau badan harus men2ajukan permohonan kepada Gubernw: 
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 

Paragraf 2 

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek 

Pasal 	100 

(1) Pelayanan Taman Marga Satwa Ragunan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 99 ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi. 

(2) Atas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) 
huruf a, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi 
Tempat Rekreasi dan Olah Raga. 

(3) Atas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (.1) 
huruf b, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribw.,i 
Pemakaian Kekayaan Daerah. 

Pasal 101 

(1) Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahra2a adalah oran 
pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan 
bacaimana dimaksud dalam Pasal )9 ayat (1) huruf a. 

(2) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang 
pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b. 

(3) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (I) 
pasal ini adalah Wajib Retribusi. 



Para2raf 3 

Cara Mengukur Tingkat 
Pen2gunaan Jasa 

Pasal 107. 

(1) Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olahra2a Tnrna 
Marga SaIwa Ragunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 
(2) diukur berdasarkan jumlah frekwensi masuk, jumlah oraa 
dan jenis kendaraan. 

(2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) diukur berasarkan frekwen-
si pemakaian, jam, hari, jenis pelayanan dan jumlah oran2. 

Paragraf 4 

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Taif 

Pasal 103 

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi tempat rekreasi dan 
olahraga serta fasilitas/sarana Taman Marga Satwa Ragunan sebaai-
mana dimaksud dalam Pasal 100 adalah dengan memperhatikan biaya 
investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, 	hi- 
asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/peri, )di 	yinq 
kaitan langsun£,  dengan penyediaan jasa untuk memperoleb keuntn 
yang layak sebagaimana keuntungan yanQ pantas diterima oleb 
usaha swasta sejenis sertn beropernsi seenra efiien den2n 
tasi pada harga pasar. 

Pnsal 104 

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayann 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 adalah sebagai berikut: 

a. pelayanan masuk tempat rekreasi Taman Marga Satwa Ragunan : 

1. dewasa 	 Rp. 3.000,00/orang 

2. anak-anak 	 Rp. 2.000,00/oran2 

J. rombongan pelajar/mahasiswa/panti sosial minimum 30 
dikenakan tarif 75 	dari tarif yan2 berlaku 

4. juru foto  

pemaknian fa ilitas Taman Marg:n Snisw 

1. pemakaian tempat penitipan kendaran. 

a) mobil 
	

Rp. 

b) bus/truk 	 Rp. 



ru 

Rp. T5.000,00/hari 

Rp. 100.000,00/judH 

c) sepeda motor 	 Rp. 2.000, 0/har 

d) sepeda 	 Rp. 1.000,00/ha_ 

pemakaian sarana/prasarana Taman 

a) kuda tun2gang 
	

Rp.3.000,00/oran2/sckali kelil 

b) unta tun2gang 
	

Rp. 3.000,00/oran2/seka1i kel 

c) gajah tun22an2 
	

Rp. 3.000:00/oranz/ ekall 

d) taman satwa anak-anak/pentna 

e) pang2un2 

f) 2edun2 informas 

z) sound sistem 

h) pemutaran film 

i) penyediaan satwa jinak untuk 
berfoto 	 Rp. 	1.500,00/fotc.,  

j) peturasan 
	

Rp. 

k) pemakaian lokasi/tempat 

1) untuk berdagang : 

(a) hari Minggu/Besa 
	

Rp. 

(b) hari biasa 	 Rp. 

2) untuk shootin2 : 

(a) film cerita 
	

nr,.n 

(b) film iklan 
	

Rp.1.5()0.000,00/h 

(c) film video dokumentasi 
	

Rp. 	500.000,00/har 

(d) film video keluar2a 
	

Rp. 	150.000,00/hari 

Bagian Keenam 

Kebersihan Lin2kunzan 

Paragraf I 

Jenis Pelayanan dan Kewajiban 

Pasal 105 

(1) Pelayanan kebersihan I i n2kun2an terdiri dafi: 

a. penganzkutan sampah perumahan/rumah 
b. pen2angkutan sampah toko dan sejenisnya; 



c. penan£kutan 
d. penankutan sampaj-: 	dari 

laborator1mm; 
e. pen2ankutan sampah 	loL:1H 	- 	"E• 
f. penyediaan 1okasi P€!ifi 	fl/jL 	Is; 	i i..ampah 
g. penyediaan lokasi PembuanQan/pcnolahan 

(LIPAB); 
h. penyedotan kakus/tangki septikten2; 
i. pemakaian toilet berjalan. 

(2) Setiap 	orang pribadi atam 	bann 	ang m.-.,ndgpatn 
memerlukan 	pelayanan 	1,:bersihan 	1in£,kun2an 
dimaksud pada ayat (I) pasal 111.1 harus 

sesuai den2an peraturan perundan2-undanan 
memenuhi kewajiban ,5 	ainani r."1.:Itur dalam 
ini. 

(3) Untuk mendapatkan pelayanan keb2r,.:lhan 
ayat 	(I) 	par:-1 

ditnjuk. 

Obyek, Gt)1. 

Pas] 10C 

(1) Pelayanan 	kebersihan 

ayat (1) adalah obyek yung diknakan retrbJs:. 

(2) Atas pe1ayanan sebagiamana dimaksud dalam.  Pasal 	ayat 
huruf 	a, b, c, d, c dan g dipungut 	Petr:1busl Jstire 
den2an nama Retribusi Persampahan/Kebersil-:ar. 

(3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dala 	r, 

huruf h, dipun2ut Retribusi Jasa 
Penyedotan Kakus. 

(4) Atas 	pelayanan 

Pemakalan Kekayaan 

huruf 1, dipun2-.ut 	Jasa 	: 

10 _ 

(1) Subyek Retribusi Persampahan/Kcbcrs 	• 
atau Badan yang menikmaH 
dalam Pasal 105 ayat (I) 

(2) Subyek Retribusi 
Fadan 	yang menikmLItI :»L.I2ynnn 
Pasal 10:T", ay3t (I 

(3) Subyck Retribusi Pemakaian Kckayl,:in 

di atau Badan ynng menunakan/mcnIkmat.i 
dimaksud dalam Pasal 105 	ayat (1) huruf j. 

(4) Subyek Retribusi seba:-2- imaa dimaksue' 
(3) pasal ini adalah Waj1b 



SS 

Paragraf 3 

Cara Mengukur Tingkat 
Penggunaan Jasa 

Pasal 108 

(1) Tingkat penggunaan jasa persampahan/kebeTsihan 	s&aaaaimana 
dimaksud • dalam Pasal 106 ayat (2) 	diukur berdasarkan 	ra 
bangunan, volume sampah dan janaka waktu pelayanan. 

(2) Tingkat 	penggunaan jasa penyedotan kakus sebagaimana 	makud 
dalam Pasal 106 ayat (3) diukur berdasarkan volume penyedotan. 

(3) Tingkat 	penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah fasilitas 

kebersihan 	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) 
diukur berdasarkan jumlah toilet dan jangka waktu pemakaian. 

Paragraf 4 

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif 

Pasal 109 

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif rc.tribu5i 
kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat L.2) 

adalah dengan memperhatikan biaya pengumpulan sampah, 	bLiya 

pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biaya pem=n11-
an/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembun2- 
an akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan 

	
masyarr- 

kat serta aspek keadilan. 

(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi penyedtan kakus 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) a,lalah 	dengan 

memperhatikan biaya penyedotan, biaya -pambuangan, biaya pena-
adaan dan perawatan, biaya rut1n/periodik yang berkaitan lana-
sung dengan penyediaan .;asa, biaya administrasi umum yang mcn-
dukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak 
sebagaimaAa keuntungan yang pantas diterima oleh 	penausahn 

swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orient-

si pada harga pasar. 

(3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekaya- 
an Daerah fasilitas kebersihan sebagaimana dimaksud 	dalam 

Pasal 106 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya investaa 
biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi 
biaya rutin/periodik yang berkaitan lanasuna dengan penyediaan 

jasa, biaya admi.nistrasi umum yang mendukuna penyediaan jaaa, 
bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak 
mana keuntungan yang pantas diterima oleh penausaha 	swaa 

sejenis serta beroperasi secara efisien dengan oflentAsi 
har2a pasar. 



Pasal 110 

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanaA 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 adalah sebazal berikut: 

a. pengangkutan sampah perumahan/rumah tinzgal 

1. luas bangunan s.d. 70 M2 Rp. 1.500,00/bulan 
luas bangunan 71 M2 s.(1. 	150 M2 Rp. 3.000,00/bulan 

J . luas banzunan 151 M2 s.d. 	'250 M2 Rp. 4.500,00/bulan 
4.  luas bangunan 251 M2 s.d. 	300 M2 Rp. 6.000,00/bulan 
5.  luas banzunan 301 M2 keatas, Rp.10.000,00/bulan 

b. pengangkutan sampah toko,warung fflakan; 
apotik, benakel, bioskop, tempat hibu-
ran lainya, penjahlt/konpeksi, salon, 
barbershop, panti pijat, bola sodok, 
binatu dan lain - lain. 

1. kecil (volume sampah sampai denzan 
0,50 M3/bulan) 

2. sedang (vol. sampah 0,51 M3 s.d 
0,75 M3/bulan) 

3. besar (volume sampah 0,76 M3 s.d. 
1 M3 /bulan) 

4. Pengangkutan sampah Melebihi 1 
M3/bulan dikenakan biaya 

Rp. 5.000,00/bulaa 

Rp. 7.500,00/bulan 

Rp.10.000,00/bulan 

Rp. 10.000,00/M3/bulan 

c. pengangkutan sampah minimum 2.5 M3 dari 
lokasi 	Industri, 	Pusat Pertokoan / 
Plaza, Perkantoran, Pasar Swalayan, 
Motel, Hotel, Penginapan, Taman Hiburan 
/ Rekreasi, 	Rumah 	Makan / Restoran, 
Perbengkelan dll. 	 Rp.15.000,00 / 

d. pengangkutan sampah Rumah Sakit, 
Poliklinik, dan Laboratorium 
minimum 1,00 m3/bulan. 	Rp.10.000,00/bulan 

e. pengangkutan sampah dari lokasi 
pedagang kaki lima 	 Rp. 5.000,00/M3 

f. penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan 
Akhir Sampah (LPA) yanz disediakan 
oleh Pemerintah Daerah. 	Rp. 5.000,00/M3 

penyediaan Lokasi Instalasi Pengolahan Air 
Buangan/Tinja (LIPAB). 	Rp. 5.000,00/M3 

h. penyedotan kakus/tangki septiktenz- 
minimum 2 M3 
	 . 20.000,00/M3 

i. pemakaian toilet berjalan 	Rp.325.000,0C/toilt/a 



o 

Bagian Ketujuh 

Pemakaman Umum 

Paraaraf 1 

Jenis Pelayanan dan Kewajiban 

Pasal 	111 

(1) Pelayanan pemakaman umum terdiri dari : 

a. pemakaian tempat pemakaman; 
b. pemakaian peralatan perawatan jenazah; 
c. pemakaian kendaraan jenazah dan kelengkapannya. 

(2) Setiap orang pribadi atau badan ..yang memerlukan pelayanan 
pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 
harus memenuhi ketentuan teknis sesuai denaan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban 
bagaimana diatur dalam Peraturan Daerah in. 

(3) Untuk mendapatkan pelayanan 	pemaka.nan umu 
dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi harus nwn.-
jukan permohonan secara tertulis kepada Cubernur Kepal 
Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 

Para2raf 2 

Obyek, Golonaan, Nama dan Subyek 

Pasal 112 

(1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (I) 
adalah obyek yang dikenakan retribusi. 

(2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) 
huruf a dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribui 

Pemakaman dan Pengabuan Jenazah. 

(3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) 
huruf b dan c dipungut Retribusi Jasa Usaha denaan nama 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

Pasal 113 

(1) Subyek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazab 
adalah orang pribadi atau badan yang men22unakan atau 

pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 
(1) huruf a. 

(2) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 	adalah 
pribadi atau badan yang meng2unakan atau menikmati pelayanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (I) huruf b dan c. 

(3) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan (2) 

pasal ini adalah Wajib Retribusi. 



Para2raf 3 

Cara Mengukur Tingkat 
Penggunaan Jasa 

Pasal 114 

(1) Tingkat pen2gunaan jasa pemakaman dan pengabuan jenazah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) diukur bea-

dasarkan. klasifikasi blok tempat pemakaman dan jangka waktu 

sewa tempat pemakaman. 

(I) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 112 ayat 	(3) 	diukur berdasarkan jarak 

tempuh, waktu dan jumlah pemakaian. 

Para2raf 

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif 

Pasal 115 

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa pemakaman 
dan pengabuan jenazah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 112 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investa-
si, biaya perawatan jenazah, biaya pencauburan, biaya pem-
bakaran/pengabuan, biaya operasional dan pemeliharaan, kenifini-

puan masyarakat serta aspek keadilan. 

(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian ka-
kayaan Daerah seba2aimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (. 
adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya peaawata 
pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutlu 
periodik yang berkaitan langsung den2an penyadinaa jasa. 

biaya administrasi umum yan2 mendukun2 penyadiaan jasa, 
pinjaman untuk memperoleh keuntungan yan2 layak saba2aimaaa 
keuntun2an yan2 pantas diterima oleh pen2usaha svastn sajan.• 
serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada har2a 

pasar. 

Pasal 116 

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayana -1 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 adalah seba2ai berikut : 

a. pemakaian tempat pemakaman. 

1. sewa tanah makam untuk jangka waktu 3 tahun adalah : 

a)  
b)  
c)  
d)  
e)  
f)  

g)  
h)  
i)  

blok AA 
blok A 
blok 
blok 
blok 
blok 
blok 
blok 
blok 

A.I 
A.II 
A.I 
A.IT 
A.III 
A.IV 
A.V 
A.VI 
A.VIT 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Pp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

100.000,00 
S0,000,00 
60.000,00 
40.000,00 
20.000,00 
10.000,00 
6.000,00 
4.000,00 

0,00 



tanah makam rump2,n2a.. 
dari 

af a pasal ini. 

perpanjangan sewa -tanah makam adalab : 

a) ti2a tahun pertama 50 	(lima puluh persen) dari 	1)J- - 
nya retribusi blok tanah makam yang bersangkutan; 

b) ti2a tahun kedua dan seterusnya 100 	(seratus persen) 
dari besarnya retribusi blok tanah makam yang bersangkut-
an; 

c) perpanjangan sewa tanah makam sebagaimana dimaks 
huruf a dan b, an2ka 3 pasa1 ini diajukan palln2 
(tiga) tahun setelah sewa tanah makam berakhir dan 
tidak diperpanjan2 setelah lewat jan2ka waktu 
tahun dapat di2unakan untuk pemakaman 

b. pemakaian peralatan perawatan jenazab Rr. 

c. pemakaian kendaraan jenazah dan 

1) untuk dalam kota 	Rp. 	50.000,00/ekaH paka 
2) untuk luar kota 	Pp. 	1.500,00/k11 

Ba2ian Kedelapan 

Perumahan 

Para2raf 1 

Jenis Pelayanan dan Kewajiban 

Pasal 117 

(1) Pelayanan perumahan adalah pemakaian rumah sU.LII ae(1e 1 na 

(2) Setiap orang pribadi ntau badan yang 	memerluk"nn 	pc 
perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) r:ti 	:fl: 
memenuhi persyaratan sesuai den2an perann 	, 
undancan 	yang berlaku 	dan memenubi 	:.: e,,,,-  - ' •knn  
diatur dalam Peraturan Daerh' 

(3) Untuk mendapatkan pe: 
(2) Pasal ini, oran£-
permohonan secara tertulis kepada rThbrnu.r.  
atau pejabat yang ditunjuk. 

Paragraf 2 

Obyek, Golon2an, Nama dan Subyek 

Pasal 113 

(1) Pelayanan 	perumaban sebagaimana dimaksud 
	

I 

ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribu. 



(2) Atas pelayanan sebaznimana dimksud pn1 	yiu 
dipun2ut Petribusi Jas,a Usaha den2,:in nama 
an Kekayaan Daerah. 

(1) Subyek 	Retribusi Pemakai;,,n 
pribadi atau badan 

seba2aimann dimaksud dalm Pasn 	1 fl an t(1. 

(2) Suby&,-. Rtribus 
ini adalah Wajib Retribus;. 

padi aya,_ 

Paragraf 3 

Cara Men2ukur Tin2kat 

Pen2gunaan Jasa 

Pasal 120 

Tin2kat penagunaan jasa pemakaian kekayaan Daarah 
dimaksud 	dalam Pasal 113 diukur berdasarka 
waktu pemakaian. 

ParaQraf 

Prinslp Penetapan, Struktul- 	T 

IThsal 121 

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pernak2ian keli:.y. • 
Daerah fasilitas perumahan seba2aimana dimaksud dala,:! 
ayat (2) adnlah den2an memperhatikan hiaya inve,,ta•,i,  
watan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asu -ranaH :  
rutin/periodik yang berkaitan 1an2sun2 den2an 	unyediaan .,-  
biaya administrasi umum yang mendukunP: penyediaan jasa, 

pinjaman untuk memperoleh keuntun2an yang layak sebagaimana ',aa_a:-
tungan yang pantas diterima oleh pengusaha swastn sejens, 
beroperasi secara efisien den2an orientasi pada harga pasar. 

Pasal 1" 

Struktur dan besarnya tarif retribui. 
d -imaksud dalam Pasal 117 ayat 	i 	adalah 

a. pemakian rumah susun 
21 

I. lantai 	i-, 
,-, 	lantai 	II 
3. lantal III 	 Pp. 
4. lantai 	IV 	 Pp. 
5: lanti 	V 	 Fp. 
6. lantai dasar untuk usaha 	Pp. 



b. pemakaian rumah susun e.derhana di Tambcra TV 

1. lantai 	T 	 Rp. 104.000,00/"..:, u'n 

	

-, lantai II 	 Rp. 96.00C,00/buan 
3. lantai III 	 Pp. S2.000.00/bulan 
4. lantai 	IV 	 R. 	1,000,flO/bn!an 
5. lantai 	V 	 Rp, -2.000,00/':,un 
6. Iantai dasar untuk usaha 	Rp.  

c. pemakaian rumah susun sedi?rhana di T[uaba 

1) Type 18 

a. lantai 
e. lantai 
c. lantai TIT 
d. lantal 	IV 
e . lantai dasar untuk 

7) Type 1 1 

a. lantai 	I 	 Rp. 
b. lantai II 	 Rp. 
c. lantai III 	 Rp. 
d. lantai 	IV 	 Rp. 
e . lantai dasar untuk usaha 	T-:›J2. 

d. pemakaian rumah susun 	 di Famhoy 

1) Type 18 

a.  
b. lantai 11 
c. lantai III 
d. lantai 	IV 
e . lantai dasar untuk asaha 

2) Type 21 

a. lantai 
b. lantai 	11 
c. lantai ITI 
d. lantai IV 
e , lantai dasar untuk usaha 

6 	 • 	, 



F 	peng (t.4„.flu duvl  ke,w,Wit,41,a 
(3) Untuk mendapatkan pelayanan katatakotaanlaamaaa 	k —  

pada ayat (2) pasal ini, oran2 pribadi atau badan 	a 
ajukan permohonan secara tertulis kapada 
Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 

persetujuan prinsip penyesuaian cencana paruntukaa taaa". 

;f3j persetujuan prinsip penyesuainn Kcefi siea Lanta iBanaaa. a 
( KLB ) dan Ke. t inggian P aunan ; 

ilgPersetujuan Prinsip Pembebasan T.okasi/Tanhar. 

zin Penunjuka,-1 Pan,i2aaaaa 
»ma. hisram 	_ 

b. Pelayanan pengawasan Pembangunan Kota adalah : 
1) Pengawasan pembangunan; 
2) Pengawasan bangunan tambahan; 
3) Pengawasan bangunan. 

diatur dalam Peraturan Daerah inl. 

ain Paut 

Ketatakotaan Ja.m Nr1m4u) khampvuth Kci-n 

Para2raf ) 

Jenis Palayanan dan 'Kewajiban 

Pasal 
Itsuictukrrt£4/4 	 kff-f-n 

(I) PeIavanan ketataotaarirterdiri daa:, 
perol'am cuiN 	kotic 	hwv 

#.;‹ .1) 	ricetkan peta tL 	s k_ t at ak0 t 	fl ; 

',2ipen2ukuran situasi tanah; 

falijKaaian2an Rencana Kota KR}Z) 

,JRencana Tata Letak Ban2unan (RTLB); 

/Sjpematokan untuk panatapaa renLaina 

,fy survey dan perencanaan trace jaluraja'a, 
atau utilitas; 

,91penataan perpetakan pada jalur jalan utama dan jal, 
sekunder; 



Paragraf 2 

Obyek, Golongan, Xama, Subyek 

Pasal 1 1 4 
1)e [16WJA$ 	INA heUt tAAA 4,(4 (Lottl 

(1) Pelayanan ketatakotaan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1).adalah obyek yang dikenakan retribusi. 

(2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122. ay: 
huruf a

t 

 dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retrihusl 
Penggan ian Biaya Cetak Petn, 

ou.N5k." I 

(3) Atns pe nyanan sebn.qaimnna dimksud dalam Pasn1 123 aya 

- 

huruf

i 

 b s.d.i dipungut retribusi Retribusi Perizinan Tertentu 
dengEn nama Retribusi 	Izin Mendirikan Bangunan. 

al gi 8-v4  hurui- k, 
(4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) 

huruf j dnn k dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan 
namaI Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. 

°I.A 10  8-A% 19 
Pasal 125 

(1) Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang 
pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (I) huruf 	9. 

(2) Subyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam rangka izin 
mendirikan bangunan adalah orang pribadi atau badan yan 
Qunakan atau menikmati pelayanan seba£,aimana dimaksud 
Pasal 123 ayat (1) huruf, b sampai denRan I. 

4A,\31*‘.. 	oto,AA kuruf 
(3) Subyek Retribusi Izin Peruntukan Tanah adalah orang 

atau badan yang menwunakan atau menikmati pelayannn sea,? 
mana dimaksud pada rasal 123 ayat (1) huruf j dan k. 

I, 3a&lo) 9-Km 11), 

(4) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 	(2) dan 
(3) pasal ini adalah Wajib Retribusi. 

Paragraf 3 

Cara Mengukur Tingkat 
Penggunaan Jasa 

Pasal 126 

(1) Tingkat penggunaan jasa penggantian biayn 
dimaksud dnlam Pasal 1 1 4 ayat (")) 	diukur 
ukuran dan jumlah peta. 

(2) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan serta tz.m 
peruntukan penggunaan tanah sebagaim'ana dimaksud dalam Pasal 
124 ayat (3) dan (4), untuk pelayanan ketatakotaan diukur ber-
dasarkan luas tanah, klasifikasi jalan dan jenis peruntukan serta 
untuk pelayanan pengawasan pembangunan kota diukur berda-
sarkan kelompok bangunan, jenis bangunan, luas bangunan dan 
panjang, luas saluran penghantar dari bangunan-bangunan. 



Para2raf 

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif 

Pasal 1 27 

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pen22anti3,n 
biaya cetak peta seba2aimana dimaksud 	dalam Pasal 124 nynt 
(2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya cetak 
peta, biaya survei, biaya pengukuran/pematokan dan kamamp,ian 
masyarakat serta aspek kendilan. 

(2) Prinsip Penetapan tarf 	retribusi 	izin 	 - 
serta izin peruntukan 	tanah 	 , 
dalam Pasal 124 ayat (3) dan  (')  adalah dengan 
biaya survey, biaya pengukucan dan pematokan, 	biaya 
tasi, biaya pen2ecekan, binya pemetann, biny per-uj• 
sip pembebasan lahan dan lokasi, biaya pemberian i 	n aaaa 
an tanah, biaya keteran2an rencana kota, biaya rencana 
letak bangunan, biaya penataan perpetakan, blaya peranaa.• 
koefisien dasar ban2unan, luas ban2unan, 	1eting2ian bana2a• .1 

<5 . 	(KDB, KLB dan KTBL de=in 
f/ (3) Prinsip pendapan tafif Retribusi lzin Mendifikan Bangunan 

Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) adalah 
dengan memperhatikan biaya pengecekan, biaya penguktuan, 
biaya pemetaan, bir. ya transportasi dalant rangka pengawasmt 
dan pengendahan dan biaya pengadaan tanda pengawasan. 

a. pencetaKan peta tematis !aetatakotaan; 

1. skala 1 : 1.000 minimal dengan ukuran 20 cm x 35 cm (kerta- 
folio) dikenakan retribusi Rp. 1.000,00 	lembar. 
Untuk peta/gambar yan2 lebih besar dinflai dengan ukuraa 
kelipatan kertas folio: 

skala 1 : 5.000 dengan ukuran 20 cm x 35 cm diken,-Akn 
busi Rp. 15.000,00 / lembar. 

3. peta situasi terukur tanah yan2 talah ditabhkan  
dengan satm tahmn, atas permintaan pemohon ::n2 --.Am,, ,i,,... 
dicetak ulang dengan dikenakan pengantian 1-:-; 	' -..:a. 
peta situasi menurut huruf a anQka 1 dan 2 	pn,,AI 
ditambah biaya legalisasi sebesar 10 	dari tarif pan:LJ 
tersebut pada huruf b pasal ini sesuai luasnya; 

,. peta situasi .terukur tanah yan2 telah diterbitkan 	lab'h 
dari satu tahun, atas permintaan p2mohon yang sama darYlt 
dicetak ulang dengan dikenakan biaya penggantian pencetakaa 
peta 	situasi menurut huruf a angka 1 dan 	1 _ pasal in 
ditambah biaya le2alisasi 25 	dari tarif pen2ukurn 
menurut huruf b pasal ini sesuai luasnya; 

5. peta situasi terukur tanah yan2 telah diterbitkan ichib is: i  
lima tahun, harus diproses baru dengan dikenakan bi sya 100 'T 
dari tarif pengukuran menurut huruf b pasal ini. 

-:tna 	di- 



b. pengukuran situasi tanah : 

I. luas sampai dengan 

2. luas lebih dari 100 

3. luas lebih dari 200 

4. luas lebih dari 300 

5. luas lebih dari 400 

6. luas lebih dari 500 

100 	m? Rp. 	30.000,00 

s.d. 200 	tn2 Rp. 	40.000,00 

s.d. 300 m2 Rp. 	50.000,00 

s.d. 400 m^' Rp. 	60.000,00 

s.d. 500 m7 Rp. 	70.000,00 

s.d. 1.000 	m2 Rp.100.000,00 

7. luas lebih dari 1.000 m2, 	dikenakan 
retribusi sebesar Rp. 100.000,00 di- 
tambah setiap kelebihan kelipatan 
luas sampai dengan 1.000 m2 dikenakan Rp.150.000,00 

S. pengukuran waterpass 	Rp.300.000,00/km panjmY 

9. pengukuran counter/c2aris tinggi 
dengan interval beda tinggi maxi-
mum 0,5 meter, tiap 100 m2 di- 
kenakan 
	

Rp. 30.000,00 

10. pengukuran opname jalan, saluran 
jembatan dan jaringan utilitas 
dikenakan retribusi setiap m2 	Rp. 	100,00 

c. keterangan rencana kota: 

1. untuk 	setiap jenis peruntukan tanah rinci 	dikenakan 
tarif sebagaimana tercantum dalam Tabel I Peraturan 
Daerah ini. 

TABEL I 	• : TARIF RETRIBUSI KETERANGAN REYCA:\:A KOTA 

No. Jenis 
Peruntukan 
Tanah Rinci 

Luas 
Tanah 
(m2) 

Tarif Kelebihan 	LIIS 

	

Kolom 	(3) 

	

Berlaku 	Tqrf 

1 ,) , 
3 4 

-r 
z 

1. 

, 	
-, _. 

3.  

4.  

wisma sangat 
kecil 	(wsk) 

wisma kecil 
(wkc) 

wisma sedan2 
(wsd) 

wisma besar 
(wbs) 

< 60 

60 	s.d 
< 200 

200 	s.d 
< 400 

400 	s.d 
< 	500 

Rp2.000,00 

Rp5.000,00 

Rp10.000,00 

Rp10.000,00 

per 	unit 	hunin 

per 	unit 	hunian 

per unit 	hunian 

kelipatan 	pen,Th 
dari 	500 m2 



flat wisma 

(wfl) 

wisma susun 

(wsn) 

wisma susun 
taman (wst) 

wisma kantor 
(wkt) 

wisma dagang 

(wdg) 

wisma taman 

(wtm) 

karya pemerin-
tahan (kpm) 

karya perwaki-
lan ne2ara 

asin2 (kpa) 

karya kantor/ 
jasa (kkt) 

karya perdac2a- 
n2an (kpd) 

karya industri 
(kin) 

karya perguda- 

ngan (kp.2) 

karya umum 

taman (kut) 

mar2a jalan 
(mj1) 

mar2a jalan 

kereta api 

(mik) 

20. 	suka parkir 

(spk) ban2una 

suka terminai 
taman (stn) 

suka pendid'..-
kan (spd) 

2.000 Rp10.000,00, 

n 	n 

Rp. 15.000,0 

Rp20.000, 

Rp20 	000,00 

P.p15.000, 	, 

Rp20.000,00 

3c.nco.n 

kf.H 	, 

.M1H.2 	nOfl 

,lari 	1.000 

kelpatAn 
dari 	100 

kelipatan 

dari 	100 

dar 	1.000 

1.000 

< 	100 

< 	100 

> 500 

1.000 

500 

< 	100 Rp30.000, 	, 

< 	100 Rp30.000,00 
nn 

1.000 Rp40.000,00 	1ciapa 
(.-H 	1.00^- 

1.000 Rp40.000,00 Kt..ip.,,,,11 	. 

ciari 	1.000 	i 

1.000 Rp30.000,00 kelipatan 
dar 	I.(-)fl 

Rp 	0,00 

Rp 

1.000 	r,P 

2.500 	PPln 	" 

r 

6. 

S. 

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

15. 

1 



1 

suka sosial 
ibadah (ssi) 

suka sosial 	200 
	 g. 1 

kesehauan (ssk 

suka sosial 	400 	Rp .onn
)fi. , 

budaya (ssb) , 

suka pelay! 	.!.nn 	,-., T  
ufflum (spu) 

suka rekreasi 
olahraga (sro) 

penyempurna 
fas. umum(pfu) 

penyempurna 
hijau rekrea-

si/olah ra2a 

(phr) 

Rp15 n 0,0n 
1, fifl ̂ , 

Rplo.000,no kelipaton p - 
dari 1.000 rh2 

Rp10.000,00 kelipatri 
dar: 1.nn 

penyempurna 
hijau taman 
(pht) 

penyempurna 
hijau makam 

(phm) 

1 4. 

:6, 

2S. 

19 . 

30.  

31.  

1 

34. 

1.000 

1.000 

1.000 

Rp 	0,00 

Rp 	0-,00 

penyempurna 
hijau umum 

(phu) 

penyempurna 
saluran air/ 
waduk (psw) 

penyempurna 
tegangan 

(ptt) 

untuk permohonan ulang keteranan renean 
diterbitkan kuranq atau sampai dens,an satu 

mintaan pemohon yang sama, dikc.nakan retr: 

dari tarif tersebut pacin Tabel T 	dean 

untukanny-a tanpa penukurn ke lapanar  

untuk permobonan 	 rencn 

hitkan leblh dari 	t:tfi (Aamp:A 

permintaan pemohon yan2. ama, 

25 	dari tarif tebutk. 

denan jenis 



• 

, 

, 

4. untuk permohonan 
,.1iterbitkan le b h • 	tahun. 	s 
mana permohonan 	r'ik,2nakan 
100 	sesuai denc..ral • 	pa,Th T 
sesuai den£tan jenis 

5. Untuk permohonan 

ang-ka 2;  3 dnn 4 paso1 

perubaban pada saat ,1"t 
kota terdahulu, 

sesuai rencana kota yong baru. 

'd, rencana t.ata letak .banqnnan 

1. untuk jenis peruntul- m 
perdawanan 	Karya kantor/j 
.:L11 (Kpd); Karya 

Karyo umum taman (Ku: 	I 
direncanakan 	samp,..H 	inp 

"Pn 1-0,M-M,CP . 	. 

apabila 1.ias lantai 
1.00 m2, inaka berlku. 
100 

-., untuk jenis peruntukan tanah rinci tViiia 
kecil/Deret 	(Wsk/D). 	Wisma 	kecil/fleret 	(Wk,--_. /1. --') 
s,2dang- /Deret (Wsd/D), Wisma susun (Wsn,. lYi....... 
(Wf1), Wisma taman (Wtm), Wismn susun:al.,:,,-, (Ws) ato 
p a r k i r 	( S p k ) 	d a 1 a m 	b e n t u ,i : 	,. o a n -.? u n an 	d ,,, •--, ,': n 	1  

bangunan yan2 direneaakan sampai denn't;. ', nn.'  
kan retribusi Rp 30,000,00. 

luas lantai 	yon‹,-2. 
1 00 m2, maka berlaku tarif 
100 1h7, 

peruntut.. 

(51.n), 

den2a 
100 -!iT, 

11.19 
IflO 	1 r1aku 
1.00 

uotuk jenis peruntir 
Penyempurna hijau 	- 
bangunan yanQ 

retribusi sebesar irj  2-00," 

apabi 1 a luas 1 ant 

100 ml, maka berlaku 	-'' • 
1.00 m"'; 

5. penyesua:an 

ru, 



e. 

cetak ulang rencana 
-.. 	.eha2Jtaan,,..! 
	 r 

ini; 

Untuk tata letak 
dengan 	memperhatkaa 	pelatakan/pnempataa 
bidang bangun-bangun.....n rak1amc aehagai berIt : 

a) Jalur jalam utama Rp. 250.000,00/m2 
b) Jalur jalan mtama 	II Rp. 22,000,00/m7  
c) Jalur jalan utama 	III Rp. 200.000,00/m2 
d) Jalur jalan skundar I Pp. 125.000,00/m1  
e) Jalur jalan skundar TT Pp. 100,000,00/m2 
f) Jalur jalan skunder III Rp, 75.000,00/m' 
g) Jalur jalan skunder IV Rp. 50.000,00/m2 

pematokan untuk penerapan rcncana : 

1• untuk jenis peruntuhan 

dikenakan retribusi Pp. 

2. untuk jenis peruntukan 

kan retrlbusi Rp. 

3, untuk jenis perunataT:aa 

dikenakan retribusi Rp. -'0,0C0,0C/2flit/k. 

4. untuk jenis peruntman tanah rinci WIsma besar 	Vb 
luas tanahnya sampai 	dengan 500 m2 dikenakan 
sebesar Rp. 30.000,00 /unit/kaveling/petak, 

apabila luas tanahnya 1eb1h dari. 500 m2 berlaku tarif retri-
busi sebesar kelipatan penuh dari 500 m2 ; 

5. untuk jenis peruntukan tanah rinci Wisffia taman (Wtm) 
Wisma susun taman (Wst) yang luas tanahnya sampai •  
1.000 m2 dikenakan retribusi 	sebesar Rpa2, 0.000,00 jun't/ 
kaveling/petak. 

apabila luas tanahnya lebih dari 	1.000 m2 
retribusi sebesar kelipatan penuh dar1 1.fl00 m2 

6. untuk jenis peruntukn 

Wisma flat yang luas tanahnya 
retribusi sebesar Pp. ,o,o(m,cm. 

tanahny 	200 
E•ebesar k,ilipatan pcaub Jci ""'("M 

hr.ini.innriva lebih dari juml.Th keipatan 

±etrihns sebear 

untuk jenis peruntukan tanah rinci Wismn 
per(lagangan (Wdg), Karya pemerint!than 
an 	negara 	asing (Kpa), 	Karyn 	kantorij c. sa 	(Kht:), 
perdagangan (Kpd), yan2 luas tanahnya sampa1 	2PC: 
dikenakan retribusi sebesar Rp. 40.000,00. 



apabila luas tanahnya lebiL dar:. 'OC r,2 

sebesar kelipatan penuh dari 1 00 m", 

bancrunannya lebIL 
maLa ber:aLu ta.Hf 

ban2unan; 

untuL jenIs peruntuhAn Ka:ye 

langan. 	 e.neeH 

dikenakan retribus.: en 

apabila luas tanahnya lehIL d 	'."0fl m." 	. 

busi sebesar kelipatan penuh dari 
jumlah unit ban2unannya 	lebLh besar JATi 

	
'."-. 	L 

penuh tanahnya, maka berlaku tarif retriby 

Rp. 80.000,00/ unit bangunan; 

q. untuk jenis peruntukan tanah rinci Karya umum taman 

dan Karya perda2an2an taman (Kpt) yan2 luas tanabnya 

dengan 2.500 ml dikenakan retrIbusi 	bescn 	Rp.100,000 

npabiln luas tanahnyn lehih dari 1.500 ml 

busi sebesar kelipatan penuh dar 	500 	dnn 

jumlah unit ban2unannya lebib b‘sar d -tr' 

peneh tanabnya, mnk- 	t 	'he •  
Rp. 100.000,00/ unit It‘aunal: 

10. untuk jenis peruntuka tannh 

bentuk ban2unan, ya 	luas tnnabny 

dikenakan retribusi sebesar F.p, (1.fl00,00 . 

apabila luas tanahnya 	1.00q m2 

si sebesar kelipatan penuh dari 1.000 m2, 

unIt ban2unannya 	lebIh besar dari 	jumlah 
tanahnya, maka berlatel tarif retribu 
unit ban2unan; 

11. untuk jenIs peruntukan tanah rinel SuLn pend:d:Lau 
/ 

Suka sosial ibadah (Ssi), Suka Sosial heehat.au  

Suka sosial budaya (Ssb), yr,2 	tannhnya sa-r:!pa: 

1,00 ml dIekanakan - etribusi sebesar Rp. 29.q00,q0 . 

apabila luas tanahnya Johlh dar; 1 .500 m' 

busi sebesar kelipatan penuL 	 .epah.- 

jumlah unit bangunannya 1eb -;11 besa: daH 	mIhaL 	I. 	. _ 

penuh tanahnya, 	maka berlaku tnr if 	r2 : 

Fp. 20.000,00/unit hangunan; 

12. untuk jenis peruntukau teu.ah 

yang luasnya tanahuya sampal ,.1en2a1-1 fY..) 

sebesar Rp. 10.000,00. 

- 

apabila luas tanahnyn ebIb darI 	500 fi2 

sebesar kelipatan peuuh dari 500 m?, dau 

bangunannya lebih besar dari jumlah kelpntan peuub teu 
nya, maka berlaku tarif retribusi sebesnr Rp. 

bangunan; 



13. untuk jenis peruntukan tanah rinci 	Jereasii pL-h 
(Sro), Yang luas tanahnya sampal den2an 1.000 m2 dikenakan 
retribusi sebesar Rp. 30.000,00. 

apabila luas tanahnya leblh dari 1.000 m2 dikenakan 

sebesar kelipatan penuh dari 1.000 mp, dan 

unit bangunannya lebih besar dari jumlah kelipatan 

tanahnya, maka berlaku tarif retribusi sebesar Rp 3o.0nn,n1t 
unit bangunan; 

14. untuk jenis peruntukan tanab rine i 	uka 
luasnya tanahnya ianj..iderlq3n 	1112 
sebesar Rp. Iso.000 ; on, 
apabila luas tanahnya 1 . 	i 	i.i 	j)nr 

si• sebesar kelipatan penub dari 	,non 
unit 1an2mnannya lebib 

tanahnya, maka 	aatr: 	, 

/unit bangunan; 

15. untuk jenis peruntul 	i.anah :inei 1-- .2nyemun  
umum (Pfu), Penyempurna hijau rekreasi/oah ra2a (:M2' 
Penyempurna 	hijau taman (Pht), Penyempurna 	'aijau ffll:,*. 
(Phm), Penyempurnaan hijau umum (Phu), Penyempurna 	saill.. 
waduk (Psw), Penyempurna 	tegangan ting2i (Ptt), yan2 lua 
tanahnya sampai dengan 1.000 m2 dikenakan retribusi 	seba-a,d 
Rp. 20.000,00. 

apabila luas tanahnya lebih dari 1.000 rn2 1kr.:nLan - et1H:u• 
si sebesar kelipatan penuh dari 1.000 m'-'; 

15. untuk permohonan pematokan jalur jalan 

lokaillingkungan), jalur jarin2an saluran 
jaivr utilitas ( ducting system 
dan pematokan jalur jembta.n 

sebesar Rp. 200,00/meter den2an penenan 
sebesar Rp. 150.000,0C; 

1T". untu'r: jembatan, 	 .... 
200.000,00/buah[Jn t ; 

lg. khusus untuk permohonan pematokan den2an 
beton dikenakan pun2utan sehesar Rp. 

f. survey dan perencanaan trace jalur jalan, jemhatan:  
atau utilitas. 

1 perencanaan trace jalur jalan, dikenakan retribas: 
	

H 
berikut : 

a) lebar < 10 m 	 Rp. 150,00/mater 
b) lebar 10 s.d. 20 m 	Pp. 1:-5,00/meter paaj 
c) lebar .20 s.d. 30 nu 	Rp. 200,C0/mtaa 
d) lebar > 30 m 	 Rp. 

perencanaan trace jembatan/underpasj 
Uly-over/pass sebesar 
	

•-• 



h. persetujuan .prInsip penyesuaHr ren,:an 

. besarnya retribusl 
'rencana peruntukan 

" denan reneana kota 
bar2a tanah sesuai 	 ' 
tabel NJOP yan, 	 . 

dikalikan den.2- an 
lama ke peruntukan 	baru 
Peraturan Daerah 

• 

TABEL II : INDEX (N) UNTUK DISPENSASI PENYESUAIAY PJ:N= pr==:: 
TANAH RINCI. 

No.  
Peruntukan La 	 Peruntukan 

I 

I 	
3 

i,••• 
• 

1 	Karya Perkantoran/Ka.. •. Karya 	•' 
ya Perdagangan (Kkt/ 	 7 
Kpd) 

Pergudangan 	 (T-..kt./1 • d)// 

Karya Pernerinta'han; 
Kar y a Pak i 1 un A. 	 ------- 
(Kpn/Kpa) 

(Kkt/WJg) 

(Wf..n1 

Wisma taman/W.Lsm:a 
Wtn/Wst) 

..1 

if 	I .5 
(Wsk/Wke/W-.• ,"ne 

Karya industr/Karya  

, 

rya umum taman (Kut) 

1 — - — - - - - 	 — 

WIsma kantor/Wisma perdag:anani 
(Wkt/Wdg) 

Wf.1) 



! 	
.. 	

! 
i 

4. 	Wisma Kantor/Wisma Per Karya Industr (Kin) 
	

! 

1a2angan (Wkt/Wd2) 

Karya Pe'.- ).tantrT,!Karya 
zanzan (KLt/Kpd) 

Karya umum taman K-ut) 

Wisma susun/Wisma fat Karya Indus t r• 
(Wsn/Wfl) 

Karyn Perkantc.ran/K 
c.Inzan (Kkt/Kpd) 

Karya Umum Taman 	"ut) 

Wisma Kanter/Wi mn Perdngan2an 
(Wkt/Wdg) 

6. Wisma sangat kecil/Ws- Karya Indus ri (Kin) 
ma besar (Wsk/Wkc/Wsd/ Karya Per!-  ntoran/Kar,n 
Wbs) 	 7,anznn ("Itt/Kpd) 

Karya :mum Taman (Kut) 

5 	a t 	 P 	rl 
t 	) 

Wisma Susun/Wi 
Wfl) 

Wisma susun taman/W 	Karya Umum Tamn!-. 
ma taman (Wst/Wtm 

S. Wisma susun taman Wisma taman (Wt 

9. Wisma taman (Wtm) Wisma susun aman 
(Wst) 

1 1 Suka PL kir/suka pendi 
dikan uka sosial kese 
hata /suka rekreasi/ 
su 	olah raga/suka so 
( k/Spd/Ssk/Sro/Ssi/ 

Karya industri (kin) 

Karya perkantoran/Karya perdall 
ganzan (Kkt/Kpd) 



r 

4. Setiap pembaruan Su 	zin Penun 

k.t. nak.in 	reisHbusi 	1.n^ 

Daerh ini 

-7 , Set- S.ap perpanjanan S',:rat Izin F.:._,,,',.:::.. .. ',-....._:........•. -:.- 

yan,7 habis masa be..,. - ':;-1',..:y2 (--!-:, 	. . ,. 	. 	. 

Tabel TIT Peraturan l'')..-:- .,': 	. 

penyempurnann 	su 

(SIPPT) 	akibat T.“'Hnya 	 .•:' 

mana tercantum dalam 	Izin 

(SIPPT) dikenakan retribusi 	in 

Daerah ini; 

7. Setiap penyempurnaan 	Surat Izin Penunjukan Penq?run 

(SIPPT) sebagai akibat adanya penambahan 	taf:k 

tercantum dalam Surat Izin Penunjukan Pengan 	y- 

dikenakan retribusi seua 	denan pertamb 	 • '• 

Pasal 129 
Untuk menghitung besarnya retribusi atas pelayanan dimaksud dalam 
Pasal 123 huruf a angka 7), 8), 9) dan 11) Peraturan Daerah ini 
ditetapkan kategori untuk penggunaan komersial 1 (satu), non komersial 
1/2  (setengah) dikalikan dengan besarnya retribusi masing-masing jenis 

r. 	 pelayanan. 
urUt 

Terhadap 	aya nr.ln j 

aya t 	( I ; 	t ur an 

uii it/sEi 	rja 	Peme r 
-I 	• 

Setiap 
r5kan P=zunan r!-=; 

harus 

(3) 	 pela: 

ini, 	pfibad', 
C.11••• 	

1 -, 

_ 



m. Wajib Retribusi adalah oran2 pribadi atau badan yang menurat 
peraturan perundang-undan2an retribusi diwajibkan untuk mela- 
kukan pembayaran retribusi, 	termasuk pemungut atnu pamot()n 
retribusi tertentu; 

n. Pemungutan adalah suatu ran2kaian ke2iatan mulai dari penah-
punan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya 
retribusi yang terutan sampai kegiatan pena2ihan 
kepada Wajlb Retribusi serta pengawasan penyetorannya: 

o. Surat Ketetapan Retribusi Daarah yang selanjunya •.H!a2a. 
SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya vetfHh 
si yang terutang; 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambaban y.in•alaaja 
disin2kat SKRD Tambahan adalah 

	

surat kaputuaaa 	maaaa 
kan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan: 

q. Surat 	Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya 
disingkat SKRD Jabatan adalah surat ketetapan retribuai 
Daerah yang 	ditetapkan karena jabatan 	seba2ai 	akiba 
tidak menyampaikan permohonan. 

r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutaya 
disin2kat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kra(r 
retribusi lebih besar dari pada retribusi 	yang 	terutana 
tidak seharusnya terutan2; 

s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang 	selanjutnya 	dia' 
STRD adalah surat untuk melakukan ta2ihan retribusi 	dan 
sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; 

t. Pemeriksaan adalah seran2kaian kegiatan untuk meneari, 

pulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya da 
ran2ka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajban ratfi 
berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daarah, 

u. Penyidikan tindak pidann dibidan2 retribusi adalah seran2kaia 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pe2awai Ne2eri 	Sipi 
yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk meneari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat teran2 tinda's: 
pidana di bidan2 retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan 
tersan2kanya. 

BAB IT 

GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI 

Pasal 

(1) Golongan dan jenis retribusi dalam Peraturan naerah ia, 
adalah: 

a. Retribusi Jasa Umum terdiri dari : 
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan: 
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebe 



, • abye".:. 

 

Pasal 132 

.1L) Pelayanan penzawasa.n pmkb4ns21-444---k.Qt„ 	s,,b2gaimar2 difsaLs-u'..1 	' 

Pasal 131 ayat (1) adalah. obyek retribusi. 

(2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, di .ungt 

Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Me diriFan 
Bangunan. 

Pasal 133 

(1) Subyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adal 	orang prib 

atau badan yang menggunakan atau menikmati pe ayanan 

dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1). 

(2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
Wajib Retribusi. 

Paragraf 

Cara Menauku 
Penggun (11 

P sal 134 

Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan•  sebagaimana dimaksu 

dalam Pasal 132 diukur be asarkan kelompok bangunan, jenis bangunar, 
koefisien dasar bangunan koefisien luas bangunan dan koefisien ka-

tinggian bangunan. 

Paragraf 4 

nsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tnrif 

Pasal 135 

Prinsip an sasaran penetapan tarif retribusi 	Izin Mendirikan 

sebaga mana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) adalah dengan memparhat 
bia3. pengecekan, biaya pengukuran, biaya pemetaan, 	1 -)aya 

›M,11AinSkm 
pevi6avlur,,un 

Struktur dan besarnya tarif retribusi terlqadap pelayanan' 	' 

dimaksud dalam Pasal,>31 adalah sebagai berikut : 
23 olaii-0.3 kuruf b 

a. pelayanan pengawasan pembangunan. 
1) untuk bangunan 	rmmah tinggal dikenakan 	retribusi Pengawasan 

Pembanaunan berdasarkan 	luas bangunan dikalikan 	dengan har2- 

satuan retribusi permeter persegi, sebagaimana tercantv;, 	siaia 

Tabel I Peraturan Daerah ini. 

Pasal • 131 



TABEL I : 

Jenis Bangunan 
Luas Bangunan 	(LB) 

0<LB<I00m' 100m2=LB<2001n2 	LB 	> 

perumahan kecil 
a. rumah kecil 
b. rumah sederhana 
c 	.Wkc 	(T/D) 

Rp400,00/m2 RP 
' . 0 0fl 

perumahan sedang 
a. rumah sedang 
b. wisma 	s.d.2 	lt. 

c. Wsd 	(T/D) 
d. Wtm dengan KDB 

5 	- 20 % 

Rp.3.000,00/m2 Rp 	3.000,00/m2 Rp.5.000,C0/ 

perumahan besar 
- Wbs 

Rp5.000,00/m2 Rp 	5.000,00/m2 

Rumah susun sedcr- 

hana 	(RSS) 	: 

Rp 	400,00/m2 

untuk bangunan 	sosial 	usaha 	atau 	bangunan 	be-:- s - 

dikenakan 	retribusi 	pengawasan 	pemban2.unan 	be:- 

bangunan 	dikalikan 	denEran 	har2a 	satuan 	retribusi 

segi 	sebagaimana 	tercantum dalam Tabel 	11 	Peralun 

TABEL 	II. 

2) 

Kelompok Bangunan Jenis Bangunan No. 

3 

bangunan sosial ) tempat ibadah 

b) bukan tempat 
ibadah 

Rp.  

Pp. 3.,Y)0 

bangunan usaha 	industri/per(2.1, - 

dan2an. 

perdagangan/per 

jumla I 
< 4 1an.:11, 

f 



1 , , 
_ 

, , 

2) 4 	lantai 
jumlah 	lantai 

< 	S 	lantai 

3) jumlah 	lantai 

Rp.12.000, 

> 	S 	lantai Rp.15.000, 

3. bangunan bersifat 
sementara 

a) 	bedeng kerja Rp. 	5,000, 

b) direksi 	keet 

c) gudang bahan 

RP. 	5.00, 

banunan. . 	5 

00/m' 

00/rr:' 

3) untuk bangun-bangunan dikenakan retribusi Pen2awasan 
an berdasarkan panjang bangun-banaunan dikalikan de=ln 
satuan permeter panjang atau iUflS bana-un-banaunan 	k. dengan harga satuan permeter perseci atau jumlah un1t/y, 
penghantar dari bangun-banaunan dikalikan dengan haraa fatuT 
per-unit/persaluran penahantar atau 1 ; ¶ dari biaya pembuan 
bangun-bangunan sebagaimana tercantum dalam Tabel ITT Pr2,tur 
Dnerah inl. 

TABEL III. 

Jenis Bangun - Bangunan No, 

I. pagar pekaran2an c1an tamygul/tur 

2. awning atau atap atrium (te„mbus catrIvJ1) 
atau yang 

perkerasan (tidak termasuk pelat,-Lr n-
peti kemas). 

kolam renang/kolam penaolah air/bak 
penyimpanan air. 

-gapura/gardu jaga dengan luas maksimum 
2 meter persegi. 

-selebihnya dihitung. 

pondasi mesin (diluar bangunan) 

jembatan/lift (untuk servis kendaraan) 

4.  

5.  

6.  

:`• 

Rp 1.000,/ 

Rp 4.000,00/m2 

Rp 50.000,00/unit 

Rp 5.000,00/m2 

Rp 50.000,00/ 
' 

Rp100.000,00/JH 

4,( 



RP 
Rp 

2.500,00/m2 

0,00 

11 

Rp 1.000,00/m2 

Pp 

 
0.00 

Rp5oo.onn,nn/(.,al 

van penebantal 

Pp 
pr  

5.nno,r)n, 

<", 

11.  

12.  

13.  

15.  

16.  

jembatan jalan (kompleks) 

menara bakar/cerobon2 asap ( tincgi 

maksimum 5 meter). 

menara penyimpanan air (kapasita 

maksimum 1 m3). 

menara antena dan sejenisnya 

(tinggi• maksimum 5 meter). 

a,cardu listrik, ruang trafo, dan 
panel dengan luas maksimum 10 m2 

b,selebihnya dibitun2 

a.reklame 

b.harga minimal 

monumen dalam persil(pekarangan) 

lapangan olah raca terbuka dencan 

perkerasan untuk 

a. komersialf 

b. tidak komersial 
lapangan olah raga terbuka tanpa 

perkerasan (luas efektif) untuk : 

a. komersial 

b. tidak komersial 
instalasi bahan bakar 

pelataran untuk penimbunnn peti 

kemas 

Rp 50.000,00/unit 

Rp 25.000,00/unit 

Pp 

Rp 50.000,00/unH. 

Rp100.000,00/unit 
Rp 5.000,00/m2 

1,75 	dari binyn 

pembuatan. 
Rp100.000,00/unit 

Rp 50.000,00/unit 

4) untuk bangun 
dihitung lua 
sebesar 1,75 

untuk pelaks 

seluruh 	lua 

likenakan re 
retribusi Pe 

(;) untuk pelaks 
huruf a. ang 
nyl, Seperti 
hingunan, di 

75 	dnri 

an dan b 
snya di 

dari 

anaan pe 

s lantai 

tribusi 
ngawasan 

anaan pe 
ka 5) pa 
antara 

kenakan 
biaya pe 

angun-bangunan yang tidak dapat atau sulit 
kenakan retribusi pengawasan pemban2unan 

biaya pembuatan/pembangunan. 

rbaikan bangunan lama baik sebagian atau 
bangunan tanpa perubahan struktur utama, 

Pengawasan Pembangunan sebesar 25 	dari 

Pembangunan, bangunan yang diperbaiki 

rbnikan sebagnimana dimaksmd pndn nynt (1) 
sal ini yang tidak dapat dibitung bnngunnn-
lain perubaban tampak, modernisnsi hnginn 

retribucH Pengawasnn Pembangun:In 	ebesar 

rbaiknn. 

Pengawnnn p,2m- 

hanzunan sebesar 1,75 	dari binyn pembon2karan ban2unnn. 
untUkpembongkaran bangunan dikenakan retribui 



jembatan jalan (kompleks) 

menara bakar/cerobon2 asnp ( ting2i 

maksimum 5 meter). 

menara penyimpanan nir 

maksimum 1 m3). 

menara antena (Ian --,ejenisnya 

(tinggi maksimum 5 meter). 

a.2ardu listrik, ruan2 trafo, dan 
panel dengan luns mnksimum 10 m2. 

b .selebihnya dihitun2 

1.reklame 

1 .harga minimal 

monumen dalam persil(pcknran2.an ) 

15. 	lapangan olah ra2a terbuka,den2an 

perkerasan untuk : 

a. komersial- 

b. tidak komersial 
lapangan olah raga terbuka tanpa 

perkerasan (luas efektif) untuk 

a. komersial 

b. tidak komersial 

instalasi bahan 

pelatnra'n untuk pcnimbunan pcti 

. k.ema.,, 

!n. 

Rp :7.0.nnn.nnpinit 

Rp 25.000,00/unit 

25,000,00/unit 

P 	n .non.no/unit 

Rp100.000,00/unit 

1-Z.p 5.000.00/m2 

1.T5 	dnri binyn 

pcmbuatan. 

Rp100.000,00/uni 

Rp 50.nn0,00PIni 

Rp 
	2,500.00/m2 

Rp 
	

0,00 

Rp 1 000,00/m 

Pp 	0,00 

Rp500 000,flo/snlu 

ran pen‹.2hantar. 

Pp 

untuk banzunan dan bangun-bangunan yang tidak dapat atau 3u1it 
luasnya dikenakan retribusi pengawasan 1emhan2un1n 

.. ,:esar 1,75 	
dari biaya pcmhuatan/pcmhangunan. 

:Ituk pelaksanaan .perbaikan 	
bangunan lnmn 	bnik sebaginn 	atau 

luas lantai hangunan tanpa perubahan struktur utama, 

.11.:ennkan retribusi Pengawasan Pembnngunnn sebesar 25 
	dnri 

F2ti.
ibusi Pengawasan Pembangunan, banRunnn ynng diperbaiki. 

nfl:111.; pelaksanann perbnikan sebagnimnna dimaksmd padn lyn (1) 

1
.1!'ur a. angka 5) pasal ini yan2 lidak dapat dihitung 1112unan

- 

fly , , ‹ ,2perti antara lain perubahan tnmpak, 
	

haian 

	

dikenakan rct rihu 	
Pen2awasnn Pembangunan 

75 	dari biaya perbaikan. 

!Intuk pembongkaran bangunan dikenakan 
	Pengawnan 

sebesar 1,75 	
dari binya pemboneknran ban_ 21.111111 



( ting?» 

jemhntnn jalnn_(1mple1.-s) 

mennra bakar/cerobon 

mnksimum 5 meter). 

menarn penyimpannn niv 

mnksimum 1 m3). 

mennun antenn dnn syjynisnyn 

(linggi maksimum 5 weker). 

n..unrdu listrik, runng trnfo, dnn 

pnnel dengan luns mnk ,..imum 10 m2. 	
Rp100.0n0,oniunit 

b,elebihnyn 	1 i li j ii;i 	
j j t 	5,0nn,00/m2 

' 

1• "5 	":. 	ln i. 	jt; 	:k 

P(2MhUrlI:In. 

RPInO.Onn,Onill ni!  
1.reklnme 

b,harsIn minimn1 

monumen dalam per:il(peknrnng.nn) 

lnpangan olah rng,n lerbnkn,dengnn 

perkernsan untuk : 

n. komersia'f 

h. lidnk komersinl 
lapangan olah ingn terbukn innpn 

perkernsan (luns efektif) untuk 

01111'1 	i 

h tidnk komeiHni 

instalnsi bnhnn 

pc...1nt_nunn un1n1 pr.'.nimhnnnn 

• 

Ri 50 . nnn.nn/nni !  

F:p 

Pp n,n0 

1:p Lonn,n()/m.'. 

1::p00. 00n. n,  

unn un,„;11;InLii. 

l'p 

1 "1  

I ., 

1 

nntuk banzunan dan bnngun-hnngunnn ynng tidnk dnpnt ntnu -,n1;
1  

1)itung luasnyn dikennknn retribus1 pengnwl‹:nn pembnnunln 

:',e:nr 1,75 	
dari binyn pembuntnn/pembnngunnn. 

-ntuk 

 

1)c1nksnnnan yerhnil;nn 	
bnngunnn lnmn 	

bnik sebnginn 	ntnu 

—.11.11-
uh luas lantai hnngunnn tnnpn peruhahnn struktur utlmn. 

11-,nnknn retribusi Pengnwn-;nn l''emblognnnn ;,:hr 25
,  ":. dnri 

iHh1.1! rt211g3WEISM1 Pemhnngunnn, bnng.unnn ynng diperbni!
. i 

,.t pelnksnnnnn perhni1-.nn --“shnnimnnn 1imn1-.nd p;1,1 
	r.-.;' (1; 

, !':!- 1. nngkn 5) pnsnl ini ynng lid11: dnpnl dihilnn!.... 

 

,,yur1i nntnun lnin pevnhnhnn Inmpnl:. ~dyrni.:i-.; 1:1.:iill 
• 

 
.,,,,;nn, dikenakan rellihn'H l'i.:11.1,\1nn Prliihlnnn.in 

	.1 

dlri binyn perbniknn. 

1
111, pembongknran hangonnn dil--.unfil:.nn relrihn.,1 rynunn.,nn U,'in-

ny!Innn schesnr 1,75 "I dnri hinyn pcmhong1-,nrnn hnngnnln. 



- Perurnahan Kecil 
- Perumahan Sedan 
- Perumahan Besar. 

F 	Koefisien Pemanfataan Iebih = F1 X F2 
F1 	Koefisian Jenis Kelonggaran. 
F2 	Koefisien Jenis Bangunan untuk: 

- Bangunan Rumah Tinggal, yaitu : 

Tabel IV. 
~14~R:0114- 4-9,~ 
NOMOP 	7 TAI IUN 1991--~13 DIKENAKAN 
RETRIBUI PENGAVVASAN TAMBP4-1AN (RPT) 

2 
SIFAT 

3 

a. Tidak menwnutti jarak behas (--Pasat-74-s.d 	77 
efen-Pesal 	79 d 86). 

b. Luas tanah yang dikuasal belunt sesuai luas satuan 
kavling/syarat rninimum luas setiap jenis peruntuk-
an tanah -(f-esaI-4r-a-defr. 

- Bangunan Sosial bukan tempat lbadah. 
- Bangunan Usaha. 
- Bangunan bersifat sementara. 
- Bangunan yang dintohon tersendiri. 
- Perbaikan/perubahan untuk sernua jenis bangunan. 

F2 = 1 
F2 = 2 

= 3 
F2 = 2 

F2 = 
F2 = 1 
F2 = 1 

I ZIN 

PERSAYARAT Af I 
4 

Bangunan tanah harus 
diseuaikatt menu.rut ren-
cana kota dan peraturan 
rnendirikan bangunan di-
tempat itu. 

BanganahlBagiari 
unan harus dibongawl 
harus dises aaikah aien, 
rut rencana kata da 
raturan rnendirikan 
urfan ditempat itu. 

Persyaratan Iclern I dan 
II di atas. 

Catatan : 

- 	Tidak sesuai perpetakan tanah mengakibatkan pe- 
rnecahanlpenyatuan satuan kavling< -asal 18, 50). 

- 	Tidak rnemenuhi persyaratan khusus (PoacII 21, 
.2-7-}a• 

lzin bersyarat 

Izin sernentara 
beriangka 

Izin bersyarat 
atau 

Izin sementara 

URAIAN / 
KELOMPOK 

1.  

2.  

3.  

b. pelayanan pengawasan bangunan tambahan. 

1 ) untuk pemanfaatan lebih atas kelonggaran dari segi teknis tertentu dapat dibenkan 
yang bersifat bersyarat, sementara dan sementara berjangka sebagatmana tercantun; 
Tabel IV Peraturan Daerah ini. 

2) untuk pernanfaatan lebih atas bangunan dan perpetakan dikenakan retribusi pengawa..:: 
an bangunan tambahan berdasarkan perbandingan luas pemanfaatan lebih atas 
longgaran dari segi teknis bangunan dan atau perpetakan (LP) dengan luas tota 
bangunan dan atau perpetakan (LT) dikahkan Retribusi Pengawasan Pernbangunan 
(RPP) dikalikan dengan koefisien pemanfaatan lebih (F) atau dengan rumus 

L. P 
R P T = --------- F 

L T 

3) untuk pemanfaatan lebih atas pelaksanaan bangunan yang dibangun sebelum 
dikenakan retribusi pengawasan bangunan tambahan berdasarkan prosentase ta. 
pembangunan dikalikan Retribusi Pengawasan Pernbangunan (RPP) clikalikan i<oef; 
pemanfaatan lebih (F) atau dengan Rumus : 

R P T = Prosentase Tahapan Pembangunan X RPP X F: 
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SAR PERHITUNGAN 
IBUSI PENGAVVASAN 
AMBAHAN (RPT). 

  

KETERAN'GAN 

 

   

5 

   

6 

    

  

LP 
x RPP X F 

LT 

LP = Luas Bangunan 1 perpetakan yang melanggar, 
LT = Luas Total BangunaniPerpetakan/Batasan Minimum 

luas tanah. 
RPP adalah RPP dalam segala aspeknya, dimana terma- 

suk pula RPP bagi unsur yartg hanya dapat dihitung 
panjangnya dan atau unitnya. 

F = Fl x F2 
Fl = 1 

    

  

LP 

 

LP = Luas Bangunan / perpetakan yang melanggar, 
LT = Luas Total Bangunan/Perpetakan. 

   

xRPP X F 

        

           

  

LT 

 

RPP adalah RPP dalam segala aspeknya, dimana tenna- 
suk pula RPP bagi unsur yang hanya dapat dihitung 
panjangnya dan atau unitnya. 

F = Fl x F2 
= 2 

    

  

LP 
x RPP X F 

LT 

LP = Luas Bangunan / perpetakan yang metanggar. 
LT = Luas Total BangunanIPemetakan. 

RPP adalah RPP ctalam segala aspeknya, dirnana terma- 
suk pula RPF bagi unsur yang hanya dapat dihitung 
panjangnya dan atau unitnya. 

F =F1 x F2 
= 1 

= % Tahapan Pemb. X 
RPP X F. 

            

            

            



4) Koefisien pemanfaatan lebih (F) sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) huruf b angka 2) dan 3) pasal ini adalah koefisien 
jenis kelon2garan (F1) dikalikan dengan koefisien jen 
bangunan (F2) yang besarnya sebagaimana tercantum dalam 
Tabel IV Peraturan Daerah ini. 

c. pelayanan pengawasan bangunan. 

retribusi pen2awasan ban2tinan seba2ai berikuz 

1) untuk rumah tinggal sebesar 5 	dari RPP; 
2) untuk bangunan sosial sebesar 10 	dari RPP; 
3) untuk bangunan industri/perQudan2an sebesnr 10 

untuk bangunan perdn.c:anzan/perkantoran suh 
RPP; 

5) untuk bangunan bersifat sementarn sebesar 
6) untuk bangun-bangunan sebesnr 5 - clnri PT). 

Pasal 

T 

T7'7-)P. 

,44141: 
(1) B*,r ke.tribusi Izin Mendirikan BanYunan 	dar 

a. Retribusi Pengawasan Pemban2unan (RPP); 

b. Retribusi Pengawasan Ban2unan Tambahan (RPBT) bal yaL 
dikenakan; 

c. Retribusi Pengawasan Ban2unan (RPB); 

(2) 	Besar 	retribusi 	Izin Mendirikan Ban2unan 	seba2aimana 	dimaksul 
pada 	ayat 	(1) 	Pasal 	ini 	dikenakan 	sekurang-kufannyn 

a. 	bangunan perumahan 

T 1) perumahan 	keei] 	= 	Rp. 
2) perumahan 	sedanz 	= 	Rp. 	r)r-` 

perumahan 	besar 

b. 	bangunan 	sosial 

1) 	tempat 	ibadah = Rp. 

c. 

2) 	bukan 	tempat 	ibadah 

bangunan usaha 

= Rp. 100.0 	00 

I) 	industri 	/ pergudangan = Rp. 150.000,00 
2) 	perdagan2an / perkantoran = Rp. 200.000,00 

d.  

e.  

bangunan 	sementara 

ban2un-bangunan yan2 dimohonkan 

= Rp. 50.000,00 

tersendirl = Rp. 50.')00,00 

- 



Ba2ian 

Lain Lintas dan An2kutan Jalan 

Para2raf 1 

Jenis pelayanan dan Kewajiban 

Pasal 	133 

(1) Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan terdiri dar : 

a. izin trayek; 
b. pengujian kendaraan bermotor; 
c. pemakaian terminal penumpan2 mobil bus dan terminal mobil 

barang; 
d. pemakaian fasilitas lainnya diterminal penumpang mobil 

bus; 
e. pemakaian fasilitas terminal mobil barang; 
f. pemakaian pangkalan taksi; 
g. pemakaian fasilitas tempat untuk kendaraan antar jeffiput 

dalam areal terminal; 
h. pemakaian pangkalan mobil baran2; 
i. pemakaian pangkalan Kajen IV; 
j. pemakaian mobil derek; 
k. pemakaian pool kendaraan; 
1. pemakaian tempat pencuclan kendaraan bermotor 

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan 	pelayanan 
lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai 	dengaa 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhl 
kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. 

(3) Untuk mendapatkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, 	orang pribadi 
atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada 
Gubernur KepaIa Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 

Paragraf 2 

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek 

Pasal 	131.1 

(1) Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud 
dalam 	Pasal 	ayat (1) adalah obyek 	yang dikenakan 
retribusi. 	133 

J33 
(2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal >v8 ayat (1) 

huruf a dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama 
Retribusi Izin Trayek. 

133 
(3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 	ayat (1) 

huruf b dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi 
Pengujian Kendaraan Bermotor. 



133 
(4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 	ayat 

huruf c, d, e, f, g, b, dan I dipungut 	Retrlusl 
Usaha den2an nama Retribusi Terminal. 

/33 (5) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalaffi Pasal 	1.?1 
(I) huruf j, k, dan 1, dipunzut Retribus.i 
nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

Pasal 
	

135- 

(1) Subyek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi at, 
badan yang men22unakan atau menikmati pelayanan 
bagaimana dimaksud.dalam Pasal ,!.-3-,!› ayat (I) huruf a. 

1- 133 
(2) Subyek Retribusi Penwujian Kendaraan BefM0tOr 	adalah 0:ang 

pribadi atau badan yang men2gunakan atau menikmati pelayanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 	ayat (I) huruf b. 

1- 133 
(3) Subyek 	Retribusi 	Terminal 	adalah 	orang pribadi atab 

badan yang men2gunakan atau menikmati pelayanan aebawaiffiana 
dimaksud dalam Pasal 1..:3- ayat (1) huruf c, d, e, f, 
dan i. 	L 133 

(4) Subyek Retribusi Pemalaian Kekayaan Daerab idAlab 
pribadi atau badan yang men22unakan atau menlkmati 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal>3<'') ayat (I) huruf j, 	dan 
1. 	 jl.33 

(5) Subyek Retribusi sebawaimana dimaksud pada ayat 
dan (4) pasal ini adn]ab Wajib Retribusi. 

(1), 	(2), 

Para£raf 3 

Cara Men2ukur Tingkat 
Peng2unaan Jasa 

134 
(1) Tingkat pengkiriaan jasa izin trayek sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal .12'9 ayat (2) diukur berdasarkan jenis kendaram, 
jumlah kendaraan dan janwka waktu. 

(2) Tingkat penw2unaan jasa penjian kendar 	bermotur s. 
mana dimaksud dalam Pasal 	ayat (3) 
jenis kendaraan, jumlah.kendaraan 

/3.4,  

3) TinakaF pen2unaan jasa trminal 
Pasal/W1 ayat (4) diukuf 	 n' 
daraan, jumlab kendaran dan jar, 

/31-1 
(4) Tingkat pengaunaan jas, pemak 

dimak6ud dalam Pasa 1 /k2 ayt 
kendaraan, jumlah 

Pasal lekT 13‘ 



Para2raf 4 

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif 

Pasa 1 

13i 
(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pe gujian ke:-.- 

daraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 	' ayat (3) 
adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeriksa-
an emisi gas buang, biaya pemeriksaan lampu-lampu, perlenak 
an dan peralatan lainnya, biaya penaetokan, nomcr uji, 	bia., 
tanda uji dan sezel, biaya pembuatan dan pemasanzan tanda stri 
ping, biaya operasional dan pemeliharaan dan kemampuan masy-
rakat serta aspek keadilan. 

1.34 /- 
m (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Terinal 	s- e 

bagaimana dimaksud dalam Pasal 1,3-9' ayat (4) adalah dengan mem 
perhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, 
biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, 
biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyedia-
an jasa, biaya administrasi umum yang mendukunz penyediaan 
jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana ke-
untungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, 
serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga 
pasar. 

(4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retri si pemakaian ke-
kayaan Daerah fasilitas/sarana lalu linta angkutan jalan dan 
terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 	ayat (5) adalah 
dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeli-
haraan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/perio-
dik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya 
administrasi .umum yang mendukung penyediaan jasa, bunga pin-
jaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana ke-
untungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, 
serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada har2.a 
pasar. 

Pasal J.43" I3 

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal,p1; adalah sebagai berikut 

/33 
a. izin trayek angkutan : 

1. mobil bus'besar 
	

Rp. 100.000,00/kendaraan/tahun 

2. mobil bus sedang 
	

Rp. 75.000,00/kendaraan/tahun 

3. mobil bus kecil 
	

Rp. 	50.000,00/kendaraan/tahun 

tr,  

13.1 
(1) Prinsip dan sasaran penetapan tcrif retribusi 	izin trayek 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 	ayat (2) adalah dengan 
memperhatikan biaya survei, biaya transportasi dalam ransk 
pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan. 



b. pengujian kendaraan hc.tu: 

1. mobil barang, mobil Bus dan 
kendaraan khusus : 	4n.nnn,n^/ 

2. kereta tempel/gandengan 	Rp. :.000,00/1:o:-“Than 

3. mobil penumpang umum 	Rp. 	30.000,00/kondaraan 

4. kendaraan jenis keempat/kon- 
daraan bermotor roda tiga 	Rp. 	15.000,00/kendaraan 

5. pengujian uiarlg atas keputusan hasil uji yang dinyat 
tidak lulus uji tidak dipungut retribusi pengujian 
raan bermotor. 

6. apabila hasil penuj(In scba.:Qaiana 

dinyatakan tetap Ydnk 
untuk pengujian u1nn an 
baru. 

	

c. pemakaian terminal penumung cb I b1.1 dan 	. 

barang, 

I. mobil bus antar kota 

a) mobil bus non 	 • : 

b) mobil bus ekonomi (bus lambat) Rp 
	

500,(10/kendaraa/ 

mobil bus dalam kota di terminal penumpan 

a) mobil bus besar 	 Rp 	1 ,00/1:-.end,/ 

b) mobil bus tingkatRandeng/tempel 	Rp 
sekali rr=k 

c) mobil bus sedang 	 Rp 

d) mobil bus kecil 	 Rp 

	

3. masuk pelataran di tcrminal mobil baran 	: 

a) truck, traktor tanpa 
kereta tempelan 

b) .1.- ronton 
c) randengan 
d) kereta 
o) light truck 
f) truck kecil/pic 

1 .000,00/-,cka 
- 	nnn 

Pp 

Rp 1,00es1Y 

tompat monginap di torminal mobil barafF! 

a) truck, traktor tanpa 
k:2reta 	Rp 2.000,00/kend/1/ffilai-n 

b) tronton 	Rp 2.000,00/kend/hari/ma1am 

c) gandengan 	Rp 2.000,00/kond/hai/malam 

d) kereta 	Rp 2.000,00/kenr;fml= 

e) light truck 	Rp 1.000,00/n1/k 

f) truck kecil/pick up Rp 	1.000,00/kend/b/mm 



r  kios, pe+urots04(, kk,e4- icap!,is 	1-(•eilifts -ter(nina,C 4o6.1.c 
d. pemakaian i fasilitas lainnya di terminal penumpanz irtiiu 

1. kios pedagan2 makanan/minuman, majalah/ 
koran di Terminal Bus Antar Kota. 	Rp i5C.()00.00/iH  

M2/buian. 

kios pedagan2 makanan/minuman, majalah 
/koran di Terminal Bus Dalam Kota yang 
berdampingan denzan Terminal Bus Antar 
Kota dan pool bus. 

3. kios pedagana makananiminuman, maalah/ 
koran di Teripinal Bus Dalam Kota 

klrai(H , 

. •.')0(3 	; 

Up :5.000,00/ki 
5 M2/bu1an. 

4. peturasan di terminal bus antar kota/ 	Rp 300.00/oran2 
dalam kota. 

5. pemakaian loket karcis 
kendaraan bus antar kota 

erAckica-j(kh -"taSd14-0-5 412r r+dnA1 ctld-rtr-  k--01-rt 

e. pemakaian fasilitas terminal mobil barana. 

Rp 50.000,00/Perusa 
haan Otobus/bulan 
12.1) 	,2.00 )00/orcukl 

1. penginapan kru 
2. penyimpanan baran2 
3. ruana kantor 

4. peturasan  

Rp 2.000,00/orang/haf 
Rp 	15,00//har', 
Rp 1.50.000.00/1-5m2P.L : 

setiap kelebihan 
RP 	300,00».-)ran 

f. pemakaian pangkalan taksi 
	

Rp 5.000.00/k2nd/ 
g. pemakaian fasilitas tempat untuk 

kendaraan antar jemput dalam areal 
terminal 
	

Rp. 1.000.00/1:end/_. 
h. pemakaian pangkalan mobil barang 

1. truck, tracktor tanpa kereta 
	

Rp 1.000,00/kendaraan/sekA 
mang.kal 

2. tronton 
	

Rp 1.000,00/kendaraan/seka 
mangkal 

3. zandengan 
	

Rp 1.000,00/kendaraan/seka 
mangkal 

4. kereta 
	

Rp 1.000,00/kendaraan/seka 
man£,,kal.  

5. light truck 
	

Rp 	500,00/kendaraan/seka; 
mangkal 

6. truck kecil/pick up 
	

Rp 	500,00/kendaraan/sekaL 
man.czkal 

i. pemakaian pangkalan Kajen IV 
	

Rp 4.000.00/kend./bulan 

j. pemakaian mobil derek atas permintaan pemllik kendaran 

1. mobil penumpang ( Sedan, Jeep,Stwa2on), mobil baiang 
up, mobil Box, Light Truk) dan 
kecil (mikrolet, APK, dan sejenisnya) : 

a) sampai denzan 10 kilo meter 	Rp 20.00(1,00/kendaua 

b) 10 kilo meter s.d. 20 kilo meter Rp 35.000.00/kenJalaaL 
c) untuk pemakaian lebih dari 20 

kilo meter dikenakan tambahan 
setiap 5 kilo meter berikutnya 	Rp 10.000,00/kenWliaa 



2. mobil bus (bus mikro, bus besar, bus tinakat, bus tempe 
dan mobil barang (truk, kereta penarik, tempelan/gandengan, 
kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus) : 

a) sampai dengan 10 kilo meter 	Rp 45.000,00/kendaraan 

b) 10 kilo meter s.d. 20 kilo meter Rp 30.000,00/kendaraan 

c) untuk pemakaian setiap daeri 20 
kilometer dikenakan tambahan 
setiap 5 kilo meter berikutnya 

3. pen2inapan dan penyimpanan kendaraan 
yang diderek 

k. pemakaian pool kendaraan : 

I. mobil bus : 

Rp 20.000,00/kendarann 

Rp 10,fl0O 00/11arY 
kendaraan 

a) bus besar 
	

Rp !,500,0d/b,:t: 
b) bus sedana 
	

Rp 1.000,00/kencl/bar 
c) bus kecil 
	

Rp 	500,00/kend/bari 

2. mobil antar jemput 
	

Rp 1.000,00/kend/hari 

1. 	pemakaian 	tempat 	pencucian kendaraan bermotor 	: 

1. 	mobil 	barang 	: 

a) truck 	tangki, 	pick 	up, 	bestel 

wagon, 	traktor, 	kend.khusus Rp. 5.000,00/kendaraan 
b) kereta tempel/gandengan Rp. 3.500,00/kendaran 

2. mobil 	bus besar dan m0bil 
bus sedang Pp. ',0flr,r!fl 

3. mobil 	penumpang umum, 	mobil 
bus kecil 	dan kojen 	V  

m. terhndap setiap -keterl=bnta,T1 fl1212Cf -,: 

pengujian kendaraan sebagAiffl.Ana 
pasal ini dikenakan tambahan retribusi 

keterlambatan 1 hari sampai dengan I bulan 	ririkiri 
dari retribusi yana bersnnakutan. 

2. keterlambatan lebih I bulan 	uprii denaan 3 bulan 

dikenakan 100 	dari JTetribusi yana bersangkutan 

3. keterlambatan leblh (.1.ari 	3 bulan dikenakan 200 °7:. tlari 
ret:Tibusi yana 



Ba2ian 	 
KellOVk 

Perparkiran 

Parazraf 1 

Jenis Pelayanan dan Kewajiban 

Pasal ;4< 133 

(1) Pelayanan perparkiran terdiri dari : 

pemakaian tempat parkir tepi 	jalan umum; 
b.  pemakaian tempat parkir di lin2kun2an 	parkir; 
c.  Pemakaian tempat parkir di pelataran parkir; 
d.  Pemakaian tempat parkir di Qedung parkir. 

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang memeriukan pelayanan 
perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 
harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundan9.- 
undangan 	yang berlaku dan memenuhl kewajlban seba2aiman 
diatur dalam Peraturan Daerah ini. 

(3) Untuk mendapatkan pelayanan perparkiran seba2aimana dimaksu,:, 
pada ayat (2) pasal 	ini, oianjj pribadi atau badan nulu 
mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah atau 
pejabat yang ditunjuk. 

Paragraf 2 

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek 

Pasal j:1-3 1 •40  
33 

(1) Pelayanan perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal >4.-4 
ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi. 

J 33 
(2) Atas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 	ayat (1) 

huruf a dan b, dipungUt retribusi Jasa Umum dengan nama 
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. 

135 
(3) Atas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,44 ayat 

huruf c dan d, dipun2ut retribusi Jasa Usaha dengan nama 
Retribusi Tempat Khusus Parkir. 

Pasal 	/41  

(1) Subyek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah oran2 
pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 1>14 ayat (1) huruf a. 

1-135 



(2) Subyek Retribusi Pemakalan Pe1ataran/Lin2kun2an Parkif 

Pemerintah Daerah dan Pemakaian Cedun2 

Pemerintah Daerah adalah oran2 pribadi 
m(,n 	lt 	.11\ 	 i 	 , . 

Id.,d1 ) „1,4-1 	(I) hUlul 
13.9  

(3) Subyek Retribusi 	d:L,akd 
pasal ini adalah Wajih PnetrM)ui. 

.D 

, naan 

P 	;-1 I 	1,1 '2. 

r /H(t)  
(1) Tingkat peng2unaan j+ 	arkir di tepi jalan umum scbc;g 

dimaksud dalam Pasa111,› ayat (2) diukur berdasarkan 2olc,L 
jalan, jenis kendaraan dan jan2ka waktu park:r. 

1410 
(2) Tin2kat pen2gunaan r3 

/ 	

masa teprit khusus pal-kir sel-a-.= 
k masud dalam Pasal 2.5. ,::iya.l. (3; diukur Lerdasal'kan 	* f  

tempat parklr, intens/Y1: ',Tallat=, ',T..--. 	, 

parkir dan jangka wak. 	 r. 

, 

/10 

(1) FIli-,Y1 JaT, sasaraa 1..., ::, 11:. 	 ., 
jalan umum sebaQaiwIna cliwtksu 	d a ;aa 	 r.1 
ada]ah Jengan Ilikper'Harl l. a;a 1:),L, 	• 
parkir, biaya pen2aw-a-,au/penRendaa;. 	,...._ 

1 
pemeliharaan dan kemampuaa :.,. ,, yH'...-.1.t 	':_,st a -:i..,-i:  

frio 

i r  

(2) Prinsp dan sasaran u,_ n - pan tal- if retrii- us 	'.::::(!pat 
parkir seba2aimana dimaksud dalam Pasal ;.... 	.2,at (3)  
denzan memperhatikan blaya investas1, biaya p,L,:rawatan/ -
haradn, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran hunga ',:) .i.1 
jaman, biaya rutin/per....odlk yan2 berkaitan 	lan: d., 
penyediaan jdsa, biaya adm'inistral umum yafl 	:,_un.:_-,. 	.. 
nyediaan jasa untuk memperoleh keuntun2an yan 	I[ly 	..-..., . 
mana keuntungan yan2 1-;aaas ditc:1- iiila 	cl,A1,,c...au., 	- ,.,. • 
sejenis, serta beroperas 	secara efisien (-1 	-.:-.-,.. 	

. 

pada har2a pasar, 

(1) Struktur dan besarnya Tarif 

	

dalaai Pasal l 	ayat (I) 

	

I- 	I 3 
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1.  
Truk, 

dan sej2nis-
nya. 

c. 	 n n 

_ 

T=pat parkir di 1 	=rin pnrk: - 

- 

P:LL 
• 

1

2. Bus, Tkuk, 
dan 

J. Sepda motoi- 

  

Rp1.1,Cn,Y:s. 	jr:.2rt •  
! 

jain diLituno 

Rp200,00 ntL 	satu kali 
i?Jurkir 

   



Pelataran Parkir 

Intensitas/Tarif 

I. Kepadatan 
Sedang & Rendah 

a. Tarif dasar 
I jam perta-
ma 

b. Tambahan 
biaya parkir 

c. Tarif 
langganan 
bulanan 

2. Kepadatan 
tinggi 

Colongan Al 50 I on2ari 

111' 
1 

a. Tarif dasar 
1 jam perta-
ma 

b. Tambahan 
biaya parkir 

c. Tarif 
langganan 
bulanan 

Rp1.000 

Rp1.000/ 
3 Jam 

Rp 
50.000 

Rp1.000 

Rp1.000/ 
1 jam 

Rp 
100.000 

Rp500 

Rp500/ 
3 jam 

Rp 
25.000 

Rp1.000 Rp1.000 
 

-4  

- 
Rp1.000/ Rpi 	1 

— 
3 jam 

Rp 
50.000 

Rp500 Rp5C0 	Rp::7 00 " uc 
,,,,, 

Rp500/3 Rp500/1 Rp500/3 ):.00/3 T. 
jam 	jam 	jam 	jdM 

Rp25.000 Rp37.000 Rp25.000 Rp25,000 
, I _ 

c. Tempat parkir di pelataran parkir : 

1) Kendaraan roda dua Rp200,00 untuk a.tu ka11 parkI; 

2) Kendaraan roda ti2a atau leblh : 

Keterangan 

Tarif 	 L • rif 
Tambahan biaya parkir : tarif jam berikutnya 

PP 	 : gedung parkir di 1ingkun2an 

PPH 	 : 2edung parkir d1 pusat perbelaa,, 

PTU 	 : 2edung parkir di liagkungan 
lain pasar, tempat rekreas-1. 

1" 
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(2) Tarf preeresif tempaz 	'ala 

Golongan A seba2almana d:,maksud pada ayat (1) lidruf d LL 

ini dikenakan apabila pada jalan tersebut tersedia alat 
atau alat pembuktian lain. 

(3) Untuk berlangganan bulanan bazi kendaraan bermotor roda dua 

atau 	lebih ditepi jalan limum dan lingkungan parkir berlaku 

rumus 25 hari x 3 kali parkir x tarif parkir terendah sesual 

jenis kendaraan. 

(4) Penetapan 	jalan Golongan A dan 	pelataTan 
lingkungan parkir dan 2edun2 parkir d:tetapkaa oleh Gubera: 

Kepala Daerah. 

L 	I 	t 	, 

da 

	

Pasal 	111; 

(1) Pelayanan pekerjaan umum terdirl dari 

a. pemakaian alat-alat besar; 
b. pemakaian peralatan laboratorium; 
C. pemakaian peralatan ukur, 

(2) Setiap oran2 pribadi atau badan yang memerlukan 
pek.L:rjaall umum seba2almana dima'ul,ud 1)a,fla aya 	(i; 

harus memenuhi persyaratan sesual den2an peraturan perunj 
undangan yang berlaku dan memenuhl kewajiban 
atur dalam Peraturan T)aerah ini. 

(3) Untuk 	mendapatkan 	pelayanan pek,_,rjaaa 

dimaksud pada ayat 	(2) 	pasal ini, rrap, 

harus men2ajukan permohollan f.e.eara 
Ke.;21a Daerah atau pcs.t yan:: 

(1) Pe1ayanan pekerjaan umum 
dyat (1) adalah obyek yan2 dikenakan 

l'il5 
(2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud 	dalam lr'asal',..,,---Pr 	, . . 

(1) dipungut Retribusi Jasa. Usaha den2an nam 1?.etri.._•' T• 

kaian Kekayaan Daerah. 

Paa] 

(1) Subyek Retribusi Pemakalan Keka-yann Pae:.ah 

pribadi atau badan yan2 men2cunkan 
seba2aimana dimaksud d.alam 	(1;. 

(2) SuLye!.-. 	 dimalud 

adalah Wajih r?,etribush 



Parazraf 3 

Cara Mengukur Tingkat 
Penzzunaan Jasa 

Pasal 1,k5 /1R 
111(0 

1.-  
Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebaaalmana 
dimaksud dalam Pasal .,5-1 ayat (2) diukur berdasarkan jenis alat, 
ukuran, volume, jumlah contoh dan waktu pemakaian. 

Paragraf 

Prinap Penetapan, Struktur dan Besarnya 

Pasal 	119 
7_ /4 

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retrAbusi pemakaian kekayaan 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa1/1,5.1 ayat (2) adalah de-
ngan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaaa, 
biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, '•-

rutin/periodik yang berkaitan lan2suna dengan 
biaya administrasi umum yan2 mendukung panyediaar 
peroleh keuntunaan yanz layak sebaza imana 
diterima oleh pengusaha swawt& sejanis, 	serta 	_,a 

efisien dengan orientasi pada harga pasar. 

rasi 	1 5° 

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pe: 
sebaga imana d i maks ud da am PasaliMf5 ayat (1) ada 1 ah 

berikut : 	 1.1.15 

a. pemakaian alat-alat besal : 

1. ongkos angkut Direksi Keet/ 

gudang lapangan (pp) 	Rp 135.700,00/buah 

sewa direksi keet 	12.1) 12.200,00/hari 

a. sewa zudana lapanwan 	Rp 11.250,0C/hri 

4. mesin gilas 1,5 - 1C '',•an 	Rp 131. 	(r 

5. mesin gilas 10 - 18 t:ari 
	

Rp 153.2 

b. pemakaian peralatan laboratoriwri. 

1. pekerjaan sondir dan penzeboran 

a) sondir q.c 150 kg/cm2 
atau maksimal 25 m 	Rp 110.000,00/titi1 

b) sondir q.c 400 kg/cm2 
atau maksimal 25 m 	Rp 560.000,00/titik 



c) pengeboran tanah sampai 
kedalaman maksimal 10 m 
berikut tes laboratorimm 

d) pengeboran tanah dengan mesin : 

1) sampai dengan 10 m 

2) lebih dari 10 m 
sampai dengan 20 m 

3) lebih dari 20 m 

sampai dengan 30 m 

4) lebih dari 30 m 
sampai dengan 40 m 

5) lebih dari 40 m 
sampai dengan 50 m 

6) lebih dari 50 m 
sampai dengan 60 m 

;) lebih dari 60 m 

sampai dengan SO m 

S) lebih clari SO m 
sampai dengan 10Cm 

penQambilan contoh (sample) 
tanah asli dengan bor tangan 

kedalaman 10m 

Rp 355.000,00/titik 

Pp 36.::00,00/m 

Rp 45.000,00/m 

Rp 

Rp 

Rp -0.000,00/m 

Rp 91.000,CO/m 

Rp 105.000,00/th 

n 

n 

3. pengambilan contoh tanah 
dengan bor mesin 	 Rp 

4. standard penetration test 	Rp 42.000,00/contok 

5. pengeboran aspal beton (hotmix) 	Rp 31.000,00/contoh 

6. tespit dan penutupan 	Rp 98.000,00/contoh 

7. kepadatan lapangan (d)tanah/batuan 	Rp 15.500,00/titik 

8. pengujian Mutu (Quality Control) 

a. sirtu 
b. macadam (CBR on place) 
c. hotmix 

Rp 52.000,00/tk 

Rp 29.000,00/titik 
Rp 93.000,00/titik 

9. benkelmen beam 	 Rp 73.000,00/tiiik 

10. kekasaran permukaan (sk1d i- sIctance) 
	

"" 

11. tegangan geser (lapisan antara hotm1Y 
batu alam) 	 Rp 2 , onn nn 

12. pemecahan batm kali/kapur 	'<" ^^»", 	It: 



13. pen2eboran beton : 

a. kedalaman sampai den_qan 10 cm 	Rp 175.000,00/titik 

b. kedalaman lebih dari 10 s/d 20 cm Rp 350.000,00/titik 
c. kedalaman lebih dari 20 •s/d 30 cm Rp f"25.00,0/1; 

14. pemotonQan beton 	 Rp 17.000,00/contol: 

15. pemeriksaan, jalan, jembatan dan pengairan : 

a) pemeriksaan contoh tanah. 

1) triaxial Pp 	. 

2) konsolidasi 	

2cnc,nric 
Rp 70=.9G/- 

3) direct sheai 	 Rp 

4) uncon fined 	 P Y.
„,  

5) hydrometer 	 Rp  

analisis sarin2an 	Rp 	„, 

atterberg limit Rp 	nfl' 

S) berat jenis 

9) berat isi 	 Ri? fl,TnnH nn:, 

10) kadar air 	 Rp  
11) permeability 	 Rp 63.000,00/c 

12) Shrinkage limit 	 Rp 34.000,00/c 
13) percobaan pemadatan 	Rp 4(.500,00/cont.: 

14) percobaan CBR laboratorium 	Rp 27.000,00/conIoli 

b) pemeriksaan beton 

1) mix design 
2) slump test 3 contoh 

3) kuat tekan kubus/silinder 

paving block 

Rp2S0.000,00/contoh 
Rp 2S.000,00/contoh 

Rp 3.000,00/contch 

c) pemeriksaan kualitas semen 	Rp 73,00C,00/ 

d) pemeriksaan batuan : 

1)  test 	kualitas 	sirtu Pp12:” 

2)  test 	kualitas 	macadam 

3)  test 	kualitas 	spleet/screenin2 
(hotmix) 

4)  test 	kualitas 	spleet 	(beton) Rp122 

5)  test 	abu batu Rp 

6)  pemeriksaan 	index kepipihan Rp 	17.000,0-0R 

7)  pemecahan batu kapur/batu kali Rp 	17.500,0C: 

e) pemeriksaan pasir : 

1) test kualitas pasir pasang 

2) test kualitas pasir beton 

3) pemeriksaan pasII untuk kons-

truksi •jalan 

f) pemeriksaan aspal beto: 

Rp 23.000,C ,  
Rp 	,,,,,/coat 

1. ) 
1 

mix dcsizn 
mix de.:31g 

job 



g) 	pemeriksaan 	aspa: 

pemeriksaaa 	a jaAl 
2)  pemeriksaan 	1.air 

3)  pemeriksaan 	aapal 	semen 	(aspal 
panas) Pp , fl(:)/f 	.aa 

4)  sieve 	test 	aspal 	emulsi Rp 17.500,00/,:aa. 

5)  storaae 	stabiHty 	2 	hour 	aspal 

emulsi Rp 

6).  cement 	mixing 	aspal 	emulsi 
kinematik 	viskositas 	aspal 

Rp 22.500,00-1, 

emulsi Rp 22.500,00/cla:1 

S) pemeriksaan Ladar 	air 	aspal 

(hotmix) 	denaan 	cara destilasi Rp 55.000,00/eaat:fb 

9) pemeriksaan asbuton/micro 

asbuton 	 Pp15-  Rflfl 

10) ekstraksi asbuton/mikro asbuton 

denaan alat soxlet 	Rp fl:.C(C,M:;/f. 

h) pemeriksaan kadar gilsonite 
	e`n 

i) pemeriksaan berat jenis semc 

j) pemeriksaan 
hotmix 

k) pehlerksaan 

n) pemeriksaan air 	un2a 

,a:makalan peralatan uk_ 

1, pengukuran ultzet/pei: lantai banaunan 
pengukuran profil 

J. pengukuran uitzet/peil kontrol 
4. pengukuran uitzet/profil jembatan 

Rp"-  
flp  )'2(' 

Rp 2S0,00/m 
Rp 175.000,00/buah 

Bagian 	 
14~— 

Pengendalian Dampak Linakungan 

Paragrar 1 

Jenis Pelynan dr.n Kewajin 

Pe:ayanan Pengendallaa n -ampak Linakungaa 

a. pemakaian peralatan penelit1an 
an contoh/pengukuran ri i r dnn uda,..a; 

b. pemnkaian peralatan 

(2) Setiap orang pribadi atau badan yana mem:uka 
Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana dimakaul pada 
(1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesaa 
aturan perundang-undangan yang berlaku dan 	L:..- 

seba2aimana diatur dalam Peraturan Daerab in. 



(3) Untuk fflendapatkhn playnan 

sebagifflana difflaksud 	,:.iyat (2) 
htau badhn bauus 

Gubernur Kepala Daera .• 

Tr. 

(2) 

(I) 

(2) 

At 	i 	seba,  
- 

1....rayLan 

Subyek 	Retribusi 

pribadi 	ataL badan 
.sebaRaiffla.na 	difflaksud. 

Subk Relfibu 

,1 	15A- 

1 -12-3 

L 151 

1-Jien 

/51 

151  

adalab Wajib 

1 159., 

71n21,.:at 

Paal 	;,ya • 

Penetapan, T;trukur Jan 

.„:•;-\ 

162,  
Prts 	i1iIl penet 
Daer:Th 
fflanh 	dalaffl 

kan 

an, biay„A asuransi, 

si 

Jfl 



Rp 15.000;00/haE 

Rp 40.000,00/hal 

Rp 

10.0nr3 

Rp 30,r-- 
•-• 	1 , 

. 

r, 	 (",  

• 

Itp 	n'' 	 y 

Rp100.000,flO/loh»._ 

Rp100.000,00/lok 

Rp100.000,00/ 1 ok/11  

Rp100.000,00/lok,H • 

Rp125.000,00/ 1  

Rp250,000,00/ 1  

Rp 35.000,00/baa 

Rp • c7 r 00/lok/hr 

11, 

Rp 
Rp 
Rpl C)  C) • 00/ 

- 

?asal 	11-5.G 

Struktur dan besarnya tar*f-2-etribusi terhadap pe1ayan
,m 

mana dImaksud dalam Pasal 	
adalah sobagal-berikut : 

a. pemakaian peralatan penolitlan lingkua2an untak pen2ambila1 
air dan udara. 

alat pengambil contoh 
alat pengambil contoh benthos 
alat pengambil contoh plankton 

alat pengukur kualtas 

(pH, suhu, DO, 	.:ruhan) 

alat pengukur de'a:t 

botol contoh, k 	
5 litor 

botol contoh kai—• ' • 	? litor 

contoh dari pengukuran 

1. pengambilan contoh air : 

a)  
b)  
c)  

d)  

e)  
f)  

g)  

pengambilan/pen2ukuran 

a) alat pen2ambil oas(
gnr amn1F) 

b) alat penQambil d,*o 	-volumo) 

c) alat r.enqukur O0 

d) alat pengukur SO (UV-Floureeace) 

e) 
alat pengukur NO (Chemiluminesence) 

f) alat pengukur 03 (CV 
	Adsorption) 

alat pengukur debu (B - ray) 

h) alat pengukur HC (FID) 

i) alat pengukur emisi kendaraan 

j) alat pengukur emisi industri 
alat pengukur gas (tube detector) 

1) alat pengukur temperatur dan kelem- 

baban 

m) alat pengukur arah dan 

an2in 
n) alat pengukur kebisin2an 

o) 
mobil laborotorium dan pcf.ralatan 

pangujian. 

b. pemakaianxeralatan labratL)rium. 

1. analisa air : 

a) fisis. 

1) daya hantar listrik 

2) kekoruhan 

3) warna 

4) suhu 

5) salinitas 

6) kecerahan 

b) kimiawi 

1) alkalinity/acidity 

2) carbondioksida/bicarbon
ation  

3) chlorida 

Rp 3.000,00 Jii nh
rf  

Rp 3.00,00 /c onloL 

Rp 5.000,00 
Rp 1.500,00 /cont:-)b 

Rp 3.500,00 /contoh 
Rp 3.500,00 /contoh • 

Fp ? 



4N -,-) 
5)  
6)  

„oLiiionia 	bebac, 
ammonia total 
nitrat 

Rp 	-.5'0,00 
Rp10,000,00 
Rp10.000,0i.) 

/con.: 
/oon, 
/con: 

7)  nitrit Rp -.:" 	-- /coo - 
S) pH Rp :',.5-^ 	" /Lo.'' 
9)  phosphat Rp 7 -- 
10)  sulfida 
11)  sulfat T  RI)I.) f::::g'0):0, /_,,,toh 
12)  sulfit Rp 5.000,00 /contoh 
13)  kesadahan total Rp 5.000,00 /contoh 
14)  flourida Rp10.000,00 /contuh 
15)  kesadahan calsium 	(Ca Hardness) 	Rp 3.500,00 /contoh 
16)  kesadahan magnesium(Mg Hardness)Rp 3.500,00 /contoh 
17)  lumpur kasar Rp 3.500,00 /contoh 
18)  zat 	padat 	tersuspensi Rp 5.000,00 /contoh 
19)  zat 	padat 	total Rp 5.000,00 /contoh 
20)  zat 	padat 	terlarut Rp 5.000,00 /contoh 
21)  chlorine Rp 5.000,00 /contoh 
22)  zat padat 	terendapkan Rp 5.000,00 /contoh 

kimiawi 

biologi 

c) khusus : 

COD (kebutuhan oksigen 

BOD (kebutuhan oksi2en 
D 0 (Oksigen terlarut) 
organik (KMn04) 

detergent (ekstract carbon 
ch1oroform) 
minyak dan lemak 
phenol 
cyanida 
silikat (Si 02) 

senyawa aktif biru metilen 
(surfaktan) 

d) logam : 

1) natrium (Na) 
2) kalium (K) 
3) calsium.(Ca) 
4) magnesium (Mg) 
5) barium (Ba) 
6) besi (Fe) 
7) chromium (Cr) 
8) chromium Hexavalent 
9) tembaga (Cu) 
10) mangan (Mn) 
11) nikel (Ni) 
12) timah hitam (Pb) 
13) seng (Zn) 
14) cadmium (Cd) 
1. alumunium (A1) 
16) arsen (As) 
17) boron (Bo) 
18) air raksa (Hg) 
19) selenium 
20) silver 
21) strontium 
22) cobalt  

Rp15.000,00 /contoh 

Rp20.000,00 /contoh 
Rp10.000,00 /contoh 
Rp 7.500,00 /contoh 

Rp12.500,00 /contoh 
R17.0fl0,00 /contoh 
Rp12.:500,00 /contoh 
Rp10.000,00 /oontoh 
Rp12.500,00 /conloh 

Rp12.500,00 /contoh 

Rp 5.000,00 /contoh 
Rp 5.000.00 /contoh 
Rp 5.000,00 /co.::.toh 
Rp 5.000,00 /contoh 
Rp -.500,00 /contoh 
Rp 5.000,00 /contoh 
Rp 5.000,00 /contoh 
Rp 7.500,00 /contoh 
Rp 5.000,00 /contoh 
Rp 5.000,00 /contol, 
Rp 5.000,0') 
Rp 5.00^.nrs 
Rp 5 0C - 	lcontoh 
Rp 5 "r- 	icont,)1: 
Pp 	• 	 h 

Rp10.000,00 /oontch 
Rp15.000,00 

Rp15.009,00 /contoh 
Rp15.000,00 /contoh 
Rp15.000,00 /contoh 
Rp12.500,00 /contoh 



e) :nikrobiolocTi : 

I) escherichia ua 

2) MPY•Fecal 

3) MPN 
4) total platc 

jamu:r 

baktelTi 

7) bentos 
c.n n, 

anti 

r; toksikocal 

I) hi, say tel 

2 ) pestisi da un t 
d. 

b. residu 	nr,rs 

T) snya'.\-„ 	a'nn 
uj: 

	

	 T3)3 
lindi 

(T—IP test untk seY,H= 

2. analisa pa(1a : 

a) kadar 

b) kalar abu 

c) nilai kalor 
d) nitroaen totall 
c) lemak 

tot,-,11 craanik 
b) 	loz 

(Fej".u,Pb,Cd,C;;Zb2T 
Ya,K) 

i) K7sIdar 

3. analia uC,a..ra 

; 

 

1.1 	 r- , 
• 

	

(CO) 	n,, 

b) 2as carbon 	(M2) 
c) aas sulfur dicksida (302) 	Fr.j.OaTa OC 
d) gas nitroaen 	 ",1c7 r‘nrs. 

e) aas chlor (C12) 
f) gas 

a)  
) b) 23.`; I 	 f" : 

1) 

j) 	14 , 
"-\ 

j.kft 

1) 

SO2 



Bagian 	juh 
ksZ,Q,4 4." 

Penerangan Jalan Umum 

Paragraf 1 

Jenis Pelayanan dan Kewajiban 

Pasal  

(1) Pelayanan penerangan jalan umum terdiri dari 

a. pemakaian peralatan laboratorium atas pemaangan dan 
material/komponen penerangan jalan umum; 

b. pemakaian peralatan penerangan jalan umum dan lampu 

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan 
Penerangan Jalan Umum sebagaimana dlmakslid pada 	, . 

pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai den2an per, 
perundang-undangan yang berlaku dan memenuhl kewaj;ban 
bagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. 

(3) Untuk mendapatkan pelayanan penerangan jalan umum sebaalmana 
dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan 
harus mengajukan permoLonan secara tertulis 	kepada Gubernur 
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 

Paragraf 2 

Obyek, 	Golon2an, 	Nama dan 	Subyek 

Pasal 
r  /9 

(1)  Pelayanan 	sebagaimana 	dimaksud 	dalam 	Paa11 -1. 
adalah obyek yang: dikenakan 	retribusi. 

(1' 

(2)  Atas 	pelayanan 	sebazaimana 	dimaksud 	dalam 	Pasal aya 
(1) 	dipungut 	Ret -fibusi 	Jasa 	Usaha 	dengan 	na;iia 
Pemakaian Kekayaan Daerah. 

Pasal 	j& 159 

(1)  Subyek Retribusi 	Pemakaian 	Kekayaan 	Daerah 	adalah 
pribadi 	atau ,badan yang men2gunakan 	atau ifienikmat; 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 	ayat 	(1). 

acar 

(2)  Subyek Retribusi 	sebagaimana 	dimaks-ad 	pada 	aya 
ini 	adalah Wajib Retribusi. 



Pararaf 

Cara ,!engukur Tingkat 
Peng2unaan Jasa 

Pasal j..KI60  
10' 

T 
Tingkat pen.rzgunaan jasa pemaka i an kekayaan Daerah sebagaimn aa 
dimaksud dalam Pasal 1-61-  ayat (2) diukur berdasarkan lokasi, 
kapasitas, jenis, satuan dan '‘vaktu pemakaian. 

Paragraf 4 

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif 

Pasal 1,6,5 161  
15-6 

Prinsip dan sasaran pe etapan tarif retribusi pemakaian kekayaaa 
Daerah fasilitas/per'latan penerangan jalan umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5&.5 ayat (2) adalah dengan memperhatikn 
biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, 
biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berknitan 	lanaa 
dengan penyediaan jasa, hia:aa administrasi umum 	maau'aaaa_ 
penyediaan jasa, bunga pinjaman untuk 	mempero!eh 	keuntunaa. 
yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas dite ima 	oi,Jh 
pen2usaha swasta sejenis, 	s-21- ta beroperasj secar afi 	a 
orientasi pa(la harga pasar. 

Pasal 	1 G€2- 

Struktur dan besarnya tarif retrjbusi terhadap pelayanaa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ja6-2 adalah sebagai berikut : 

a. pemakaian peralatan laboratorium atas pemasangan 
dan material/komponen penerangan jalan umum. 

1. pemasangan penerangan jalan umum (p.j.u): 

a) pengujian kualitas instalasi 
b) pengukuran distribusi cahaya 
c) pengujian kualitas cahaya 

Rp 175.000,00/1okasi 
Rp 165.000,00/lokasi 
Rp 165.000,00/lokasi 

material penerangan jalan umum (p.j.u): 

a)  pengujian kapasitas komponen Rp 115.000,00/jenis 
b)  pengujian ketahanan armatur Rp 161.000,00/lokasi 
c)  pengujian ketahanan tiang 	p.j.0 Rp 125.000,00/lokasi 

b. pemakaian peralatan penerangan jalan umum dan lampu hlas 

1. mobil tangga sampai dengan S jam 

a)  pemerintah Rp 135.000,00 
b)  BUMN / BUMD Rp 230.000,00 
c)  
d)  

swasta 
lebih 	dari 	S jam 	dikenakan 

Rp 320.000,00 

tambahan biaya per jam Rp 45.000,00 

139 



Rp ")30.00C 
Rp 30C 
Rp 4CC 

Rp 
rp 

2. genset mobil sampai den2.an  S jam 

) kapasitas SO s.d 150 KVA : 

1) pemerintah 
2) BUMN / BUMD 
3) swasta 
4) lebih dari $ jan: dikenkJzn 

tambahan biaya per 

b) kapasitas lebih 
s.d 300 KVA : 

1) pemerintab 
2) BUMN / BUMD 
3) swasta 
4) lebih dari 8 jam dikenak 

tambahan biaya per 

3. laser sistem sampai den2an 2 jam : 

a) pemerintah 
b) BUMN / BUMD 
c) si,va s t a 
d) lebih dari 2 jam dikenakan 

tambahan biaya per jam 

4 
lampu hias. 

revolving belt : 

Rp 2.500."0,00 
Rp 3.000.000,00 
Rp 4.000.000,00 

Rp 1.750.000,00 

a) pcmerintah 
b) BUMN/BUMD 
c) swasta 
d) Pemakaian lebih dnri 

an 50 roll/hari. 

lampu sorot : 

pp,:y7_flnn 

50 roll di ien 

,-, 

a) pemerintah 
b) BUMN/BUMD 
c) • swasta 
d) Pemakaian lebih 1 

1 unit/hari. 

3.1ampu hias bukan Neon. 

unit, 

Rp.21.000,00/unit/har: 
Rp.30.000,00/unit/hali 
Rp.40.000,00/unit/hari 
dikenakan tarif kelIpa'„ 

a) pemerintah 
b) BUMN/BUMD 
c) swasta " 
d) Pemakaian lebih dari 

an 50 roll/hari. 

Rp.70.000,00/50 roll/harl 
Rp.80.000,00/50 rc-,11/har1 
Rp100.000,00/50 foll/har1 

50 roll di kenakan tarif kelipat 

4.1ampu hias mini atau li2ht. 

a) pcmerintah 	Rp.17.000,00/00 
b) BUMN/BUMD 	 Rp.25.000,00/:00 

swasta 	 Rp.40.00C,C0/20 ro:l/har: 
d) Pemakaian lebih dari 100 rol: di kena,kan tarif 

kelipatan 100 roll/hari. 



Bagian Kc5,21-a.T= 

Pertamanan dan Keindahan Kota 

Paragraf 1 

Jenis Pelayanan dan Kewajiban 

ipasal J.64 163 

(1) Pelayanan pertamanan terdiri dari : 

a. pemakaian lokasi taman dan jalur hijau; 
b. pemakaian peralatan pertamanan; 
c. penebangan pohon pelindun2-  milik Pemerintah DKI 	rt 

tanpa izin. 

(2) Setiap orang pribadi-atau badan 	yang mcmilukan pe 
pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini L,,—
memenuhi persyaratan sesua cinan peraturan pcndan2-iJnelaf. 
an yang berlaku dan memenuhi kewajiban scba2- aimana diatuf 
dalam Peraturan Daerah ini. 

(3) Untuk mendapatkan pelayanan pertamanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan harus 
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala 
Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 

Paragraf 2 

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek 

Pnsal 1,,Cy_fr l‘l 

163 
(1) Pelayanan sebagaimana dimaksud 	Pasal ;%1 ayat 

adalah obyek yang dikenaLaJ:. 

16.3 (2) Pelayanan sebagaimnna dimaksud dalam Pasal 
1 /4  dipungut RLLrilTusi.Jasa Usaha den2. an  nama Ret.busi PcmakaL), 

.T'.kayaan Daerah. 

Pasal 	1 65 

(1) Subyek Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah adalah orang  
pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasali j-K ayat (1). 

t/I&3 
(2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 

adalah Wajib Retribusi. 

fl1 



Para2raf 

a 74engukur TInkat 
ren22-aaaan Jn 

r 164 
Tingkat pemakaian jiasa pemakalan•kekayaan Daerah neha2aimana dl- 
maksud dalam Pasa 1 / 1.&5 ayat ;2) diukur berdasarkan 1okas1, 	1ua_ 
kapasit2s, dan waktu pen22unann. 

Paragraf 4 

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif 

	

Pasal 	16'• 
Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan 
Daerah fasilitas sarana/peralatan pertamanan seba2aimana dimal—
sud dalam Pasal 1,6'9 ayat (2) adalah dengan memperhatIkan biaya 
investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, blaya penyusutan, klaya 
asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan lan2sun2 dan2aa 
penyediaan jasa, biaya administrasi umum yan2 manduka:2 
diaan jasa, bunga pinjaman untuk mempercich keurltn2an 
sebagaimana keuntungan yan2 pantaa dltara 
swasta sejenis, serta beroperas1 sceara efi: 
pada harga pasar. 

	

a 1 	1"...%:! I 6.1  

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhudap pelayanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 	adalah sebagal berikut : 

I‘3 
a. pemakaian lokasi taman dan jalur hijau : 

1. shoot1ng Filrn: 

a) s.d 2 hari/lokasi 
b) 3 s.d 4 hari/lokasi 
c) 5 s.d 8 hari /lokasi 
d) Diatas S hari dikena- 

kan biaya tambahan 

2. pemakaian lokasi taman 
untuk bazar, perlombaan, 
saraschan, pameran, acara 
ritual dan ke2iatan 1a1a 

s.d 1.000 m2 
1.001 	s.d. 5.000 

5.001 s.d 10.000 

Pp 
	

1.000.000,00/10kaal 
P 	1.500.000,00/lokasi 
Rp 
	

2.000.0.00,00/1okasi 
Rp 
	

200.000,00/hari/lokas 

000,00 

10.001 s.d 25.000 u_ 	Rp2.500.000,00/5 h, ,'1 
25.000 m2 keatas. 	Rp3.000.000,00/5 ha../lak, 
setiap penambahan 1 	20:... x biaya pokok tal1 
hari pemakaian ditam-
bah biaya. 



3.  pemakaian 	lokasi 	taman 

untuk pengambilan cambar/ 
foto dengan Handycamp 

sejenisnya 	untuk 	komersil n- 00,000,C/ 

4.  pemakaian 	lokasi 	taman 
untuk 	p.:..rkemahan 	: 

1; 	pelajar, 	pramuka, 
mahasiswa 

r_ 500,00/D1 	: 

2) 	umum 1 	.000 	()fl 	: 

5.  penggunaan 	lokasi 
jalur hijau untuk 	bedeng 

proyek 	(Direks1 	Keet) 	dan 
sejenisnya. Rp. 4.000,00/m2/hari 

6.  penggunaan 	taman/jalur 
hijau 	untuk 	material 

 

pekerjaan proyek dan 
sejenisnya : 

 

a) s.d 100 m2 

b) 101 s.d 200 m2 
c) 201 s.d 300 m2 
d) lebih dari 300 m2 
e) Setiap 	penambahan 

10 m2 dlatas 300 m2 

Rp 
np 150.000,00/'  
Rp 250.000,no:H;: 
Rp 

Pp 

 

penagunaan tamaii/jalur ' 
jau dan 2ardu lis 

 

  

1 

pompa bensi 	estoran, 
bengke 	an sejenis usahu, 
	,nya. 

b. pemakaian peralatan pertamanan. 

1. tenda kemah 

a) pelajar dan mahsiswa : 

1) ukuran 2 orang 
2) ukuran 6 orang 
3) ukuran 10 orang 

b) umum : 

1) ukuran 2 orang 
2) ukuran C orang 
3) ukuran 10 orang 

tianc umbui-umbul 

3. dekorasi taman : 

a) luas dekorasi s.d 5 
untuk s.d 3 hari 

b) luas dekorasi diatas 5 m2, 
untuk s.d 3 hari 

Rp 3.250,00/har1/un1t 
Rp 5,000,00/1ar/unit 
Rp 6.000,00/har1/un1t 

Rp 6.500 ̂ , 
Rp 1( frr 

Rp 13.005,03:L 

Rp 72.000,03/m2 

Rp 32.000,00/1n2 



c. Penebangan pohon pelindung milik 
Pemerintah DKI Jakarta tanpa izin 

1. diameter s.d. 20 cm 	Rp 400.000,00/pohon 

2. diameter 21 s.d. 40 cm 	Rp 800.000,00/pohon 

J. diameter 40 cm keatas 	Rp1.200.000,00/pohon 

Bagian Ked'd1 ,̂P4T-N 
Pemetaan 

Paragraf 1 

Jenis Pelayanan dan Kewajiban 

Pasal 1,%41 69 

(1) Pelayanan pemetaan terdiri dari : 

a. peta dasar (garis); 
b. peta foto; 
c. peta digital; 
d. peta tematik; 
e. peta teknis (struktur). 

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan 
pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus 
memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undang 
an yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Daerah ini. 

(3) Untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada aya 
(2) pasal ini, orang pribadi atau 	badan harus men.qajus 
permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Dael.ab aa 
pejabat yang ditunjuk. 

Paragraf 2  

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek 

Pasal 

(1) Pelayanan sebagaimana 	dimaksud dalam Pasal 	ayat (1) 
adalah obyek yang dikenakan retribusi. 

(2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal J.34 ayat (I) 
dipungut Retribusi Jasd Umum dengan nama Retribusi Pengganti-
an Biaya Cetak Peta. 

Pasal 	1 1 

(1) Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah oran2 
pribadi atau badan yang meng.qunakan atau menikmati pelayanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal l 	ayat (1). 

L C, 



( ) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pn:.: 
ini adalah Wajib Retribusi. 

Paragraf 3 

Cara Mengukur Tingkat 
Penggunaan Jasa 

Pasal 
170 

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak peta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal j,.7-5-  ayat 	(2) diukur berdasarkan skala, 
ukuran, jenis, teknis pencetakan dan jumlah peta. 

Paragraf 4 

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarf 

Pasal 	1 3 
9-0 

Prinsip dan sasaran penetapan tarif reiribusi pengganti,n 
cetak peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 	ayat (2) adala 
dengan memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya 
survei, biaya pengukuran/pematokan dan kemampuan masyaraka1 
serta aspek keadilan. 

Pasal 1,7) 9•4 

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 	adalah sebagai berikut : 

170 

No. Skala Peta Ukuran 
Tarif 

Cetak Biru Ofset 
1 	Wal-na 

1. 1: 	1.000 (50x50)Cm Rp 	5.000,00/lembar Rp 	7.500,00/1 	1  %..11,al .. 1: 	2.500 (50x50)Cm Rp 	6.000,00/lembar Rp 	n.000,0C/1_m7_ti 3.  1: 	5.000 (50x50)Cm Rp 	7.500,00/1emb:Ir Rp1O.000,00/1(...mla_ 4.  1: 	10.000 (50x50)Cm Rp10.000,00/1embar Rp12,500,00/1,-.:mh: 5.  1: 	25.000 (50x50)Cm Rp12.500,00/lembar Rp15.000,00/1effil.,a, 6.  1: 	50.000 (50x50)Cm Rp15.000,00/lembar Rp17.500,00/1cth1.... 7.  1:100.000 (50x50)Cm Rp17.500,00/lembar Rp20.000,C0/1_, 

a. Peta Dasar (Garis) 



b. Peta Foto 

No. Skala Peta Ukuran 

- 

Tarif 
-- 	----- 

Cetak Biru 	1 	Ofset 
1 	WarnJ.. 

1.  1: 	2.500 (50x50)Cm Rp 	6.000,00/1embar Rp20.000,50/1L, ' 
2.  1: 	5.000 (50x50)Cm Rp10.000,00/lembar Rp2.000,00/.. 
3.  1: 	10.000 (50x50)Ch. Rp15.000,00/1k2mbar Rp3C.000,00/1eml 
4.  1: 	25.000 (50x50)Cm Rp20.000,00/lembar Rp35.000,00/1em 

c. Peta Digital 

Nc. Skala Peta Ukuran 
Tarif 

Cetak Komputer 

: 1.000 (50x50)Cm Rp 90.000,00/lembar 
1: 5.000 (50x50)Cm Rp 95,000,00/lembar 
: 50.000 (50x50)Cm Rp 100.000,00/1embar 

d. Peta Tematik 

No. Skala Peta Ukuran 
Tarif , 

Ofset 
1 	Warna 

Ofset 
> 	1 Warna 

Cetak 
Komputer 

. : 	1.000 (50x50)Cm - - Rp 	90.000,00 
/lembar 

2. : 	5.000 (50x50)Cm Rp30.000,00 Rp40.000,00 Rp 	95.000,00 
• /lembar /lembar /lembar 

. : 	10.000 (50x50)Cm Rp35.000,00 Rp45.000,00 Rp100.000,00 
/lembar /lembar /lembar 

. 1: 	25.000 (50x50)Cm Rp40.000,00 Rp50.000,00 Rp105.000,00 
/lembar /lembar /lembar 

. : 	50.000 (50x50)Cm Rp45.000,00 Rp55.000,00 Rp110.000,00 
/lembar /lembar /lembar 

. 1:100.000 (50x50)Cm Rp50.000,00 Rp60.000,00 Rp115.000,00 
/lembar /lembar /lembar 

e. Peta Teknis 

; r 

No. Skala Peta Ukuran 
Tarif 

Cetak Biru 

: 1.000 (50x50)Cm Rp 5.000,00/lemba, 
1: 2.500 (50x50)Cm Rp 6.000,00/1embar 

3. : 5.000 (50x50)Cm Rp 7.500,00/lembar 



Ba2ian 
KA1100wk(apt" 

Jaringan Utilitas Kota 

Paragraf 1 

Jenis Pelayanan dan Kewajiban 

Pasal 1,2-Cr 

(1) Pelayanan jaringan utilitas kota adalah penyediaan lanah antu 
penempatan jaringan utilitas dibawah tanah. 

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan 	pa 1 ay -ti. _. a 
Jaringan utilitas kota sebagaimana dimaksud pada ayat 	/! 

k , I 

pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan parat.uraa 
perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajihaa 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. 

(3) Untuk mendapatkan pelayanan jaringan utilitas kota sebagdimaaa 
dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan 
harus mengajukan permohonan secara tertulis 	kepada Gubernur 
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 

Paragraf 2 

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek 

Pasal 1,5-1749 

(1) Pelayanan 	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 	J.A1 
adalah obyek yang dikenakan retribusi. 

(2) Atas pelayanan sebagaimana dimal.c_sud dal 	Thaal 
(1) dipungut Retribusi Jasa 
Pemakaian Kekayaan Daerah. 

Pasal 

(1) Subyek Retribusi Pemakaian 	Kekayaan Daerab aclalab 
yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana 
dalam Pasa1,j910 ayat (1). 

1- 

( (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 
ini adalah Wajib Retribusi. 

Paragraf 3 

Cara Mengukur Tingkat 
Penggunaan Jasa 

Pasal 1,2r5 

jr 
n Tingkat peggunaan .asa pemakaian kekayaan Daerah 	sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal .2.-1 ayat (2) diukur berdasarkan 	diameter 
jaringan, panjang jaringan, jenis, satuan dan waktu pemakaian. 



Prinsip Penetapa, Struktur dan Bcsarnya TLErif 

Pasal 	19-5 
i& 
/ 

Prinsip dan sasaran penetapan tilif retribusit pemakaian ke 
Daerah seba2aimana dimaksud dalam Pasal 	ayat (2) ada) 

dengan.memperhatikan biaya i.nvestasi, blaya perawatan/pemelibara 
an, blaya rutin/periodik yanz berkaitan 1an2sun2 den2an penyediaa,; 
jasa, biaya administrasi umum yan2 mendukun2 penyediaan jasa untk 
memperoleh keuntun2an yan2 layak sebagaimana keuntun2an ynru 
pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beropera 

secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. 

Pasal 	IO 

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap peluynnnn  
sebagaimana dimaksud dalam Pasall 1,1 adalah penyediaan talial' 

untuk pemakaian penempatan : 	I-  1• 5 

a. Kabel dan pipa tanpa m2nggunakan bangunan koke,-  : 

1. Kabel 	 Rp 	300,00/mete:t• 

2. Pipa : 

a) Diameter s.d 300 milimeter 	Rp  

b) Diameter 301 s.d 500 milimer P‘p 	400,00/e- 

c) Diameter 501 s.d 10C 	rnl 1 iniRM-M,C0/ 	t _ 

d) Diameter lebih dari 1000 mIll- 

meter 
	

Rp 1.409,00/meter/tahun 

b. T3angunan koker 
	

Rp10.000,00/mter kubik/tahti;_ 

BAB VII 

WILAYAH PEMUYGUTAN RETRIBUSI 

i8I 

Wilayah pemun2utan retribusi adalah Dae,rah 	i..nr Tbukot 

T;Ars. VIIT 

A 

Pasal 

(1) Pemun2utan retribusi Daerah tidak dapat diboumzkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen 

yang dipersamakan. 



BAB IX 

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN 

Pasal 	1 83 

_ 

(1) Setiap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di wilayah Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta maupun yang berdomisili di luar wilayah 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan memiliki objek retribusi di 
wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib menyampaikan data 
objek dan subjek retribusi. 

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan 
pendataan bagi unit pemungut retribusi. 

BAB 

PENETAPAN 

Pasal 

(1) Penetapan besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan 
atas perkalian antara tarif den2an tingkat peng2unaan jaa. 

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud 	pada ayat (1) pasal ini 
didasarkan atas permohonan yang diajukan Wajib Retribusl. 

(3) Atas penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 	(1) 
pasal 	ini diterbitkan SKRD atau dokufflen lain yang dipersaffla- 
kan. 

Retribu,1 yang tidak ffle 
imaks,ud padn ayat (2) pac, 
fiksaan fflaka diteibitkan 
an retrhuni sebesar juml 

ditambah sanksi adfflinis 
dari pokok retribusi yang t 

arkan hasil pemeriksaan di 

yang semula belum terungkap 
i yang terutang, maka diter 
an retribusi sebesar juml 
terutang ditambah sanksi 

50 dari pokok retri 

(4) Terhadap Wajib 
sebagaimana d 
diadakan peffle 
dengan pengena 
yang terutang 
sebesar 100 % 

(5) Apabila berdas 

dan atau data 
bahan retribus 
dengan pengena 
tambahan yang 
denda sebesar 
terutang. 

ngaj ka(1 

SKRD secra Jaba 
ah pukok retrIUL,, 
trasi berupn dLnda 
erutang. 

ketemukan data baru 
, menyebabkan penam-
bitkan SKRD Tambahan 
ah pokok retrIbai 
administrasi 	berupa 
busi tambahan yang 

Pasal 	i85 

SKRD Jabatan, SKRD Tambahan ditetapkan oleh Gubernur Ke.pa 
Daerah. 

( 2) Ta t a cara pe 1 aksanaan penet apan • di t et apknr 	u1 
Kepa 1 a Daerah .  

(1) Bentuk dan ii SKRD atau dokumen lainnyn yang. 



BAB XI 

PEMBAYARA'; 

Pasal .1.9-11" 

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat 
lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan 
menggunakan : 

a. SKRD; 
b. Dokumen lainnya yang dipersamakan; 
c. SKRD Jabatan; 
d. SKRD Tambahan. 
e. STRD 

(2) Jatuh tempo pembayaran dan tempat pembayaran sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Cubcrau,. 
Kepala Daerah. 

(3) Dalam hal Wajib Retribual tidak dapat mcmcnuhl 
secara lunas/sekaligus sebagaimana dmaksud pada ayat 
huruf a, c, d dan e pasal ini, Wajib Retribusi Lpat  
kan permohonan pembayaran secara inasuran kepada Ce 
Kepala Daerah atau pcjabat yang ditunjuk. 

(4) Tata cara penyelesalan pembayaran secara an2suran sebagaiman, 
dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan olch Gubernal 
Kepala Daerah. 

(5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi 
sesuai dengan waktu pembayaran yang telah ditentukan sebagi-
mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, c, d dan e, Wajib 
Retribusi dapat mengajukan • permohonan penundaan pembayaran 
kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. 

(6) Tata cara penundaan pembayaran seba2aimana dimaksud pada ayal 
(5) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. 

(7) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah jatuh teinu 
pembayaran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2), 
ayat (4), dan ayat (6) pasal ini atau kurana membayar, 
dikenakansanksi administrasi leerijpa bunga '3ebesr 2 
persen) setiap bulan thAri it 	bus i yang terg, 	tida 
atau kurang dibayar dan ditagih denaan menggunakan STP.D. 

(S) Bentuk dan isi STRD ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. 

-PAB XII 

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN 

Pasal J.W2 

(1) SKRD, Dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRD Tambahan, SKRD 
Jabatan dan STRD dibukukan menurut golongan, jenis dan ruang 
lingkup retribusi. 

(2) Tata cara pembukuan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. 



Pasal 	lg? 

Tata cara pelaporan pencrimaan retribuai d:tetapkaa 
Kepala Daerah. 

BAB XIII 

PENAGIHAN 

Pasal 

(1) Surat peringatan/surat teguran merupakan awal tindakan pcla'a-
sanaan penagihan retribusi. 

(2) Penerbitan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) pasal ini dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempa 
pembayaran dimaksud dalam SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan 
dan STRD. 

(3) Penerbitan surat teguran dikeluarkan setelah 7 (tujuh) haai 
sejak jatuh tempo pembayaran sebaaimana dimaksud dalam sKr.r, 
SKRD Jabatan, SKRD Taffibahan dan STRD. 

(4) Dalam janaka waktu 7 	(tujuh) hari 	tanaa 
teuran, Wajib Retrib-usi 
terhutang. 

(5) Bentuk, 	isi surat peringatan dan surat 
oleh Gubernur Kepala Darah. 

BAB XIV 

KEDAI,UWAPSA P=IHAN 

Pa s a 1 j„..9-!IO 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah 
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung scjak saat 
terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retalbusi melaka 
kan tindak pidana dibidang retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaiMana dimaksud pada 
ayat (1) tertangguh apabila : 

a. diterbitkan Surat Teaur 	atau; 

b. ada pengakuan utan2 retribusi dari 
langsun,g maupun tidak lanasung-.. 

(3) Tata cara pepentuan kadaluwaraa penaihr: rrTbu:,1 
kan oleh Cubernur Kepala Daer&h. 



BAB XV 

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI 

Pasal 1,9-t5 1.31 

(1) Piutang retribusi yan2 sudah kadaluwarsa seba.2a 1 
dalam Pasa1 , j5 dapat dilakukan pen2hapusan. 

/1,0  
(2) Piutang 'retribusi seba2- a1mana dimaksud paiTh , 

1n1 berdasarkan permohonan pen2hapunn p -
Pendapatan Daerah. 

(3), Permohonan pen2hapusan pu ing retcibusi 
1),,=Ida ayat (2) pasal 	:,eku:,-„n2-kuT:anc2nya 

a. nama dan alamat 	Retrnusi.; 
b. jumlah piutang retrib 
c. tahun retribusi. 

(4) Permobonan penghapusan retribusi zebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) pasal ini, dengan melaMpirkan : 

a. bukti salinan/tindasan SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan 
dan STRD; 

b. surat keterangan dari KepaIa Dinas Pendapatan Daerah bahwa 
piutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi; 

c. daftar piutang retribusi yan2 tidak terta2ih 

(5) Berdasarkan permohonan peruzhapusan seba2aimana dimnk 
ayat (2) pasal ini, Gubernur Kepa1a Daer b 
penghapusan piutang retribusi dengan terlebih 	- b• 
pertimbangan dari Tim yang dibentul: oleh 
Daerah. 

(6) Pelaksanaan lebih lanjt pcn'::::hnpJan )Tutn!: 
tapkan oleh Cubernur 	Dner:lh. 

KEBERATAN 

Pasal  

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keb• ratan 	ndn 
Kepala Daerah atau Pcjabat LTan 
Jabatan, SKRD Tambaan. 

(2) Keberatan diaj,..kan 	, 	.7H1  
denzan disertai alasan-n - 

(3) Keberatan hciru, 

,;:jak 
tpabil„:1 WajTh 

waktu ters',ebut 



DLih tjJak menetpkan 
ayat (3) pasal ini, 

(5) Kewajiban untuk 

diajukan surat 

pasal ini. 

133 

Guernur 	ej i a Daeu:la dapat 

t 	dicht 	perli` ' o 	et 	-n.7e11A ---tzkmpo\ 
qaMickrOt 	Lit.  rIff-:13(,{ Cr.  +Qr 	[̀ tt: 	"r-Fm-h-f• Tata eal- a pen',berian 	 •  
ret ribusis.;eba2a imana 	(1. 
ditetapkan oleh Gub;2r:: 

PEMBEr=;  
KETETAPAN, 7.3E=T=" TPEYGUI=A, 

SA=" 

(1) Wajlb .Retribui 	dal;at 
terhadap SKRD, SKRD Jal-)a': 
dalam penerbitannya 
hitun2 dan atau k,2k2' 
Daerah. 

  

• 

 

(2) Gubei:nur 1•".epalla IM,....,-J, 	 , 
 

. 	mi-', -.21::'..an2kan 	,:it's:. 	,.., 	•s:-. -,',..: 	- 	:.. 
', -....i. c.r 	Li.!n -..! 	1.5t1..., 	L,,' 	- 	,J-..: 	:,-..,_•-.. 
1,,::1;L:.L.Ifari W .,!.jil,-..,  Pal'..- H, 	.---.. ,.,..-,,,... 

1);L,nar. 

Permohonan pembetulan, L..12trangan itau 	1. 
administras, pengurans_an ataL pem1-,atalan 
seba<2aimana dimaksud 1,ada 	;1; Jan (^) 
disamaikan seeara tertulis ke,-Jada Gubernur Kepa: 
paling 1ama 30 (tiga ru,1,1J) hari 	 tan2 ,,. 1  
SKRD Jabatan, =RD Tambaha.1 dan 
alasan 	jeiu 

(4) Gubnur Kepala Daerah 	I  J. •  
3 (tiga) 	,;ejak 	 1 " 
kan 

1 



(4) Apabila dalam jan2ka waktu 3 (-enam) bulan (iubernur 

Daerah tidak menetapkan keputusan 

ayat (3) pasal ini, 	 • 

cllang2ap diterima. 

(5) Kewajiban untuk 
diajukan surat keberat -a 	, 
1.)5d1 ini. 

T  

T. 

rS 	 133 
(I) Gubernur Kepala Dac.u:b 1riit wJmbefikdn, 

rin2anan dan pembebasan 1etribusi05 P“14)0,..'”~ Attu Tixhp^ 
46ka.A1, per 	 Kaj r(tizi•bu“( 

	

(2) Tata cara pemberian pengurangan, ke r i ngana. 	lan 
retrihusi sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) pas1 

ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. 

fli 

PEMBETUL:i1', 

SA-1'•' 

(I) Wajib 

?,KRD, SKRD Jab,_ 
ii 	penerbitannya 

hitun2 dan atau , 
Daerah. 

(2) Gubernur Kepala 	pejt 	; 

a. men2uran2kan 	atau m2n2I-lapuskan 	sanki 
berupa bunga dalam hal sanksi tersebut dikenakan 

kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena 

b. mengurangkan atau fnembatu,lkan ketet:.pn 

lidaL benar. 

(2) Permohonan peffibetulan, 1.,_,.. , H- ,:,,,...-, 	.,t,11.,  
administrasi, p€.-,.n2ur(in, ,,-, ,.:.,-.-,! 
seba2aimana dimaksuci , • ..-.1 	..,. 	 ,, . 

'.-',.,," 	
_ 

cli..Ampaikan. s2cara 	4..,.-,.-HrE: 	•
' -_, .-', ,,.. 

paling 	ii.md 	*...-',0 	( ....1. 	i. .. -... 	'..) 	
. 	. 	, 	,  

. 
SK":"",-) •...1 1,',:it,-In, ',',T.,,T.T.,  T -  ' 	' 



setelah 	lewat 
diaiaksud pada ayat (3) 

pejabat yang ditunjuk 	membean 
permohonan penguran.c:ran atau 

berupa bunga atau pembatalan ket,:tapan 	1"‹-. 
diterima. 

PENGEMBAT.:TA 

cr5 

(1) Atas 
mengj,..iukan p 	 L (•,_. 	: 
Daerah. 

(2) Cubernui- 

6 (cm,,,m) bulan 
e 	h 	. • 

f1 /4 	S 	• 

 

(3) jan2ku wakt 

 

, 

L. 
kan 

retribusi ciianggaj 

dalam jangka waktu 	'iama (Lat(::) 

(4) Apabila Wajib Retribusi -;',.jUiny 

	

	1 4- .1t1-:2 	rJ''.::',.: 
kelebihan pembayaran :H»H.Lu...», _,,_ 1,-..a ("ii,i-':  , 
(1) pasal ini lans.Ysun2 diperhi',:unean '.1:1'.-A :,:." 	- , 
dahulu utang retribusi L..rs,...ut, 

(5) Pen2em1;a1ian 	kelebihan 	pembaya 

dimaksue pada ayat (3) pu.s:::,1 ini 

paling lama 2 (dua) 

(6) Apabila 	' 
setelah lewat 

Dae.u.11 ieliTherrkan 
atas 

,• 

(7) Tata eara 2en2- emblan kelebillan pumbayai.-
mana dimaksud pada ayt (1) paal ini 
Gubernur Kepala Daerah. 

BAF,  XX 

pF,IrniKsAAN 

Pasal ;-01 

(1) Gubernur Kepala Daerah atau pejabat ;ririg d:tuHul: 
melakukan 	pemeriksaan 	men2. uji 	- ' 
kewajiban 	retribusi 	 , •' 
Daerah 



• • 
c. memberikan keterf.-In 

• 
• 

• 

peme -iiksan 	hiiiijni 
• 

	

!! 	) 	ni 	;nlif. 	nn! 	1,, 	! 	,! 

DAP, NNI 

Kr:TFTUIN PT,T= 

s 

("'ib Retribusi yan2 tidak m,:!T.:ksanakn 
merugikan keuan2an D 	 k 
(enam) bulan atau denda 	 k•••• 
busi yang_terutan2. 

(-1 ) 	plWv‘tt g6(*; 	t))'vlivt4,-fturiZ 	ttjiJ pd 	jAisuk. pe- 
1"-SWgiv\ - 

I5Y 

(1) Pejabat Pegawal Ne2er: 	tertentu di 1ingai remer:!1-1-• 
tah Daerah diberi 	IhuL 	sebagal Penyidik 
lakukan penyidikan t i.n rk 	i1ai 	libidan2 

-. 	d • 	a-1: 	c1 	J. ' •- 	'• • 
tenU-:112-  Hukusl .Nce,ra 1.)dana. 

(*,) Wew:narig Penyidik 
	

! 

ini adalah : • 

a. 	 .• 	• 
atau laporan berkn 

Daerah 
jadi leb:h len2kaii 

. 	rlfliii , 	f 

s2hubun2a.-. 

d. meffieriksa buku-buku, 	 dan 
lain berkenaan 
Daerah., 

e. nuelakukan pens2e12.Jahan -untuk 
pembukuan, pencatatan, dan 

- lakukan penyitaan terhadap 	 •' 



f. meminta bantuan tenaga ahli dalam ran2ka pelaksaaa 
tugas penyidikan tindak pidana dibidang retriusi Dns.:(ah; 

. .::,o menyuruh berhenti melarang seseoran2 menTralkaa runi 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedan2 berlangsaa, , 

	

memeriksa identitas cran2 atau dokumen ynn2 dib. 	.:'• • 
mana dimaksud pada huraf e; 

h. memotret seseoran2 yan2 berkaltan 
	

t3ndak pi(-Thaa 
retribusi Daerah; 

i. memanggil orang untuh „lidengar keterangannya dan diper:kaa 
sebagal tcrsnngka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; 

k. melakukan 	tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
tindakan penyidikan tindak Pidana dibidang retribusi 
Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mem. 
tahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil 

	

annya kepada penuntut umum, sesuai den2an ketentunn 	1. 
atur dalam Undang-Undang Nomor S Tahun 192 
Acara Pidana. 

BAB XXIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 	193 

(1) Gubernur Kepala Daerah dapat menetapkan penyesuaian tarif 
retribusi jasa umum dan jasa usaha sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Daerah ini, apabila penyediaan jasa dimaksud meng-
gunakan bahan/barang pakai habis yang harganya relatif 
cepat berubah. 

(2) Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) pasal ini dilaporkan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 

Pasal 	&O° 

Semua hasil pungutan retribusi Daerah sebagaimana dimnksud 
Peraturan Daerah ini harus disctor ke Kantor Kas Daerah scuL:,1 
dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 	Aol 

Gubernur Kepala paerah menetapkan uosedur 	dan cara 
lenggaraan serta penanggung jawab pcmungutan retrfl)usi 
mana diatur dalam Peraturan Daerah ini. 

Pasal 2,er o 

Pungutan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, bail 

	

administrasi maupun teknis pemungutannya, dilaksanakan 	dibawah 
koordinasi Dinas Pendapatan Daerah. 



BAB XXIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal ›Sit0.3 

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini 
(7 ±.  ap- kan oleh Gubernur Kepala Daerah 

Pasal 3.0-9 201 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka 

a. 
Pasal I huruf B Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakart 
Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah 
Daerah Khusus 	

Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1979 tentang 
Perparkiran di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

b. 
Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 
1993 tentang Retribusi Daerah Bidang Pemerintahan 

	Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

c. 
Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 
1995 tentang Retribusi Daerah Bidang Kesejahteraan 

	Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

d. 
Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 

	Tahun 1993 tentang Retribusi Daerah Bidan2.  Ekonomi Daur:A Khu Ibukota Jakarta; 

e. 
Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 
1996 tentang Retribusi Daerah Bidang Pemban2unan Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta; 

f: Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 
1996 tentang Leges; 

g Pasal 11 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 
12 Tahun 1986 tentang Penomoran Bangunan dalam wilayah Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta; 

h. Pasal 20 s.d. Pasal 28 Peraturan Daerah 	Daerah 	Khusus 
Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan 
Lingkungan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

i. 
Pasal 14 s.d. Pasal 24 Peraturan Daerah Daerah 

	Khusus 
Ibukota Jakarta Nomor S Tahun 1992 tentang Pengusahaan 
Perpasaran Swasta di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

• 
j. 

Pasal 31 s.d. Pasal 39 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Nomor 8 Tahun 1989 	tentang Pengawasan 	Pemotongan 
Ternak, Perdagangan Ternak ddn Daging di Wilayah Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta; 



k. Pasal 	21 	ayat 	(2), 	(3) 	dan 	(I), 	Tma: 	22 2fl 
Daerah 	Daerah Khusus 	Ibukota 	Jakarta 	NOMOr 3 	Tahun 
tentang 	Usaha 	Persusuan 	di Wilayah 	Daerah Khusus Ibukoa 
Jakarta; 

1. Pasal 	254 	s.d. 	Pasal 	270 	Pc'raturan 	Da(..fah Taorah IThusL 
Ibukota 	Jakarta 	Nomor 	7 	Tahun 	1991 	tentan5L[ Ban2u1an 7,aL:L 
Wilayah Daerah Khusus 	IbLkota 	Jakarla, 

m. Pasal 29 s.d. Pasal 32 T. 
Ibukota Jakarla Nomor 2 -7 
dalam Wilayah Dnerah Khu 

n. Pasal 143 	Pasal 
Ibukota Jakarta Nomor 3 Tal= 1792 
Dahaya Kebakalan 	c1 • , 

Jakarta; 

o. Pasal 31 	s,(:. 	4C 
Jakarta Nomor 5 Tahun 	 ' 
Unggas serta Peredaraa 
Khusus Tbukota Jakarta; 

p. Pasal 1.3 s.d. Pasal 25 Peraturan Daorah Daerah 
Jakara Nomor 6 Tahun 1992 tentan2 Pembi=n 

Pramuw1sma di WIlayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

q. Pasal 11 s.d. Pasal 15 	Paorah Daerah Khusus 
Jakarta Nomor 7 Tahun 192,9 
Kesejahteraan 

Khusus ibukota Jakafta; 

r. Pasa', 47  s.d. Pasal 
Jakarta Nomer 9 Tal= 
Jalan di Wilayah Daerah 1 

_ 	• 	. _ 

T 

s.  

Jaka:ta \-• 
.11; 	 - 

Khusus 

t. 17 (1. 	41 	' 	. 	. 	. 

Jakarta Nomor 1 Tahun 1('96 tntanL 
Penduduk dalam ran2ka 

. dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukot 	Jflrtf-H 

u. Pasal 22 Peraturan Daerah Daera,h Khusus 	 • 
12 Tahun 1997 tentanz Usaha Pariwisat:a di 
Ibukota Jakarta; 

dinyatakan tidak berlaku la21. 



k. Pasal 21 ayat (2), (3) dan (4). Pasal 22 s.d. 29 	Pe.ratur 
Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 	1:M9 
tentang Usaha Persusuan di Wilayah Daerah Khusus Ibukoa 
Jakarta; 

1. Pasal 254 s.d. Pasal 270 Peraturan Daerah 
Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang 
Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

m. Pasal 29 s.d. Pasal 33 Peraturan Daerah 
Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1992 tentang 
dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

n. Pasal 143 s.d. Pasal 156 Peraturan Daerah 
Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1992 tentang 
Dahaya Kebakaran 	dalam Wilayah 	Daerah 
Jakarta; 

Daerah Khusus 
Bangunan Dalaw 

Daerah Khusus 
Pemakaman 

Daerah 
Penanggull.  

Khusus 

o. Pasal 31 s.d. Pasal 40 Peraturan Daerah Daerah Kharr  
Jakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penampun2an dan 
Unggas serta Peredaran Da 	s ging Ungga 
Khusus Tbukota Jakarta; 	

Wil 

p. Pasal 13 s.d. Pasal 25 Peraturan Dacrah Dacrah 
Jakarta Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pembnann 
Pramuwisma di Wilayah Daerah Khusus Ibukota JaLarla; 

q. Pasal 11 s.d. Pasal 18 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Nomor 7 Tahun 1939 tentang Ketentuan 	Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Pekerja pada Perusahaan di Wilayah Dacrah 
Khusus Ibukota Jakarta; 

r. Pasal 47 s.d. Pasal 49 Peraturan Daerah Daerah Khusus IbJ.ota 
Jakarta Nomor 9 Tahun 1992 tentang Lalu Linta cinn An2.kula 
Jalan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakartaa 

s. Pasal 14 s.d. Pasal 22 Peraturan ITherah Daerah Khusus Ibuko, 
Jakarta Nomor 11 Tahuh 1995 tentang Pengawasan Hewan 	Rent 
Rabies, Serta Pencegahan 	Penan2gulangan Rables di Da,Lr, 
Khusus Ibukota Jakarta; 

t. Pasal 33 s.d. Pasal 41 Peraturan Daerah Daerah Khusus 	Ibukuta 
Jakarta Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyelen22araan Pendaft2r ..., 
Penduduk dalam rangka SIstim Informasi Menejemen K2pendudk:. 
dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

u. Pasal 22 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta NolLor 
12 Tahun 1997 tentang Usaha Pariwisata di Daerah Khuaa 
Ibukota Jakarta; 

dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 3 TAHUN 1999 

TENTANG 

RETRIBUSI DAERAH 

I. PENJELASAN UMUM. 

Peraturan Daerah ini merupakan pen2aturan kembali dari Peratur- 
an Daerah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Retribusi Daerah 	Bidang 
Pemerintahan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1993 	tentan 
Retribusi Daerah Bidang Ekonomi, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 
1995 tentang Retribusi Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat, Peraturan 
Daerah Nomor 11 Tahun 1996 tentang Retribusi Daerah Bidang 
Pembangunan serta beberapa jenis pelayanan yang ditetapkan secara 
tersendiri 	dalam Peraturan Daerah menurut jasa pelayanan 	yang 
diberikan kepada masyarakat. 

Pengaturan kembali Peraturan Daerah ini merupakan pelaksa- 
naan Undan2-Undanz Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 	dan 
Retribusi 	Daerah 	dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 
tentang Retribusi Daerah yang menetapkan pemberian jasa Daerah 
secara limitatif dan ju2a ruan2 lin2kupnya sehin22a jenis 
retribusi 	yang dapat dipunaut tidak dapat dikemban2kan 	la2i di 
luar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997  
tentang Retribusi Daerah. 

Jenis pelayanan/jasa yang diberikan secara limitatif tersebut, 
dibagi dalam tiga jenis golongan retribusi Daerah yaitu 	retribusi 
jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan 
tertentu yang harus diikuti dengan penyempurnaan tarif retribusi 
masing-masing jenis jasa yang diberikan, dimana komponen tarif 
untuk masing-masing jasa harus mengacu pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 20 Tahun 1997. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam Peraturan 
Daerah ini mengatur kembali jenis pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang 
berlaku dabam penyelenggaraan pemungutan retribusi Daerah sebagai-
mana diatur dalam Undan2-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. 



•suia dminD : 	 9Z *P's ZZ I2s2d 

•s2T“ dnjnj : 	 (C) LIQP (Z) 

. unqu (2wII) c 2w21 
.pnpuad 	upuui ruiuN 	 (I) 42,/;-2  IZ TSd 

	

dminD 	 OZ *P's Ci I2s2d 

.s2Taf' dri)ITID : 	 o uup q 

'00 ; 00YZ'd 
00'00c'd x c x [ x Zw 000*I 

: quiupu 	ll uuSunlTqJad 
'Sulluad 	ditLepiaq 	:cluunS 
-SuvS 	tapuT 	uvp 	To)loo.id 
u2T“i.p TsuoT,Taq 	Zw 000*I 
eqvsn 	11 ucltual SuunJ svni ueSuap 
(uu.i2Tums 	Jus2d 	viiuT2sTw) 
TJ1.snpuT 	UOU 	112QWeS11-10d 

. 00OL . C .  

= 000 cI 	ZW 000 . I 
: quiup2 2.uuRun1Igiad 

‘SuTI.uad 	)12dwupiaq 	2ATuuunS 
-SuuS s)laPuT u2P Zw 000*I 
vqusn iudwal. Suuni sunT uuSuap 
To)looid 	uuT“ 	IP Ts2)10IJaq 
b"U1A 	IJI.snpuT 	weuqusnJad 

: u2nS 
- ffuuS Suupun-Suupun uTzT TsnqT.11 
- u.Jusaq uuffuniTqJad Liouo3 : 

*suTaf' dn..)12.0 : 

•SUlOr dmIno : 

9961 -qui9 G 

:. -L". 1 2 Zuvl 99/ZI/uI/WIC 	JowoN 
uTsauopui 	)1IIcInc1021 	).auTquN 

s. .11sui 	LIJOS TU2JSUN UUOIOS 

-s,rtun 	8ZC/I.ZC-CC6I 	P2Igs1221S 
uup Twnqlfd uTsauoPui 	uuSuoToS 

-Irtlun 	t-1..Z6T P2Icts4221S '0!' 

IL-0Z6I 	PgIgs1221S 	'uoq-SuoTI 
uuSuoToS )11-tun 9C-616I *(). OCT 

-LI6I P2IcIs221-S 'udo.v.4 uuSuoToS 
fluun cZ-6178I P2Igs1221-S uT2 I 

U11,1? TUT VRA:U 2pud pns)luwTp 
uuSuupun-SuupurtJad 	weinl.u.lad : 

.suiar drnInD : 

.suiar dminj : 

.111-Ing tI I 252d 

CI 'P's t 1 292d 

(C) '2/ 

(Z) Vei;U 

(I) 1.2 	C I 2s2d 

Z u2P T Igsgd 

—IVSVd iwaa 'IVSVd NIVSVIaftqd *II 



3 

Pasal 27 ayat (1) huruf a 

huruf b 

: Hasil penelitian 2ambar rencana 
dan 	atau 	pengujian 	akhir 
persyaratan 	instalasi 	pro- 
teksi 	kebakaran 	dapat 
di2unakan seba2ai bahan pemberian 
rekomendasi pemeriksaan 	per- 
syaratan pence2ahan 	kebakaran 
pada pelaksanaan pemban2unan 
gedunz dalam ran2ka pen22unaan 
bangunan selama masa ten22ang 
waktu tidak lebih dari 3 	(ti2a) 
bulan. 

: Yang 	dimaksud den2an 	ancaman 
kebakaran yang ada pada ban2unan 
gedung adalah : 

Bangunan yang mempunyai ancaman 
bahaya 	kebakaran 	rin2an 
antara lain ban2unan yang 
diperwunakan untuk ibadat, 
klub, pendidikan, perawatan, 
perpustakaan, museum, perkan- 
toran perumahan, rumah 	makan, 
perhotelan, 	rumah 	sakit. 
lembaza pemasyarakatan. 

- Bangunan yang mempunyai ancaman 
bahaya kebakaran sedang 1 
antara lain 	ban2unan 	parkir 
mobil, pabrik roti, pabrik 
minuman, pabrik susu, pabrik 
elektronika, pabrik gelas. 

Bangunan yang mempunyai ancaman 
bahaya kebakaran sedang 
antara lain pabrik bahan makan-
an, pabrik kimia (bahan kimia 
dengan kemudahan terbakar 
sedang), perdagangan, bengkel 
motor, pabrik barang kelonton2 
pabrik keramik, pabrik tekstil 
percetakan dan penerbitan, 
pabrik/perakitan 	kendaraan 
bermotor. 

Bangunan yang mempunyai ancaman 
bahaya kebakaran sedang 111 
antara lain banzunan gedung 
pameran, 	pabrik 	makanan, 
bengkel 	mobil, 	studio 	dan 
pemancar, 	pergudan2an 	(yang 
menyimpan kertas, cat, minu-
man keras, perabot rumah 
tangga dan lain-lain), pabrik 
makanan kering dari bahan 
tepung, pabrik 	sabun, 	toko- 
den2an pramuniaga lebih dari 50 
orang pabrik plastik dan 
karung plastik, 	pengger2ajian 
kayu, pengeringan 	kayu, 
barang kertas, pabrik tepun2 
terigu, pabrik pakaian. 



4 

huruf c.  

huruf d 

ayat (2) dan (3) 

Pasal 28 s.d. 38 

Pasal 39 ayat (1) huruf a 

- Bangunan yan2 mempunyai ancaman 
kebakaran berat antara lain 
bangunan 	pabrik kimia (bahan 
kimia dengan kemudahan terba-
kar tinggi), pabrik kemban2 
api, pabrik korek api, pabrik 
bahan peledak, pabrik cat. 
pemintalan benang atau kain. 

: Yang dimaksud Alat Pemadam 	Api 
Rin2an (APAR) 	adalah alat 
pemadam api rinaan yana 	dapat 
memadamkan kebakaran kelas 
dan kelas B den2an daya 	padam 
untuk masin2-masin2 kelas 	yaitu 
2A dan 5B - 10B. 

contoh : APAR yang 	mempunyai 
daya padam 2A, 5B - 10B 	antara 
lain : busa kimia untuk 9 	liter, 
busa AFFF (aqueous fim 	formin2 
foam) ukuran 9 liter, dry- 
chemical 	(sodium 	bikarbonat) 
ukuran 2,3/4 lb s.d. 5 lb, 	dry- 
chemical (potasium bikarbonat) 
ukuran 2 s.d 5 lg. 

: Cukup jelas. 

: Cukup jelas. 

: Cukup jelas. 

: Yang dimaksud pemeriksaan 	kese- 
hatan ternak potong adalah 
pemeriksaan 	kesehatan 	ternnk 
potong sebelum dipotong (ante-
mortum) dan setelah dipotona 
(post mortum). 

huruf b s.d. e : Cukup jelas. 

ayat (2) dan (3) 	: Cukup jelas. 

Pasal 40 s.d. 43 	: Cukup jelas. 

Pasal 44 huruf a dan b 	: Cukup jelas. 

huruf c 	: Pemeriksaan laboratorium kasmavet 
adalah pemeriksaan pengujian 
terhadap bahan asal hewan dan 
hasil bahan asal hewan. 

huruf d s.d. e 	: Cukup jelas. 

Pasal 45 ayat (1) huruf a 	: Yang dimaksud hasil hutan adalah 
kayu dan rotan. 

huruf b s.d. e : Cukup jelas. 



ayat (2) dan (3) 

Pasal 46 s.d. 55 

Pasal 56 huruf a s.d. c 

huruf d an2ka 1 

: Cukup jelas. 

: Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

: Yang dimaksud harga 
adalah harga transaksi 
ikan. 

transaksi 
penjuain 

angka 2 s.d. 4 : Yang 	dimaksud 	harga 	pedoman 
adalah harga pedoman yanu dite-
tapkan Gubernur Kepala Daerah. 

huruf e 

huruf f dan 2 

Pasal 57 s.d. 61 

Pasal 62 huruf a s.d f 

huruf g 

huruf b 

huruf c 

huruf d 

: Yang dimaksud harga pedoman ada-
lah harga pedoman yang ditetap-
kan Gubernur Kepala Daerah. 

: Cukup jelas. 

: Cukup jelas. 

: Cukup jelas. 

: Yang 	dimaksud 	harga 	pedornan  
adalah harga pedoman yan2 dite-
tapkan Gubernur Kepala Daerah. 

: Cukup jelas.. 

: Yang dimaksud sejenisnya antara 
lain sayur-sayuran, bumbu dapui. 
daging, ikan basah. 

: Yang dimaksud sejenisnya antard 
lain 	tekstil, 	pakaian 	jadi, 
barang 	dari 	kulit/plastik, 

barang pecah belah, 	kosmetik, 

asoseries, sembako. 

: Yang dimaksud sejenisnya antara 
lain makanan dan minuman proses, 
makanan minuman siap saji. 

: Yang dimaksud denuan usaha jas 
antara 	lain 	potong 	rambut, 

service 	kendaraan 	bermotor, 

ben2kel sepeda dan sejenisnya. 

Pasal 63 s.d. 68 

Pasal 69 ayat (1) huruf a 

huruf e s.d. i : Cukup jelas. 

huruf j 	: Yang dimaksud acara 	keramaian 
umum yan2 diselenwe- arakau secai[. 
khusus dan bersifat smentara 
antara lain Pekan Raya. Jakarta. 



huruf k 

ayat (2) dan (3) 

Pasal 70 s.d. 74 

Pasal 75 ayat (1) huruf a 

: Yanz dimaksud den2an 	ditempat- 
tempat dan pada jam-jam tertentu 

adalah tempat-tempat dan pada 
jam-jam tertentu yang 	ditetap- 
kan oleh Gubernur Kepada Daerah 
sebagai tempat yang diizinkan 
untuk berdaaana. 

: Cukup jelas. 

: Cukup jelas. 

: Pelayanan kesehatan di Puskesmas 
dan 	fasilitas 	peralatan 
kesehatan dasar lainnya milik 
Daerah bagi peaawai negeri, 
penerima pensiun dan perintis 
kemerdekaan, 	untuk 	biaya 
pemakaian Rumah Bersalin/Pusat 
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 
Pemerintah Daerah dan biaya 
perawatan pada Rumah Sakit 	Umum 

ayat 	(2) 

huruf b 

dan 	(3) 

s.d. d 	: 

: 

Daerah diatur berdarkan ketentuan 
Asuransi 	Kesehatan 	(ASKES). 

Cukup 	jelas. 

Cukup 	jelas. 

Pasal 76 s.d. 	79 : Cukup 	jelas. 

Pasal 80 huruf a : Cukup 	jelas. 

huruf b angka 1 : Cukup jelas. 

angka 2 : Dalam hal 	pelayanan 	pada 	Unit 
Gawat 	Darurat 	dilakukan 	dalam 
beberapa kelompok, 	maka 	retribusi 
yang 	harus 	dibayar 	oleh 
masyarakat 	adalah 	pelayanan 
untuk 	kelompok 	yang 	tertinagi 
tarifnya. 

angka 3 s.d. 7 	: Cukup 	jelas. 

angka 8 s.d. 11 	: Pengenaan 	retribus 	untuk 
pelayanan 	dalam 	kelompok 
ini 	adalah 	perjenis 	pelayanan 
yang ada pada 	tiap-tiap kelompok. 

angka 12 s.d. 19: Cukup 	jelas. 

huruf c s.d. 	e : Cukup 	jelas. 

Pasal 81 s.d. 	85 : Cukup 	jelas. 

Pasal 86 huruf a angka I.a) : Yana 	dimaksud 	denaan 	Dewasa 
adalah 	orana yang 	telah 	berumur 
17 	tahun 	keatas 	atau 	telah 	kawin. 

angka 1.b) s.d. 1.f): Cukup jelas. 



huruf b 	: Cukup jelas. 

Pasal 87 s.d. Pasal 104 	: Cukup jelas. 

Pasal 105 ayat (1) huruf a s.d. h : Cukup jelas. 

huruf i 	: Yang 	dimaksud 	dengan 	toilet 
berjalan 	antara 	lain 	berupa 
container mobil atau sejenis. 

ayat (2) dan (3) 

Pasal 106 s.d. Pasal 115 

Pasal 116 huruf a angka 1 

: Cukup jelas. 

: Cukup jelas. 

: Yang dimaksud denaan blok 
dan A adalah blok tempat 
pemakaman umum, sedangkan anaka 
romawi 	I, II, III, IV, V, dan VI 
membedakan letak perpetakan tanah 
makam. Perpetakan tanah makam A 
VII diperuntukan bagi jenazah 
yang terlantar. 

an2ka 2 dan 3 : Cukup jelas. 

huruf b dan c 	: Cukup jelas. 

Pasal 117 ayat (1) : Yang dimaksud denaan 	pemakaian 
rumah susun sederhana adalah 
sewa rumah susun sederhana. 
Besarnya sewa rumah susun 
sederhana tidak termasuk biaya 
pemakaian air PDAM, listrik dan 
Gas Neaara. 

ayat (2)dan (3) 

Pasal 118 s.d. 122 

Pasal 123 ayat (1) hurul- 

: Cukup jelas. 

: Cukup jelas. 

: Pelayanan 
pelayanan 
untuk : 

Ketatakotaan 	adalah 
sebagai kelengkapan 

a. Izin Mendirikan Bangunan; 
b. persertifikatan tanah; 
c. pengurusan Izin Undang-Undana 

Gangguan; 
d. dan lain-lain. 

tulIc.A,  I hA 
n-rrf 	: Cukup jelas. 

: Yang dimaksud denaan Keteran2an 
Rencana kOta adalah Ketetapan 
rencana yana diwujudkan dalam 
bentuk uraian rencana peruntukan, 
rencana jalan dan intensitas 
bangunan, 	diperlukan 	seba2ai 
pedoman pelaksanaan pembanaunan 
fisik. 
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Pasal 130 

- Komersial 	adalah 	pen2enaan 
retribusi atas pelayanan kea-
takotaan yan2 diarahkan untuk 
kepentingan dagang/berorientasi 
untuk mencari keuntun2an. 

- Non komersial adalah pai- enaan 
retribusi atas pelayanan ketLua 
kotaan yang djarahkan tidak 
untuk kepentingan dagan2/men-
cari keuntungan. 

	

: Yang tidak 	dikenakan retribu- 
si atas pelayanan 	ketatakotaan 
untuk kepentin2an : 

- Pemerintah Daerah, adalah yan2 
permohonan pelayanannya al-
biayai melalui Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah/APBD. 

- Pemerintah Pusat adalah 	yan 
permohonan pelayanannya J:-
biayai melalui An2garan Penda-
patan dan Belanja Ne2ara/APBN. 

- Perwakilan Ne2ra 
yang permohonan 
dibiayai Ang2aran 
Ne2ara Asinf2 sesua; 
bilateral. 

p_nal 131 c 	134-: 	Cukup jelas. 
/31 

Pasal ;>6 huruf a an2ka 1) 

angka 2).1 : Yang dimaksud dengan : 

a) Ban2unan sosial ibadah antara 
lain Mesjid, gereja, vihara, 
pura. 

b) Bangunan sosial bukan t nDat 
lbadah antara lain: 

- bangunan 	pendidikan 
terdirj dari sekolab (TK 
SD, SLTP,(":an SLTA), 
per2uruan tin221, pesaJtr. en, 
madrasah, seminar, pusdik-
lat, perpustakaan, labora-
torium, aula, panti asuhan; 

- bangunan 	olahra2a 	yang 
terdiri dari sport h 
gedung olah raga/gelanggan2 
olah raga gedung 	stadion, 
lapangan olah ra2a tertutup; 

- bangunan 	kesehatan 	yaug 
terdiri dari rumah 
klinik, puskesmas; 

: Yang dimaksud dengan luas bangun-
an adalah luas denah bangunan 
senyatanya dalam satuan meter 
persegi. 



Pasal 123 

	

huruf a dan b 	: Cukup jelas. 

huruf c angka 1.5 : Tarif 	retribusi 	KeteJ:,,:nan 
Rencana Kotn Wismn Susun bai 
penggunaan Rumah Susun Muldh/ 
Sederhana tidak dikenakan Retri-
busi. 

	

angka 1.6 s.d. 1.34 	: Cukup jelas. 

angka 2 s.d. 5 	: Cukup jelas. 

huruf d s.d. f : Cukup jelas. 

huruf g angka 1 

	

s.d. 	Punautan 	retribusi 	pelay 

eterangan rencana kota 
penataan perpetakan pada 
jalan utama dan sekunder 
kan apabila jalan terscb,t 

diban2un 	sesuni 	rencana 	kct 

dibebaskan 	traccnya 

rencana kota. 

huruf h 	j : Cukup 	jelas. 

huruf k angka 1 
s.d. 	3 : Cukup 	jelas. 

angka 4 : Yang dimaksud den2an 	pembakaruan 

SIPPT 	adalah SIPPT yang 	dlmohon 

kembali 	setelah 	lebih 	14 	har: 

sejak 	habis 	masa 	berlakuny 

batas 	waktu 	pemban2unan 	ya 
diberikan. 

angka 5 : Yang 	dimaksud 	denaan 	perpan,;,--1 

aan 	SIPPT 	adniah 	;-.TrpT 

dimohon kembali sampa',. • 

14 hari sejak habis maa 
batas vs,au 

yan2 dibe knn den2z,in 
tidak 
komponen SIPPT sepertH 
pemohon, luas tanah denc,al, 
penggunaan pembanaunan tersebut. 

angka 6 : Yang 	dimaksud dengan 	p,:nycm- 
purnaan SIPPT akibat perubahan 
penggunaan adalah SIPPT yang 

dimohon sehubunzan adanyr: peru-
bahan penggunaan dari s:rpT 
yana telah diterbitkan. 

angka 	: Yang 	dimaksud den£.an  

purnaan SIPPT :itkibat perubahan 

1uas adalah •...1.P. PT yang 
schubunaan 	J 

_,-- 
luas  

d i terbit ....- . 

Pasal 129 
	

: Yang  
pnggunaa:. 



- ban2uan 	pemakaman 
terdiri dari krmatmJi, 

rumah abu, rumah duka; 

- bangunan kesenian/kcbuday-
an yang terdirl dari 
2edung 	kesenian, 	• 

budaya; 

- banzunan hunian yanQ 

dari flat murah, ruma .yasuL 
sedrhana, asrama 
sosin; 

- bangunan pemblanjaan 
terdiri dari pasar 
pasar penampunzan, pasa 
sementara 	warun2/keda;/ 
waserda 

- sarana umum yang 	terd'H 
dari 	pemberhentian 
gardu bebas hambatn, 
polisi, MCK/WC Umum, 	hala: 
rakyat, gelatuggang 

- pelengkap bangunan 	Shadah 
yang terdiri ruanL perte-
muan/serhagun, ruang pen 
didikan, ruang kantoi- . 

: Yanz dimaksud 	denzan 
usaha adalah : 

,til:,_._ 
industri c 
home ihl 

v,,:ukshop, 	gud 
station (bengk 
daraan, 	termi 
hanggaf, bangun 
studio film, 

silo/tangki pe 
nian/perikanan 
gian maksimum G 

jaga -r•, :  
ustii, 

ang, • 
el), 
nal/ 
	• 

an perflan, 
gedung parkir, 
ternakan/pert:-
dengan ketin- 
meter. 

b) perdagangan/perknntoran atara 
lain 	perkantoran, 
cota2e, motel 

mewah, pertokoan/klos, 
lanjaan/pasar, 
(shoping  
(depertemen 
swalayan, ruan 
room), 	13osko1:, 
centre/disLo, 
pljat, 
cafetari, 	apotik, 
kedutaan, gedung pr.::ra•H 
bang-unan 	 ge.lnriga 
yang tidak memenuhi kriter. 

Yang dimaksud jumlah 
adalah jumlah lantai di .tas 
permukaan 	tanah atam lantni 
basement. 



angka 2).3 : Yan2 dimaksud 	den2an ':7.  
yang bersifat sementara acalah 
ban2unan 	yang 	penggunaannya 
maksimum 2 tahun atau sealama 
d12unakan 	untuk 	pelaksanaau 
kegiatan pembangunan. 

cl~0.-ij .1  -z1 14  
2).4 a. ci 	: 	-,:kup jects. 

angka 3).15 : termasuk 	lapangan 	olah 	ra , 
terbuka dengan perkerasan anIJ.. 

lain lapanaan tenis, laparian 
bola 	basket, 	lapan2an 	, 

volley, lintaaan aerobik, 

an2k:, 3).1C : termasuk 	lapan2an 
terbuka tanpa 
Irtin 

angka 3).17 dan 18 : Cukup jela. 

angka 4) 

angka 5) 

: Yan2 	dimaksud 	den2an 
pembuatan/pemban2unan 	a&i!ai 
biaya untuk perbaikan/perabah:,n, 
pembuatan, 	pemban2unan 	dali 
pengembangan yang berdasarkan 

- kontrak 	atau bagian kontrak 
atau; 

- pedoman 	perhitungan 
satuan DKT Jakarta atu; 

- haroa satuan per 
yang 	ditetapkan 
KaTy atnu; 

yczn2 beriJiku. 

: Cul:up jels. 

huruf b angka 1) 	: Cukup jelas. 

huruf c 	: Cukup jelas. 
11.Z/ 

Pasal 	ayat (1) huruf a : 	Besar 	retribusi 	p e ng awa s a , 
huruf a pembangunan 	(RPP) y..H-:2 
harus dibayarkan diperhitun(ikan 
berdasarkan 	peruntukan,'  ., 
bangunan, 	luas bangunan, 	4: 

	

,, 	e- 
ban2unan dan 2olon2an ban2ua 

huruf b 
	

Retribusi 	Pen2awasan 	- 
Tambahan (PPPT) wajTh 1- 

oleh 	Pefflc;Lcn, 
	• 
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- Jalan golonRan B adalah jalan 
yang rendah kepadatan 
lintasnya. 

huruf b 	: Cukup jelas. 

huruf c angka 1 	: Cukup jelas. 

angka 	: Yan2 dimaksud dengan : 

- Golongan 	Al 	adalah 	.e.mpa 
parkir pada pelataran parkir 
dengan . kapasitas lebih besar 
dari 100 petak parkir; 

- Golongan 	A2 	adalah 	tempat 
parkir pada pelatarari parkir 
dengan kapasitas lebih kecil 
atau sama dengan 100 petak 
parkir. 

huruf d angka 1 	Cukup jelas. 

angka 2 	: Yang dimaksud dengan : 

- Golongan 	B1 	adalah 	1:p 
parkir murni dan gedung parkir 
pendukung dengan kapasita 
lebih besar dari 500 —f-"-
parkir; 

- Golongan 	B2 	adalah 
parkir pada gedung par 
dan gedung parkh- 
dengan kapasitas lebih 
dan atau sama dengan 500 
parkir dan lebih besar dari 15C 
petak parkir; 

- Golongan 	B3 	adalah 	tempat 
parkir pada gedung parkir murni 
dan gedung parkir pendukung 
dengan kapasitas lebih kecil 
atau sama dengan 250 petak 
parkir dan lebih besar dari 150 
petak parkir; 

- Golongan 	B4 	adalah 	tempat 
parkir pada gedung parkir mural 
dan gedung parkir pendukun2 
dengan kapasitas lebih kee:1 
dari 150 petak parkir. 

ayat (2) 	: Cukup jelas. 

ayat (3) : Untuk tarif berlangganan iu 
bagi kendaraan 
dengan rumus 1 (satu) 
dihitung 25 hari dikalikan 1 
(satu) 	hari dihitung 3 (tiga) 
kali parkir dikalikan tarif 
terendah •sesuai jenis kendaraan 
pada tempat parkir ditepi ja1an 
umum. 

wiou'v CA) 
	

CA/KJe 	 tr 
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Pasal 1/K s.d. 12 
l6P 

Pasal 	huruf a Cukup jelas. 

huruf b angka 1 dan 2 : Cukup jelas 

an2ka 3 	: On2kos 	i:zngkut dekol 

sudah termuk 

huruf c 	: Cukup jelas. 

Pasal 	ayat (1) huruf d s.d. e:  

t.  

. 	. 
mThry 

uut.J1.. 

lainnya den2an 

tertena. 

- Peta Fotc ..:(dalah  
menyajlkan unuun-un: 

dan 	1.HJal—Sill 	...ijilL:-., i,; 	y.:  

dipermukaan bumi secara  
..?- rametris dalam b1(1.-L.i :,.. ....' 
dan skala tertentu ,.. .,-!-, 

masi tepi p,..la. 

- Peta 

atau 

T 

• : 	. 

kualitt;.rmaaun_ 

dalam skala dan fofmat 
tu. 

.:.... 

Pasal 

1 --1,  

15-  

:,-!`" 

ayat 

: 	. 	0, 

ayat 

(2) 

;1:-. 1  ...:./ 

(1) 

dan 	(3) 	: 

: 

: 

PPta 	(Struktur) 
Peta yan2 	 • 

t 

matris u.ntuk 	n1.1.1-1 	• 
pereniai t: 	1.• 	• 

' 

C-1.i 1:-:.,.p.  

C.J.I._.,..1.. 	j.:,., 1:_. 

-rjan2 dimak 	.,-:,= j.Ar. 
utilitas adaicl ll 	i,jstilli 	j,..:  • 

	,,,.i 
instala 	)-;elengkap,qn Izt: 	,., 
terdiri dari kabl dan pipa y;.-J.v.:,  
ditanam/dipasan2 dibawah tami'..-i. 



1AS- 

a s 	• , . 	, 

l‘P 
Pasa I 

huruf b angka 1 (.1 ,,r1 2 	: 

an2kn 3 
	

0112.k 

sudah t ermasuk da un 

huruf c 	: Cukup je las . 
6.5 

Pasal 	ayat (1) huruf a s.d. e: Yang 	 : 

f; 
yan2 ute 
umi pada cL 	u 

.:an2iiii1 d.., 
t 	t 	n 	• 

. „ 

adnya 
r 

— . 

• 

- 
menyaj '„kan 	u:'„u 
dan buatan iii 1 . 

d iermukaan 	bumi seca 1- a 	(•• 
2.1.--,21metris da lam b 

dan ska 1 a tert entu serta 
mas i tepi peta 

- Peta Dgjt c  
atau 

dibat/di 	. 	' 
, • 
, 

_ 
•: • • 

_ 

, 	1 

T•• 

mat 

e n a 
e n 	n 

skala dan 

dan (3) 	: 	a 

• , 	 • 
; 	t .1 	• 	'-- 	- 

	

; 	' 	: 	 • 
-• 	-1  ' 

ayat (2) 

d , 

ayat 	) 



ayat r?‘ 
Pasal ;241 s.d. 

184 
Pasal 1,->.?! ayat 

ayat 

(2)  dan (3) : 

io 
: 

(1) dnn : 

(3)  

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

C"ukup 

Yan2 - 
yang 

dit,-,tapkan aleh 

ayat (4) s.d. (f) 
	

: Cukup jelas. 

Pasal 
• 	 t95- 	

: Cukup jelas. 

Pasal 	ayat (1) 	: Cukup jclas. 

9‘ 
ayat (2) Yang dimaksud den2an jatuh 

pembayaran ada!ah batas 
pembayaran yang tertera pada 

Surat 'Ketctapan Retribu. 

ayat (3) s.d. f ) 

i8c1 
Pasal 	s.d. JL.K.  

: Cukup 

: Cukup jelas. 

: Cukup jelas. 

: Cukup 

: Yanz dimakud 

Pasal 	ayat (1) 

90 
 :,yat (2) huruf 

huruf 

- Pengakuan 	utan2 	ret.-;ihuH 

secara lan2sung adalah  
Retribusi dengan kesadaraanyJ-

menyatakan masih mempunya: 
utang 	retribusi 	dan 
melunasinya kepada Pemerintah 

Daerah 

- Pengakuan utanz,  secara 
1angsun2 adalah Wajib 
tidak secara nyata-nyat,a 
sung menyatakan hhwa in rio 
kui mempunya -1 

kepada 	.b 	
n 
• • 

contob : 

0,(-Ickk 

Pasal'J'„>Er s.d. 
1 411 	6(2- 

Pasal 	ayat (1) 
143 e 

kaa 

	

t q‘i 
ayat (2) 
	

Cukup 

	

Pasal j..?.."rayat (1) 
	

• 
• Cu.kup 



: Cukup jelas. 

: Gubernur 	Kepala Da 	dalaffi 

rangka penzawasan b2rwena:.2 

lakukan pemerikaanuntu 

a. men2uj 
kewajiban 

• 

- 
btF ,  
ay dapat mc'1:iput 	i.. 

yang lalu maul-,nn 

jalan. 

Apabila Wajib Retribusi tidak 
dapat memenuhl kewajibannya yaag 

berkaitan 	dengan 	peffleIiksaa.-1 

retribusi,maka dikenakan prlet-

an secara jabatan. 

: Cukup jelas. 

• : Den52- an adanya 	sanksi 	.1., Idan, 

diharaPkan timbulnya k:-..:a:. t. - 

Wajib Retribusi 	untuL ileu':_.1.  

kewajibannya. 

ayat (3) s.d. (5) 

1CW 

Pasal >,C ayat (1) 

ayat (2) 

: Cukup jelas. 

Oubernur Kepala 
jabatannya dan be 
keadilan dapat me 
membatalkan kete 
yang tidak ben.r, 
Retribusi yang d 
keberatannya kare 
nuhi persyaratan 

an surat 
waktunya) 	meski 

material terpenuhi. 

: CukuD jelas. 

: Cukup jelas. 

: Gubernur Kepala Daerab 
memberikan licputusan dala -:. hal 

ayat (2) huruf a 

huruf b Dae ab 
rtandask 	• , 

ngurankan ata: 
tapan 

11iJ:LiiYa 	1; 

itolak pengajuan 
na tidak meme-
formal (memasuk - 
tan tidak pada 
pun persyaratan 

.kbihan 
».1clak-ukan 
dahulu. 

ayat (3) s.(4:. 	: Cukup jelas, 

ayat (6) Besarnya 	imb 

keterlambatan 
bihan pembaya 
hitung dari 
bulan sejak di 
Ketetapan Ret 

sampai dengan 
pembayaran-  kel 

alan bunga a 
pengembalian 

retribui .U-
habis waktu 2 (dua) 
terbitkannya 2u.La 
ribusi Lebih Baya.r 
saat dilakukannya 

ebihan. 

1£16 ayat (7) 

Pasal 	ayat (1) 

ayat (2) 

ayat (3) 

Pasal 

gt-/- 



(3) s.d. 
/..71 : 

(I) : 

(2)  

(3)  s.d. : 

(6) : 

Pasal 

I C15- 

ayat 

ayat 

ayat 

ayat 

ayat 

ayat (3) 

ayat (2) huruf a 	Cukup 

huruf b : Gubernur Kepala Dn.e;ah 

jabatannya dan berlandakaa 
keadilan dapat men2ura....;:Lan 

membatalkan ketetpan 

yan.q-  t clakbe-aar, 

Retr'.bus,1 

e 	r t n 	a h.ar. 	t idah, 	• 

aubi pe r s 	t 

s u 	t ,-in 

1: t n 	 _ 

u1je 

, 

•  _ ! 
: 

lebih dahulu. 

Cukup jelas. 

Besarnya imbalan bun2a. ata 

keterlambatan pen2emballau 
pembayaran retribusi 

hitung dari habis waktu 

bulan sejak diterbitkannya 

Ketetapan Retribu T.eblh 

sampai dengan saat 

pembayaran kelehihan. 

	

iqb 
ayat (7) 	: Cukup 

Pasal 	(1) 
	: 

ayat (2) 

L . 
kewaji:..an 

tujuan lain 
laksanakan peraturan 

undangan retr.ftus»,.. 

Pemeriksaan dapat 

kantc)r atau 

buH 
ny 	 f31-;').H• 

rtsklui.un 

pabila Wjib RetrIbui 

dapat memenuhi kewajibannya 

berkaitan 
retribusi,mutk 

an seca 

„ 

ke;:vajlAnny?-,. 


